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MOTTO 

 

 

 

 
 

 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

 
"sesungguhnyasesudahkesulitanituadakemudahan, 

maka apabilakamutelahselesai (darisesuatuurusan), 

kerjakanlahdengansungguh-sungguh (urusan) yang 

lain,danhanyakepadaTuhanmulahhendaknyakamub

erharap".(Q.S Al insyroh 6-7). 

 



َٙبسِ يَءَا٠َٰذٍۢ  َٚٱٌَٕ  ًِ َٚٱخْزٍَِٰفِ ٱ١ٌَْ َٚٱٌْأَسْضِ  َٰٛدِ  َّٰ َْ فِٝ خٍَْكِ ٱٌغَ إِ

 ُْ ِٙ َٚعٍََٰٝ جُُٕٛثِ َٚلُعُٛدًۭا  ًّۭب  َٗ ل١َِٰ َْ ٱٌٍَ َٓ ٠َزْوُشُٚ ٌْجَٰتِ ٱٌَز٠ِ ٌِأٌُِٚ۟ٝ ٱٌْأَ

َٰ٘زَا ثَطًٍِٰۭب  َِب خٍََمْذَ  َٚٱٌْأَسْضِ سَثََٕب  َٰٛدِ  َّٰ َْ فِٝ خٍَْكِ ٱٌغَ ٠ََٚزَفَىَشُٚ

َٕهَ فَمَِٕب عَزَاةَ ٱٌَٕبسِ   عُجْذَٰ
 

“Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, 
dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, 
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil 
berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan 
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan 
bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah 
Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci 
Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. 

Ali-„Imran: 190-191). 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

PERSEMBAHAN 

 

Telah kulalui perjuangan panjang ku, dan ku reguh 

lautan kebahagiaan dalam hidupku bersama 
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tesis ini kepada semua yang memberi arti dalam 

hidup ku : 

1. Allah SWT atassegalapetunjukdankaruniaNya.... 
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dalam setiap sujudpanjangnya….. 

4. Istriku tercinta yang selalu setia menemaniku 

dalam suka dan duka.... 

5. Anak-anak ku tersayang yang selalu membuat ku 
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kehidupan ku....  

6. Kakak dan adek-adek ku, atas segala cinta dan 

dukunganya….. 

7. Teman-teman  ku yang telah membantu yang tak 

dapat ku sebutkan satu persatu.... 

8. Almamaterku tercinta. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAK 

 

Judul  : HUKUMAN PELAKU PERKOSAAN DIBARENGI 

PEMBUNUHAN OLEH ANAK DITINJAU DARI 

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDY 

ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

CURUP NOMOR 7/PID.SUS.ANAK/2016/PN.CRP) 

Oleh  :  Heriansyah,  NIM   : 214 301 0574 

 

 

Penelitian ini mengangkat permasalahan hukuman yang dijatuhkan 

majelis hakim pada Pengadilan Negeri Curup Nomor 

7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp kepadaanak sebagai pelaku perkosaan 

yang disertai pembunuhan  terhadap korban yang masih anak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman dan dasar 

pertimbangan majelis hakim kemudianditinjau dari hukum positif 

dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum 

yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan 

kasus dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan 

hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi 

dokumenter selanjutnya dianalisis secara deskriptif normatif. Dari 

hasil penelitian menujukkan bahwa pelaksanaan pemberian hukuman 

pidana bagi pelaku perkosaan dibarengi pembunuhan terhadap anak 

ditinjau dari hukum positif dapat dilaksanakan oleh majelis hakim 

dengan menerapkan  Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 76 D UU 

RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 

KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP Dan Pasal 80 Ayat (3) 

UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) 

KUHP secara kumulatif. Sedangkan dalam hukum Islam pelaku 

tersebut dapat dikenakan kejahatan (jarimah) yang lebih berat yaitu 

pembunuhan dimana pelaku dianggap telah melakukan pembunuhan 

menyerupai sengaja dengan hukuman pokok berupa diat dan 

kafarat,hukuman pengganti berupa ta‟zirdan hukuman tambahan 

berupa pencabutan hak waris dan wasiat. Berdasarkan keputusan 

Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp  

bahwa para pelaku perkosaan dinyatakan telah terbukti secara syah 

dan meyakinkan bersalah melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain dan menempatkan, membiarkan, turut serta 

melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak mati 

sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 

pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan. Menurut 

hukum Islam pelaku dapat di hukum membayar  diyat kepada ahli 



 
 

waris berupa  100 (seratus) ekor unta atau 200 (dua ratus) ekor sapi 

atau 2000 (dua ribu) ekor kambing, memerdekakan seorang budak 

atau berpuasa dua bulan berturut-turut  dan ta‟zir. 

 

Kata Kunci : Pidana, Perkosaan, Pembunuhan, hukum  positif, 

hukum Islam, Keputusan Pengadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Title :  PUNISHMENT OF RAPE BEHAVIOR BELONGED BY THE KILLED BY 

CHILDREN REVIEWED FROM POSITIVE LAW AND ISLAMIC 

LAW(STUDY DECISION ANALYSIS OF CURUP DURING COUNTRY 

NUMBER 7/PID.SUS.ANAK / 2016/PN.CRP)  

By :  Heriansyah, NIM: 214 301 0574  

This research raises the issue of punishment imposed by the judges on Curup 

District Court Number 7 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Crp to the child as the 

perpetrator of rape accompanied by the murder of the child victim. The purpose 

of this research is to know the punishment and basic consideration of judges 

panel then reviewed from positive law and Islamic law. This research uses 

normative juridical legal method, with approach of Act, case approach and 

conceptual approach. The method of collecting legal material used is literature 

study and documentary study then analyzed by normative descriptive. From the 

results of research shows that the implementation of criminal punishment for 

perpetrators of rape coupled murder of children in terms of positive law can be 

implemented by the panel of judges by applying Article 81 paragraph (1) of Law 

RI. 35 Year 2014 About Amendment to Law no. 23 of 2002 in conjunction with 

Article 76D of RI Law. 35 of 2014 on Amendment to Law No. RI. Article 55 

Paragraph (1) and (2) of the Indonesian Criminal Code and Article 80 Paragraph 

(3) of RI Law No. 23 Year 2002 on Child Protection jo Article 55 Paragraph (1) of 

the Criminal Code jo Article 65 Paragraph (1) and (2) 35 Year 2014 About 

Amendment to Law no. Law No. 23 Year 2002 on the Protection of Children in 

conjunction with Article 65 Paragraph (1) and (2) of the Criminal Code are 

cumulative. Whereas in Islamic law the perpetrator may be subjected to a more 

severe crime (murder) which is the murder in which the perpetrator is assumed to 

have committed intentional murder with the punishment of the principal in the 

form of diat and kafarat, the substitution of ta'zir and the additional punishment of 

the inheritance and will. Based on the decision of the Curup District Court 

Number 7 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Crp that the perpetrators of rape are found 

to have proven legally and convincingly guilty of intercourse with him or with 

others and place, let, participate in violence against children who causing the 

child to die so that the imprisonment is imposed for 10 (ten) years and the 

training of each work for 6 (six) months. According to Islamic law the offender 

may be punished by paying diyat to the heirs of 100 (one hundred) camels or 200 

(two hundred) cows or 2000 (two thousand) goats, freeing a slave or fasting two 

months in a row and ta'zir . 

Keywords: Criminal, Rape, Killing, positive law, Islamic law, Decision Of During 

Country 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan 

manusia dalam bidang  ilmu pengetahuan dan teknologi seperti informasi 

berbau pornografi dan pornoaksi bukan hanya menimbulkan dampak positif, 

tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin 

meningkat dan berkembangnya kejahatan, baik dari segi kuantitas atau 

jumlahnya maupun dari segi kualitas atau bentuk dan caranyayang semakin 

beragam.  

Kejahatan merupakan persoalan yang sering dialami manusia dalam 

kehidupannya, dia berkembang seiring dengan tumbuhkembangnya 

peradaban manusia itu sendiri.Semakin modern peradaban manusia semakin 

besar pulalah potensi kejahatan terjadi, jika manusia itu tidak mempunyai 

landasan yang kuat untuk mencegahnya. 

Kejahatan  diartikan sebagai berikut : 

1.  Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada 

waktu tertentu. 

2.  Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. 

3.  Perbuatan yang mana diancam dengan hukuman, seperti anti sosial yang 

sengaja merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan yang 

mana boleh dihukum oleh negara.
1
 

 

                                                           
1
  Abdul Wahid dan Muh. Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 

(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), ( Bandung  : PT. Refika Aditama, 2001), h. 28. 
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Kejahatan terbagi ke dalam  dua sudut pandang yaitu kejahatan yuridis 

dan kejahatan sosiologis.  Kejahatan dari sudut pandang yuridis adalah suatu 

perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam 

Undang-Undang, contohnya seseorang yang memperkosa atau 

membunuh.Kejahatan dari sudut pandang sosiologis adalah perbuatan atau 

tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, 

yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
2
 

Kejahatan sosiologis ini dapat juga suatu perbuatan yang melanggar aturan 

atau norma di masyarakat tetapi tidak dilarang dalam aturan perundang-

undangan contohnya meludah atau buang angin di depan orang. 

Di dalam Islam kejahatan dipandang sebagai suatu perbuatan dosa 

yang memiliki dimensi yang sangat luas karena dianggap perbuatan zalim  

kepada Allah Swt, sesama manusia dan kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu 

kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya 

berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh syara‟ baik yang terdapat 

pada Alquran, hadis maupun ijma‟.Kejahatan di dalam Islam disebut dengan 

jarimah, yaitu tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam 

hubungan dengan Rabb-Nya, dengan dirinya sendiri dan dengan manusia 

lain.
3
 

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dewasa ini adalah tindak 

pidana perkosaan.Perkosaan merupakan kejahatan, dimana pelakunya harus 

                                                           
2
Syahruddin, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya. Fakultas 

Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003, h. 1. 
3
  Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Bogor: Thariqul Izaah, 2002),h. 2. 

 

 

 

 



 
 

dihukum dengan seberat-beratnya karena telah merenggut kehormatan  

korbannya dengan paksa yang mengakibatkan penderitaan  baik fisik maupun 

psychis.  

Perkosaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa 

hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan 

kondisi  : 

1. Bukan atas kehendak dan persetujuan perempuan. 

2. Dengan persetujuan perempuan namun dibawah ancaman. 

3. Dengan persetujuan perempuan namun melalui penipuan.
4
 

Masalah perkosaaan dalam KUHP diatur dalam  Pasal 285  KUHP 

yaitu : 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam 

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua 

belas tahun”. 

 

Pada pasal ini dijelaskan unsur-unsur perkosaan yaitu adanya 

perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya persetubuhan, terhadap 

wanita  yang bukan  isterinya.Kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan 

terhadap wanita sebagai korban dimana tidak mungkin bagi perempuan 

tersebut untuk berbuat selain membiarkan dirinya diperkosa. 

Pada Pasal  286 dijelaskan bahwa, 

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, 

padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak 

berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 
 

                                                           
4
Adam Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2005), h. 63 



 
 

Unsur yang ada dalam pasal ini adalah adanya persetubuhan, wanita 

sebagai korban bukan isterinya dan dalam keadaan pingsan atau tidak 

berdaya. 

Sedangkan pada Pasal 287 disebutkan bahwa, 

(1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar 

perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau 

umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur 

wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal 

berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”.  

 

Berdasarkan pasal 287 tersebut  terdapat   unsur – unsur sebagai 

berikut : 

1. Barang siapa, dalam hal ini pria melakukan persetubuhan sebagaimana 

diancam pasal 287 ayat (1) KUHP ; 

2. Diluar Perkawinan, artinya pelaku yang melakukan perbuatan 

persetubuhan  tersebut tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita yag 

disetubuhinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebuah akta nikah ; 

3. Diketahui wanita tersebut ( korban ) belum waktunya untuk dikawin yaitu 

wanita belum  lima belas tahun;. 

4.  Adanya pengaduan apabila wanita korban  belum berumur 12 tahun. 

Selain itu perkosaan tentunya merupakan perbuatan amoral, tindakan 

asusila, melanggar kesopanan dan norma  yang dapat merusak sendi-sendi 

kehidupan masyarakat yang bermartabat, berbangsa dan bernegara. Namun 

demikian, kasus perkosaan masih tetap banyak terjadi bahkan terkadang tidak 

hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, bahkan banyak kasus yang  



 
 

terjadi perkosaan dilakukan oleh pelaku yang menurut Undang-undang 

tergolong anak, yang lebih miris lagi justeru apabila yang menjadi korbannya 

adalahanak yang masih dibawah umur. Tindak perkosaan terkadang tidak 

berhenti sampai disitu saja, perkosaan biasanyadidahului atau disertai dengan 

tindakan penganiayaan terhadap korban bahkan diiringi dengan tindakan yang 

lebih kejam lagi yaitu pembunuhan
5
.Tindak perkosaan yang disertai 

pembunuhan yang  sangat biadab itu tidak memandang korbannya perempuan 

dewasa maupun anak-anak. Hal yang sangat dilematis ketika pelaku adalah 

anak-anak sedangkan korbannya juga masih tergolong anak dibawah umur. 

Fenomena kekerasan terhadap anak telah terjadi dari zaman dahulu 

hingga sekarang, namun akhir-akhir ini tindak pidana perkosaan baik yang 

dilakukan anak, orang dewasa, orang tua ataupun yang lainnya mendapat 

perhatian khusus dari masyarakat, sebab masyarakat sudah semakin 

menyadari akibat buruk yang ditimbulkannya karena korban  dalam keadaan 

masih lemah dalam segala hal, biasanya dibuat tidak berdaya,  terkadang si 

anak tersebut menjadi trauma bila berjumpa dengan pelaku, bahkan korban  

itu sendiri akhirnya dibunuh. Sementara anak adalah karunia yang terbesar 

bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara.Anak merupakan cikal bakal 

lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa 

dan sumber daya bagi pembangunan nasional.  Masa depan bangsa dan 

negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Sebagai 
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  Pembunuhan sengaja adalah “pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf 

terhadap seseorang yang darahnya dilindungi, dengan memakai alat yang pada kebiasaannya alat 
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bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai pengubah 

suatu bangsa menjadi lebih baik sebab anak merupakan asset bangsa.Dalam 

konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa.Peran 

strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan 

sebuah revolusi yang intinya menekankan posisi anak sebagai mahluk 

manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang 

dimilikinya.Perlindungan dimaksud adalah perlindungan  yang layak diterima 

sebagaimana halnya orang dewasa. 

Menanggapi fenomena yang terjadi di tanah air dimana banyaknya 

kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan korbannya anak dibawah umur, 

pemerintah telah mengeluarkan UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak dan kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, yang salah satunya mengatur hak-hak anak 

dan memberikan sanksi bagi setiap pelaku kejahatan yang berhubungan 

dengan seksual.  Hal tersebut merupakan wujud upaya pemerintah dalam 

memberikan jaminan hak-hak anak sekaligus pemberantasan bagi setiap 

kejahatan terhadap anak. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan   Keppres 

Nomor 36 Tahun 1990 pada  tanggal 25 Agustus 1990 Tentang Konvensi Hak 

Anak. Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-undang  RI Nomor  4 

Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan Anak agar terjamin masa depan sehat, 

cerdas dan dapat mengembangkan bakat serta  potensinya dengan baik. 

Kemudian pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Terakhir pemerintah mengeluarkan 



 
 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Bentuk-bentuk kenakalan anak  berupa tindak pidana dengan 

kekerasan yang ada  beberapa tahun sebelumnya masih dapat ditolerir dan 

dianggap wajar ternyata telah berubah menjadi tindakan-tindakan kriminal 

yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat bahkan tergolong 

kepada kejahatan yang luar biasa, sadis dan kejam, salah satunya adalah 

perkosaan disertai pembunuhan terhadap anak dibawah umur. 

Pada dasarnya tindak pidana perkosaan baik di Indonesia maupun di 

belahan dunia manapun dianggap sebagai tindakan kejahatan berat,
6
 

disamping  perkosaan juga merupakan bentuk kekerasan primitif yang 

terdapat pada sendi masyarakat manapun. Gejala perkosaan adalah salah satu 

tantangan sosial yang harus dipikirkan secara serius. 

Sepintas kilas, kasus perkosaan terkadang dianggap sebagai bentuk 

kejahatan biasa.Namun bisa lebih dipandang luar biasa jika perkosaan 

tersebut dilakukan oleh sejumlah orang terhadap korban seorang perempuan 

yang masih dibawah umur dan kemudian korbannya dibunuh secara 

kejam.Hal ini sungguh perbuatan yang sangat tidak manusiawi.Untuk itu 

terhadap pelaku perkosaan sudah sepantasnya harus dijatuhi hukuman yang 

sangat berat,  karenaperbuatan tersebut telah merusak kehormatan korban dan 

keluarganya, menghilangkan nyawa manusia yang tidak berdaya dan 
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Ditinjau Dari Hukum Islam, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 211. 



 
 

menimbulkan keresahan di masyarakat. Sungguh perbuatan ini diluar pri 

kemanusiaan. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 perkosaan 

adalah : 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam 

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua 

belas tahun”.
7
 

 

Dalam syari‟at Islam,  tuntunan dan pola hidup yang lengkap dan 

mencakup semua aspek kehidupan manusia dan jangkauannya tidak hanya 

mencakup urusan dunia tetapi juga akhirat,  memandang bahwa perkosaan 

merupakan suatu kejahatan dan orang yang melakukan perkosaan dianggap 

sama dengan melakukan zina. Hukumannya pun disamakan dengan hukuman 

bagi pelaku zina. Zina adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, 

karena zina merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan haram dan dosa 

besar serta berakibat adanya hukuman hadd.
8
Hukuman bagi pelaku zina 

adalah didera seratus kali, diasingkan selama 2 tahun atau 

dirajam.Hukumanhad bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh 

Allah Swt. Karenaitu pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat, 

sebab hukuman akan mencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal 

kemaksiatan dan menghindari seseorang dari perbuatan terlarang. Hukuman 

merupakan jaminan keamanan, yakni jaminan keselamatan jiwa, harta benda, 

keturunan, akal dan agama. 
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Ditinjau Dari Hukum Islam, h. 240. 
8
Alhafizh Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, terj. Muhammad Macfuddin Aladib, 

(Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995), h. 624. 



 
 

Perkosaan merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus diganjar 

dengan hukuman yang berat apalagi perkosaan itu dilakukan terhadap anak 

dibawah umur dan disertai dengan membunuh korbannya.Sepantasnya 

hukuman yang diberikan tidak hanya hukuman karena tindakan perkosaan 

tetapi  diakumulasikan dengan hukuman tindakan pembunuhan. 

Berkaitan dengan hal tersebut,  penulis tertarik untuk meneliti kasus 

perkosaan yang menimpa seorang anak yang bernama Yuyun yang terjadi 

pada tanggal 2 April 2016 di desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak 

Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Yuyun yang masih 

berumur 14 tahun diperkosa oleh 14 orang  secara bergiliran yang didahului 

oleh kekerasan. Sebelum diperkosa korban dipukul lalu pingsan, dalam 

keadaan pingsan pelaku mengikat kaki dan tangannya kemudian diperkosa 

bergiliran oleh 14 (empat belas) orang, masing-masing memperkosa 2 (dua) 

kali.Jadi korban diperkosa sebanyak 24 (dua puluh empat) kali hingga mati. 

Jenazah korban ditinggalkan begitu saja oleh pelaku dan   ditemukan tiga hari 

kemudian dalam keadaan jenazah tanpa busana, tubuh  penuh memar dan 

beberapa bagian tubuh mengeluarkan ulat belatung.7 (tujuh)  orang pelaku  

berusia antara 16-17 tahun, telah dilakukan proses hukum di Pengadilan 

Negeri Curup secara terpisahdari 7 pelaku lainnya dan sudah diponis 

bersalah,  masing-masing mendapat hukuman 10 tahun penjara dan kewajiban 

mengikuti pelatihan kerja selama 6 bulan.Sedangkan pelaku lain berjumlah 7 

orang berusia diatas 18 tahun sedang menjalani proses hukum. 



 
 

Kasus ini telah menyita  perhatian masyarakat Indonesia dan menjadi 

isu nasional. Banyak tokoh-tokoh nasional dan menteri yang berkunjung ke 

rumah korban, sejumlah  lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak 

dan lembaga sosial, tokoh masyarakat, para intlektual menyatakan 

keperihatinan secara nasional baik melalui media cetak dan elektronik 

maupun media sosial, mahasiswa melakukan demonstrasi yang pada intinya 

meminta majelis hakim menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Bahkan 

presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menerbitkan PERPU Nomor 

1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri bagi pelaku kejahatan seksual  

terhadap anak agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan kejahatan tersebut 

tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. 

Penulis hanya mengkaji keputusan Pengadilan Negeri Curup terhadap 

pelaku 7 (tujuh) orang yang berusia 16-17 tahun dimana vonis yang 

dijatuhkan kepada pelaku berupa hukuman penjara 10 tahun ditambah 

pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.Dengan hukuman 10 tahun penjara 

bagi pelaku pemerkosa Yuyun, sejumlah kalangan masyarakat terutama 

keluarga korban termasuk penulis merasa bahwa hukuman tersebut masih 

terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan.Hakim hanya menerapkan 

Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1)  

dan (2) KUHP dan Pasal 80 ayat (3), Jo Pasal 76 C Undang Undang RI No 35 

Tahun 2014  Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No 23 Tahun 2002 



 
 

Tentang Perlindungan Anak dengan masa hukuman pelatihan kerja tidak 

maksimal.   

Seharusnya penuntut umum bisa mendakwakan pelaku dengan Pasal 

71 angka (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dengan ancaman maksimal sehingga hakim bisa 

memutuskan hukuman bagi pelaku menjadi 10 tahun penjara ditambah pidana 

pelatihan kerja 1 (satu) tahun atau pembinaan dalam lembaga 24 (dua puluh 

empat) bulan.Hakim tidak mempertimbangkan bahwa korban merupakan 

anak dibawah umur, akibat trauma dan penderitaan phsikis yang dialami 

keluarga serta keresahan masyarakat secara nasional.Bahkan hakim bisa 

membuat terobosan hukum dalam memutuskan perkara dengan 

mempertimbangkan hal-hal diluar ketentuan hukum yang ada  sesuai dengan 

keyakinan dan hati nuraninya dengan menggali, mengikuti dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam 

masyarakat,
9
 sebagaimana amanah yang terkandung pada Pasal 28 Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.Misalnya, 

bila melihat cara pelaku memperkosa korban yang masih anak dibawah umur 

didahului dengan kekerasan, diperkosa sebanyak 14 (empat belas) orang 

masing-masing 2 (dua) kali dengan cara yang sangat biadab kemudian korban 

dibunuh, hakim dapat saja menganggap bahwa pelaku tidak lagi 

dikategorikan anak dengan mempertimbangkan aspek psikologis pelaku dan 

perbuatan pelaku yang sama dengan orang dewasa.  
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Bila dilihat dari sisi hukum Islam, maka pelaku perkosaan disertai 

pembunuhan itu dapat dijatuhi hukuman diyatdan kifaratserta hukuman 

ta‟zirkarena pembunuhan mirip sengaja, mengingat  menurut hukum Islam 

pelaku dengan umur 16-17 tahun tidak lagi tergolong anak-anak. Dia sudah 

dianggap dewasa sebagai seorang mukallaf dan bertanggungjawab dengan 

perbuatannya.Bahkan, menurut hukum Islam bila seseorang masih anak-anak 

(dibawah 15 tahun) bila melakukan kejahatan karena kelalaian dari orang 

tuanya maka orang tua anak itu dapat dikenakan hukuman. Disini, hukum 

Islam dapat dijadikan alternatif hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan 

baik korban maupun masyarakat karena hukum Islam merupakan hukum suci 

dari Allah Swt  yang mempertimbangkan semua aspek kemanusiaan sehingga 

dapat memenuhi rasa  keadilan sejati.  Inilah yang mendorong  penulis untuk 

meneliti hukuman pelaku  perkosaan disertai pembunuhan oleh  anak  ditinjau 

dari hukum pidana  dan hukum  Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri 

Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp).Hal yang menarik perhatian 

penulis adalah yang menjadi korban perkosaan disertai pembunuhan ini masih 

tergolong anak dibawah umur.Korban masih tergolong anak-anak yang secara 

khusus dilindungi menurut Undang-undang.Oleh sebab itu, perbuatan pelaku 

memperkosa disertai membunuh dengan menyiksa secara keji terhadap anak 

dibawah umur harus diganjar dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur 

dalam beberapa Undang-undang dan peraturan yang ada. 

 

 

 

 



 
 

B. Batasan Masalah. 

Dari sekian banyak permasalahan yang peneliti temukan dan untuk 

mempersempit ruang lingkup bahasan,maka batasan masalah dalam tesis ini 

adalah : 

1. Hukum positif dimaksudkan adalah KUHP dan Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. 

2. Hukum Islam dimaksudkan disini adalah pendapat para ulama dari fiqh 

empat mazhab. 

3. Objek penelitian adalah  putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 

7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crp) Tentang Perkara Pidana Anak. 

4. Tempat penelitian di Pengadilan Negeri Curup. 

5. Waktu penelitian direncanakan selama 1 (satu)  bulan. 

 

C. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan yang 

akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana hukuman pelaku perkosaan disertai pembunuhan oleh anak 

menurut hukum positif  dan hukum Islam ? 

2. Bagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 

7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crpditinjau dari  hukum posisitif dan hukum 

Islam ? 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.  

1.  Tujuan penelitian  ini adalah  :  



 
 

a. Untuk mengetahuihukuman pelaku perkosaan disertai pembunuhan oleh 

anak menurut  hukumpositif  dan hukum Islam. 

b. Untuk menganalisis keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 

7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crp. menurut hukum positif dan hukum 

Islam. 

2.  Kegunaan penelitian ini  adalah  : 

a. Secara teoritis diharapkan akan mampu memberikan pemahaman dan 

kontribusi ilmiah bagi masyarakat serta mahasiswa terutama bagi diri 

penulis sendiri dan bagi akademisi, praktisi dan pencari keadilan 

khususnya masyarakat yang bersengketa di pengadilan. 

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan 

manfaat : 

1) Dapat menjadi upaya pemahaman bagi  perlindungan anak 

khususnya dalam rangka  mengurangi jumlah dan mencegah 

kenakalan anak sehingga tercapainya keadilan, ketertiban dan 

ketentraman bagi masyarakat. 

2) Dapat menjadi salah satu upaya bagi peningkatan efektivitas dan 

efisiensi aparat penegak hukum dan hakim dalam melaksanakan 

tugasnya menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan system 

peradilan. 

 

E. Penelitian Yang Relevan. 

Pembahasan terkait dengan  anak korban kekerasan dan pencabulan 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sedikitnya terdapat tiga penelitian 



 
 

yang dapat di jadikan fokus kejadian kepustakaan berkenaan dengan topik 

yang dipilih penulis dalam penelitian ini, yaitu : 

1.  Qori Mustikawati, NPM 09080 MHI,  mahasiswa  Program Pascasarjana 

Magister Ilmu Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin Bengkulu Tahun 

2010, berjudul “Penegakan Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang 

Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA 

Bengkulu”, dengan permasalahan : 

a.  Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan 

yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 

IA Bengkulu ? 

b.  Bagaimanakah proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang 

dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA 

Bengkulu ? 

Hasil penelitiannya adalah majelis hakim dapat menerapkan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dengan hukuman kepada pelaku 2 Tahun penjara. 

2. Ira Dwiati, NPM 005.028, mahasiswi Program Pascasarjana Magister Ilmu 

Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2007, berjudul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan 

Pidana”. Dengan permasalahan: 

a. Apa ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

perkosaan? 



 
 

b. Bagaimana korban tindak pidana perkosaan diperlakukan selama proses 

peradilan pidana? 

c. Upaya apa yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum 

terhadap korban tindak pidana perkosaan? 

Hasil dari penelitian ini antara lain upaya yang dapat dilakukan 

dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban adalah 

memberikan restitusi, konpensasi, konseling, pelayanan medis dan bantuan 

hukum.  

2. Arif Samboda, Mahasiswa  Pascasarjana Program Hukum Islam IAIN 

Bengkulu Tahun 2015, berjudul Perlindungan Terhadap Anak Korban 

Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Di Pengadilan 

Negeri Bengkulu Nomor 185/Pid.B/2012/PN.Bkl).  

Hasil penelitiannya adalah majelis hakim dapat menerapkan 

hukuman kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak sedangkan menurut hukum Islam 

pelaku dapat dikenakan hukuman ta‟zir. Hukuman bagi terdakwa adalah 4 

(empat) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta 

rupiah). Sedangkan menurut pidana Islam pelaku dapat dihukum dengan 

hukuman cambuk, penjara, pengasingan dan lainnya.  

Adapun tesis yang penulis angkat dalam tulisan ini, yaitu: “Hukuman 

pelakuperkosaan disertai pembunuhan oleh anak menurut hukum pidana dan 



 
 

hukum Islam  (Studi putusan hakim Pengadilan Negeri CurupNomor 

7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crp).). 

Dilihat dari judul, permasalahan dan hasil penelitian di atas,terdapat 

perbedaan yang akan dibahas dalam tesis ini. Dalam penelitian ini, penulis 

menganalisis hukuman dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam 

keputusan  Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crp) 

menurut hukum positif  dan hukum Islam. Sedangkan penelitian sebelumnya 

berfokus pada penegakan hukum terhadap anak korban pencabulan dan 

perkosaan saja. Jadi,  permasalahan dan tempat yang diteliti oleh penulis 

berbeda dengan peneliti sebelumnya, maka dapatlah dikatakan bahwa 

penelitian ini asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-

asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka. 

Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara 

ilmiah dan terbuka baik di sidang yang bersifat ilmiah maupun dihadapan 

masyarakat pada umumnya.Berbagai saran dan masukan yang konstruktif 

sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah ini sangat 

diharapkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

F.  Kerangka Teori. 

1.  Ketentuan hukuman. 

a. Pengertian hukuman. 

Istilah hukuman berasal dari kata straf (Belanda) yang 

merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah 

pidana.Istilah hukuman yang merupakan umum dan konvensional, 



 
 

dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah 

tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.Hukuman 

(bahasa Inggris: punishment) adalah sebuah cara untuk mengarahkan 

sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku 

secara umum.
10

 

Menurut Tirtaamidjaja, bahwa hukuman adalah suatu 

penderitaan, yang dikenakan oleh hakim kepada si terhukum karena 

melanggar suatu norma hukum.
11

 

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, substansidari 

hukuman atau pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan 

atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang 

diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang 

yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau 

peristiwa pidana. 

Menurut Islam, istilah hukuman dalam bahasa arab disebut  

„uqubah. Lafadz  „uqubah menurut bahasa berasal dari kata َعَمَت yang 

sinonimnya ٗخٍفٙٙٛجبءثعمج artinya mengiringnya dan datang 

dibelakangnnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati 

pengertian istilah, barangkali lafadz tersebut bisa diambil dari lafadz 

 yang sinonimnya artinya membalasnya sesuai dengan apa yang عَبلَتَ

dilakukannya. 

                                                           
10

Niniek Suparni, Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, cet. ke-

1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 11 
11

Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Fusco, 1955), h. 122. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Tingkah_laku


 
 

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian hukuman adalah 

sebagai berikut : 

 

ِْشِاٌشَّبسِعِ ِْ اَ َّبعَخِعٍََٝ عِص١َْب َّصٍَْذَخِاٌْجَ ُّمَشَسٌُِ َٟ اٌْجَضَاءُاٌْ ِ٘ ْٛثَخُ   اٌْعُمُ

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk 

memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya 

pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara‟”.
12

 

 

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman dalam 

Islam adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara‟ sebagai 

pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara‟, dengan 

tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, 

sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. 

b. Tujuan hukuman. 

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan hukuman biasa 

disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah reformation, 

restraint dan retribution, sedangkan satu D ialah deterrence.
13

 

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat 

menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan 

memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika 

penjahat menjadi baik. 

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. 

Dengan tersingkirnya penjahat itu dari masyarakat, maka masyarakat 

itu akan menjadi lebih aman. 
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Retributin ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah 

melakukan kejahatan. 

Detterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik 

terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi 

penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat 

pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. 

Tujuan hukumandalam Islam adalah menegakkan keadilan 

berdasarkan kemauan pencipta manusia (Allah Swt) sehingga terwujud 

ketertiban dan ketentraman masyarakat.Karena itu,  putusan hakim 

harus memenuhi rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. 

Masyarakat yang patuh pada hukum berarti mencintai keadilan, 

berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat An nisa‟ (4) ayat 65 : 

            

        

“Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman 

hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkarayang 

mereka perselisihkan,kemudian mereka tidak keberatan dalam 

hati merekadalam putusan yang kamu berikan dan mereka 

menerima dengan sepenuh hati”. 

 

Para ahli hukum Islammengklasifikasi tujuan hukuman sebagai berikut
14

 

: 

1. Menjamin keaman dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan 

tujuan pertama dan utama syariat.Dalam kehidupan manusia, ini 
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merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila 

kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan 

ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer 

ini  (dharuriyat) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan 

istilah al maqasid al khamsahyaitu hukum Islam melindungi 

keselamatan : agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan hak milik. 

2. Menjamin keperluan hidup sekunder atau disebut hajiyat. Ini 

mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas 

untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung 

jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak 

menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat 

menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-

keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan 

dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka. 

3. Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat 

menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat  

dan mengatur urusan hidup  lebih baik (kebutuhan tersier) atau 

tahsiniyat.Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa 

kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga 

tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai 

kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. 

 

 



 
 

2.   Perbarengan tindak pidana (Concursus atau Samenloop). 

Yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih 

tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan 

pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang awal 

dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. 

Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya ialah suatu 

ketentuan bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana 

(system penjatuhan pidana) dalam hal apabila satu orang telah 

melakukanlebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu 

belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Kongkritnya ketentuan 

perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai : (a) cara 

menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara; dan (b) cara atau 

system penjatuhan pidanya terhadap satu orang pembuat yang telah 

melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa 

dan diputus oleh pengadilan. 

Mengenai cara menyelesaikan perkara demikian, undang-undang 

menghendaki ialah dengan memberkas beberapa tindak pidana itu dalam 

satu berkas perkara dan menyidangkannya dalam satu perkara oleh satu 

majelis hakim dan tidak dipecah-pecah menjadi beberapa perkara dengan 

menyidangkannya sendiri-sendiri oleh beberapa majelis hakim. 

Perwujudan dari kehendak undang-undang ini juga terdapat dalam Pasal 

141 KUHAP. 



 
 

Dalam hal ini mEmang berbeda dengan terjadinya satu tindak 

pidana dimana pelakunya lebih dari satu orang, yang disini ada penyertaan, 

yang dengan alasan misalnya untuk kepentingan pemeriksaan, maka boleh 

dilakukan dengan memecah atau memisah-misah berdasarkan orang-orang 

yang terlibat dalam tindak pidana itu, yang hal ini diperkenankan oleh 

Pasal 142 KUHAP. 

Ada dua alasan pembentuk undang-undang dalam hal menghendaki 

agar beberapa tindak pidana (perbarengan) ini diadili secara serentak dan 

diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri, 

yaitu (a) pertimbangan psikologis; dan (b) pertimbangan dari segi 

kesalahan pembuat. 

Selain keharusan untuk menyidangkan atau menyelesaikan perkara 

beberapa tindak pidana (perbarengan) dalam satu majelis dengan 

menjatuhkan satu pidana, hal yang penting kedua dalam perbarengan 

adalah mengenai system penjatuhan pidana pada perbarengan berkaitan 

langsung dengan macam atau bentuk-bentuk perbarengan, undang-undang 

membedakan tiga bentuk perbarengan yaitu : 

a. Perbarengan peraturan (Pasal 63). 

b. Perbuatan berlanjut (Pasal 64) 

c. Perbarengan perbuatan (Pasal 65, 66 dan 70). 

Dalam hukum Islam sebenarnya juga terdapat system perbarengan 

melakukan kejahatan. Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal 



 
 

dikalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain 

yaitu teori saling memasuki (tadakhul)  dan teori penyerapan (al jabbu).
15

 

1.  Teori saling memasuki (melengkapi). 

Menurut teori ini ketika terjadi gabungan perbuatan, maka 

hukuman-hukumannya saling melengkapi sehingga oleh karena itu 

semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti kalau ia 

memperbuat satu perbuatan. Teori ini didasarkan atas dua hal : 

a.  Pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan dengan maksud untuk 

memberikan pengajaran (ta‟dib) dan pencegahan terhadap orang lain 

(zajru). Kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama 

cukup membawa hasil. 

b. Meski perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda 

macamnya (misalnya, seorang makan bangkai, daging babi, darah), 

hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman untuk 

melindungi kepentingan yang sama atau untuk mewujudkan tujuan 

yang sama (misalnya, melindungi kesehatan manusia dan 

masyarakat). 

2.  Teori penyerapan (al jabbu). 

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman 

dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman 

tersebut dalam hal ini hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan 

sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain. 
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Kalangan fuqaha yang memegang teori ini adalah Imam Malik, 

Abu Hanifah dan Ahmad, namun mereka berbeda pendapat tentang 

sampai dimana daerah berlakunya. Menurut Imam Malik apabila 

hukuman had berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan 

(misalnya tindak pidana murtad atau karena qisas)  maka hukuman had 

tersebut tidak dapat dijalankan kecuali hukuman memfitnah-dapat 

dijatuhkan lebih dahulu sebelum hukuman mati. 

Apabila terjadi dua tindak pidana hudud (misalnya mencuri dan 

zina bagi yang sudah menikah) maka hanya hukuman mati saja yang 

dijalankan. Namun jika hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak 

adami (manusia), dimana salah satu diancam hukuman mati, maka hak-

hak adami tersebut harus dilaksanakan lebih dahulu dan hak-hak 

(hukuman karena)  Tuhan diserap oleh hukuman mati. 

Bagi Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat 

gabungan hak manusia dan hak Tuhan, maka yang pertamalah yang 

didahulukan. Kalau sesudah pelaksanaan hukuman yang pertama, 

hukuman yang kedua tidak dapat dilaksanakan, maka hukuman itu 

hapus dengan sendirinya. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G.  Metode Penelitian. 

1.  Jenis penelitian. 

Secara metodologis, penelitian
16

 yang digunakan penulis dalam 

tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu 

pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk 

digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, 

sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika 

yuridis.
17

 

2.  Pendekatan penelitian. 

Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari 

jawabannya.
18

 Adapun pendekatan yang digunakan adalah : 

a. Pendekatan undang-undang (statute approach). 

Pendekatan Undang-undang (statute approach) dilakukan 

dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. 
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b. Pendekatan kasus. 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan engan isu yang dihadapi yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan 

penelitian hukum ini penulis menelaah putusan Pengadilan Negeri 

Curup tentang perkosaan disertai pembunuhan oleh anak terhadap 

anak dibawah umur.Yang menjadi kajian pokok dalam putusan 

Pengadilan Negeri Curup adalah pertimbangan majelis hakim 

sehingga sampai kepada suatu keputusan. 

c. Pendekatan konseptual. 

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui 

panangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang 

tindak pidana perkosaan dan pembunuhan. Dengan mempelajari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam 

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan 

permasalahan yang dibahas.
19
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3.  Metode pengumpulan bahan hukum. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode documenter 

dan tinjauan pustaka.Dokumenter adalah sumber yang prinsipil atau 

sumber yang penting dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan 

Negeri Curup yang dijadikan bahan penelitian.Dalam metode tinjauan 

pustaka, penulis merujuk pada buku-buku yang membicarakan masalah 

yang sesuai dengan permasalahan.Hal ini bertujuan untuk mencari data 

sekunder yang mana pengumpulan datanya melalui buku-buku, 

perundang-undangan yang ada hubungan dengan yang penulis bahas. 

4.  Prosedur pengumpulan bahan hukum. 

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka 

berdasar informasi yang member petunjuk mengenai bahan hukum yang 

relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik 

bahan hukum primer maupun sekunder. Kemudian dilakukan 

penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan 

tersebut  berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan 

penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian 

berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan 

terhadap bahan hukum tersebut. 

5. Analisis bahan hukum. 

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun 

dari penelitian lapangan, diolah berdasarkan analisis deskriptif normatif 

yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti 



 
 

serta menjelaskan uraian secara logis, hasil analisis disusun dan 

dilaporkan secara tertulis dalam bentuk tesis. 

 

H.  Sistematika Pembahasan.  

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam tesis 

ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi 

menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut  : 

Bab Pertamayaitu  pendahuluan, berisi latar belakangmasalah yang 

didalamnya  menjelaskan alasan penyusun memilih topik permasalahan, 

sehingga penelitian ini menjadi urgen dan perlu dilakukan.  Kemudian 

diteruskan dengan identifikasi masalah yaitu masalah-masalah yang 

ditemukan dilapangan yang terkait dengan permasalahan yang 

dibahas.Selanjutnya  batasan masalah yaitu pembatasan dari beberapa 

permasalahan yang ada dipilih masalah mana yang akan diteliti. Kemudian   

rumusan masalah berupa kalimat tanya yang merupakan bagian dari 

kegelisahan akademis subyektif penyusun dengan didasarkan kepada latar 

belakang permasalahan diatas. Selanjutnya  tujuan dan kegunaan penelitian, 

penelitian yang relevan, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan 

sistematika pembahasan.  

Bab KeduaTindak pidana perkosaan dan pembunuhan dalam perspektif 

hukum Islam  terdiri dari ketentuan tindak  pidana perkosaan dalam hukum 

Islam membahas tentang pengertian perkosaan, hukuman  pelaku perkosaan 

dalam hukum Islam. Selanjutnya tentang ketentuan  tindak pidana 



 
 

pembunuhan dalam hukum Islam terdiri dari pengertian pembunuhan, dasar 

hukum jarimah pembunuhan, macam-macam jarimah pembunuhan dan 

hukumannya. 

Bab Ketiga,Tindak pidana perkosaan dan pembunuhan oleh anak dalam 

perspektif hukum positif membahas  tentang batasan anak dan 

pertangggungjawaban pidanya terdiri dari pengertian anak dan batasan 

umurnya, Pertanggungjawaban pidana anak. Selanjutnya membahas 

tentang ketentuan tindak pidana perkosaan dalam hukum positif terdiri dari 

pengertian perkosaan, ketentuan  tindak pidana perkosaan dan hukumannya 

dalam hukum positif. Selanjutnya membahas tentang ketentuan tindak pidana 

pembunuhan dalam hukum positif terdiri dari pengertian pembunuhan, 

ketentuan tindak pidana  pembunuhan dan hukumannya dalam hukum 

positif.. 

Bab Keempat, Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup 

Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crp terdiri dari penegakan hukum dan 

keadilan, landasan hukum putusan hakimPengadilan Negeri CurupNomor 

7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crptentang perkara pidana anak. 

Bab Kelima, Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

 

 BATASAN ANAK DAN PERTANGGGUNGJAWABAN PIDANANYA 

 

A.  Pengertian  DanBatasan UmurAnak. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan yang 

kedua, manusia yang masih kecil.20 

Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan 

untuk arti anak sekalipun terdapat perbedaan dalam pemakaiannya. Kata-kata 

sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “walad” artinya 

secara umum anak tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia 

dan binatang yang bersangkutan.21 

Dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa 

dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan 

menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya 

suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan 

kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti 

dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang 

dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi 

ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu,22karena menyangkut titik 

akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara 
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dalam perasaan keadilan yang sebenarnya.Oleh karena itu batasan anak 

sangat perlu ditentukan dengan tegas secara yuridis. 

Menurut hukum positif ada beberapa batasan umur seseorang yang 

dikatakan anak yaitu sebagai berikut : 

1. Dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak 

disebutkan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 

(Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan 

sebutan anak nakal. Sebagaimana kutipan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) 

berbunyi:23 

1.  Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun dan belum pernah kawin. 

2.  Anak nakal adalah: 

a.  Anak yang melakukan tindak pidana; atau 

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang 

bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan 

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku 

dalam masyarakat yang bersangkutan. 
 

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 

1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak.Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan 

tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan 
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hukum tidak memiliki batasan minimal umur.24Dari sejak masih dalam 

kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan. 

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal I 

Ayat (1) dijelaskan bahwa, 

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun dan belum pernah kawin”.25 

 

3. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Azasi Manusia, pengertian anak adalah,  

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.26 

 

4. Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dan Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang No. 21 Tahun 

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

menjelaskan pengertian anak yaitu, 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18  (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.27 

 

5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menerangkan orang yang 

belum dewasa : 

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 

dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.28 

 

6. Undang-undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi 

International Labour Organization (ILO) mengenai pelarangan dan 
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tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 

anak, menentukan bahwa anak adalah semua orang yang berusia dibawah 

18 (delapan belas) tahun.29 

7. Keppres RI No. 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional 

Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, menyatakan bahwa 

anak adalah setiap orang yang umumnya belum mencapai delapan belas 

tahun.30 

Bismar Siregar menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah 

mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 

tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak 

bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.31 

Pengertian-pengertian anak yang telah dijelaskan diatas pada 

hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. 

Maka pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat 

tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Hukum hanya 

mentolelir seseorang dalam perbuatan dan tindakan hukum yang 

diklasifikasikan dari batas usia dewasa dan dipandang sebagai usia normal 

dalam mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukan dalam 

masyarakat. 
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Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian 

hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian 

yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti : 

1.  Batas usia seseorang menurut ketentuan Hukum Perdata. 

Hukum Perdata meletakkan usia anak berdasarkan Pasal 330 

KUHPerdata Ayat (1), yaitu : 

a. batasan usia belum dewasa (minderjerigheid) dengan telah dewasa 

(meerderjerigheid), yaitu 21 tahun; dan 

b. seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah 

menikah dianggap telah dewasa.32 

2. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Pasal 7 ayat (1); Pasal 47 ayat (1); dan Pasal 50 ayat (1), yaitu 

a.  Pasal 7 ayat (1) 

Batasan usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria 

adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita yaitu 16 

(enam belas) tahun. 

b.  Pasal 47 ayat (1) 

Batasan usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam 

kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut. 

c.  Pasal 50 Ayat (1) 

Batasan usia anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum 

pernah kawin berada pada status perwalian. 
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3.  Dalam Hukum Adat, batasan usia anak masih sangat  umum, menurut ahli 

hukum adat R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan 

sebagai berikut :33 

a.  Dapat bekerja sendiri; 

b.  Cakap dan bertanggung jawab dalam bermasyarakat; 

c.  Dapat mengurus harta kekayaan sendiri; 

d.  Telah menikah; 

e.  Berusia 21 tahun. 

4.  Menurut ketentuan hukum pidana. 

Batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas 

dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yaitu berbunyi:  

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 

8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) 

tahun dan belum pernah kawin.34 

 

5.  Menurut Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997. 

Undang-undang tersebut mengatur mengenai batas usia minimum 

seorang anak yang dapat diajukan ke sidang anak, Pasal 4 Ayat (1) dan (2) 

yaitu :  

“Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah 

sekurang-sekurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 

(delapan belas) tahun”. 

 “Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan diajukan ke sidang 

pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batasan umur 
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tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke 

Sidang Anak”. 

 

Sedangkan menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on 

the rights of the Child, Article 1) dikatakan: 

“For the purposes of the Present Convention, a child means every 

human being below the age of 18 years unless,, under the law 

applicable to the child, majority is attaine earlier”. (Yang dimaksud 

anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berada di bawah usia 

18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang  yang berlaku bagi anak 

ditentukan batas usia dewasa dicapai lebih awal.)35 

 

Dari sekian banyak pengelompokan batas usia berdasarkan subsitem 

hukum tersebut, dapat diambil persamaan yang umum yaitu: “Anak adalah 

seseorang yang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang 

anak, yaitu nol (0) tahun sampai 8 (delapan) tahun (belum dapat diajukan ke 

sidang), 8 (delapan) tahun sampai dengan  usia 18 (delapan belas) tahun dan 

belum pernah kawin(dapat diajukan ke sidang anak). 

Pengelompokan batas usia ini bertujuan mengenal secara pasti faktor-

faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-

hal berikut : 

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak; 

2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum; 

3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana; 

4. Pengelompokan proses pemeliharaan; 

5. Pembinaan yang efektif.36 
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Dengan demikian penentuan batasan usia anak ini cukup beragam baik 

dilihat dari berbagai peraturan perundang-perundangan nasional maupun 

instrument internasional. Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai 

tolok ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan 

hukum. 

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama 

mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah kedewasaan, 

kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan 

orang lain atau merugikan dirinya sendiri, bahkan melakukan suatu perbuatan 

yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. 

Sedemikian banyaknya pendapat-pendapat yang saling berbeda-beda 

satu sama lain, adalah suatu  bukti bahwa betapa pentingnya untuk 

memahami pengertian tentang anak-anak. Hal ini sangat berkaitan erat 

nantinya dengan proses peradilan atau penanggulangan tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak-anak dan remaja.  

Melihat begitu pentingnya arti seorang anak, maka negara Indonesia 

sebagai negara hukum yang sedang berkembang, sebaiknya lebih 

menganggap penting arti seorang anak, karena cikal bakal sumber daya 

manusia Indonesia yang akan datang bermulai dari anak. Apabila anak-anak 

Indonesia mempunyai kualitas dan kuantitas yang bagus serta sejahtera, itu 

berarti bangsa Indonesia telah memiliki investasi manusia yang bermutu 

untuk masa yang akan datang, dan negara Indonesia akan menjadi negara 

yang maju. Namun apabila anak-anak Indonesia tidak sejahtera dan bermutu, 



 
 

maka di masa yang akan datang bangsa Indonesia akan lebih miskin dan 

menjadi negara yang sangat terpuruk.37 

Perhatian terhadap anak harus sejalan dengan peradaban itu sendiri, 

yang makin hari makin berkembang. Oleh karena anak adalah putra 

kehidupan, masa depan bangsa dan Negara, maka anak memerlukan 

pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang baik fisik , mental dan 

spiritualnya secara maksimal.38 

Konsiderans Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dikatakan bahwa 

anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya 

manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam 

kedudukan demikian, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan 

sifat khusus.Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara 

utuh, serasi selaras dan seimbang. 

Oleh sebab itu, anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan 

penerus cita-cita perjuagan bangsa dan sumber daya manusia Indonesia yang 

berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan 

bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan pembinaan secara 

terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang 

akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal 
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upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan 

dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan 

perilaku dikalangann anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang 

melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan 

ekonomi. 

Setelah  melihat batasan dan peran anak menurut hukum 

positif,sekarang fokus kepada batasan anak menurut Islam.Dalam fiqh Islam, 

jumhur ulama telah menetapkan batasan umur bagi seseorang yang masih 

dikategorikan anak dan seseorang yang sudah dewasa (baligh), disamping itu 

ada pula  ulama memberikan batasan anak dan orang dewasa dengan  melihat  

keadaan fisik dan psikis anak dengan tanda tertentu. Para ulama fiqh berijma‟ 

bahwa seorang anak bila telah berihtilam,  maka dipandang baligh. Begitu 

juga seorang gadis, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil 

berdasarkanAlquran surat an-Nur (24) ayat 59, 

ٚارا              

“Dan   apabila    anak-anakmu telah sampaiumurbaligh, maka 

hendaklah merekameminta izin,seperti orang-orang yang sebelum 

mereka meminta izin”. 

 

Maksudnya, anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan 

mahram, yang telah baligh haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak 

masuk kedalam kamar orang tuanya. 

Jumhur ulama telah sepakat bahwa batasan umur seorang anak adalah 

orang yang belum mencapai umur 15 tahun.Sebaliknya seseorang sudah 



 
 

dianggap dewasa apabila sudah berumur 15 tahun. Ulama yang berpendapat 

demikian antara lain : 

1.  Mazhab Syafi‟i dan Hambali. 

 Menurut Imam Syafi‟i seseorang sudah dianggap dewasa 

(baligh)apabila sudah ada pada dirinya salah satu ciri-ciri  :39 

a.  Telah sampai umur 15 tahun. 

b.  Telah keluar mani bagi laki-laki. 

c.  Telah keluar darah kotor (haidh) bagi perempuan. 

Imam Hambali juga berpendapat bahwa anak adalah seseorang yang 

berumur  dibawah 15 (lima belas) tahun. Itu berarti bahwa orang yang 

telah berumur 15 (lima belas) tahun sudah dianggap dewasa 

(baligh).Pendirian Imam Syafi‟i dan Hambali diatas  berdasarkan hadis 

Nabi saw yang sangat terkenal  yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra :  

ُٓ أَسْثَعَ عَشّْشَحَ  َٔب اثْ َٚأَ ََ أُدُذٍ فِٟ اٌْمِزَبيِ،  ْٛ ٠َ َُ َٚعٍََ  ِٗ عَشَضَِٕٟ سَعُٛيُ الِله صٍََٝ الُله ع١ٍََْ

ّْظَ عَشّْشَحَ عََٕخً، فَأَجَبصَِٟٔ، لَبيَ  ُٓ خَ َٔب اثْ َٚأَ ْٕذَقِ،  ََ اٌْخَ ْٛ َٚعَشَضَِٕٟ ٠َ ُْ ٠ُجِضِْٟٔ،  عََٕخً، فٍََ

َ٘زَا اٌْذَذ٠ِشَ، فَمَبيَ :َٔبفِعٌ  ُٗ َِئِزٍ خ١ٍَِفَخٌ، فَذَذَصْزُ ْٛ ٠َ َٛ ُ٘ َٚ ِٓ عَجْذِ اٌْعَض٠ِضِ  َّشَ ثْ ِْذُ عٍََٝ عُ : فَمَذِ

َٚاٌْىَج١ِشِ» َٓ اٌصَغ١ِشِ  َ٘زَا ٌَذَذٌ ث١َْ  َْ إِ  

”Rasulullah shallallaahu ‟alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut 

serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. 

Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau 

menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku 

telah mencapai lima belas tahun.  Beliau pun memperbolehkanku”. 

Nafi' (perawi hadis ini) berkata : "Aku menghadap Umar bin Abdul 

Aziz, pada saat itu beliau menjabat sebagai khalifah, lalu aku 

menceritakan hadis ini, lalu beliau (Umar bin Abdul Aziz) berkata : 

"Sesungguhnya ini adalah batas antara orang yang masih kecil dan 
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sudah dewasa". (Shahih Bukhari, no.2664 dan Shahih Muslim, 

no.1868)40 

 

Pengikut mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa bila seorang anak laki-

laki dan perempuan  telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-

laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 

tahun maka keduanya dinyatakan telah baligh. Mereka  berhujjah dengan 

apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada 

Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, 

kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah 

setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandaq yang 

ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk 

perang Khandak. 41 

2.  Jumhur Ulama Fiqh. 

Bahwasanya usiabaligh bisa ditentukan berdasarkan hukum 

kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan 

hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 

tahun itulah ditentukan usiabaligh yang dipandang usia taklif (usia 

pembebanan hukum). 

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak 

dengan istilah mumayyiz yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata 

yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila 

kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan mumayyiz. Hukum anak 
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mumayyiz itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa.Dewasa ini maksudnya 

cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan 

perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun 

sedang perempuan 9 tahun. 

Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 

tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala 

bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai 

berusia 15 tahun. 

Menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia dalam kaitannya dengan 

keahlian melaksanakan suatu tugas terbagi dalam tiga keadaan yaitu: 

1. Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau 

kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang masih 

kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapa pun. 

2. Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, 

hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usiamumayyiz atau 

masa sebelum menginjak usia balligh. 

3. Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal 

itu terjadi pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal. 

Jadi usia itu disebut dengan ahliyat al- „ada yang sempurna yang juga 

dapat dinyatakan dengan kedewasaan manusia atau akalnya.42 

Singkatnya, para ahli fiqh membagi klasifikasi anak menurut umur 

yang dilaluinya, yaitu: 

                                                           
42

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul Fiqh, (Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 1998), h. 137 



 
 

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir 

sampai usia 7 tahun yang dinamakan al Shaghir, perbuatan pidana yang 

dilakukannya tidak dikenai hukuman. 

2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 

tahun sampai dibawah usia 15 tahun, masa ini sering disebut mumayyiz. 

Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun 

sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik 

bukan hukuman pidana. 

3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai 

usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun, usia 

ini biasa disebut baligh. Pada masa ini telah dikenakan 

pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.43 

Tingkatan pertama kesepakatan ulama mengatakan bahwa tidak 

adanya kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu 

dilahirkan dan berakhir sampai berusia tujuh tahun. Tingkatan kedua 

menunjukkan adanya kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya, 

akan tetapi masih lemah. Tingkatan ini bermula dari anak berumur tujuh 

tahun dan berakhir sampai baligh. Adapun tingkatan ketiga menunjukkan 

bahwa kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya secara 

sempurna itu dimulai dari balighnya seorang anak yang berumur 15 tahun 

(pendapat keumuman ulama fiqh).  
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Jumhur ulama dalam memberikan batasan anak pada umur 15 

tahun berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir, 

yaitu : 

ُٓ أَسْثَعَ عَشّْشَحَ  َٔب اثْ َٚأَ ََ أُدُذٍ فِٟ اٌْمِزَبيِ،  ْٛ ٠َ َُ َٚعٍََ  ِٗ عَشَضَِٕٟ سَعُٛيُ الِله صٍََٝ الُله ع١ٍََْ

ّْظَ عَشّْشَحَ عََٕخً، فَأَجَبصَِٟٔ، لَبيَ  ُٓ خَ َٔب اثْ َٚأَ ْٕذَقِ،  ََ اٌْخَ ْٛ َٚعَشَضَِٕٟ ٠َ ُْ ٠ُجِضِْٟٔ،  عََٕخً، فٍََ

َ٘زَا اٌْذَذ٠ِشَ، فَمَبيَ :َٔبفِعٌ  ُٗ َِئِزٍ خ١ٍَِفَخٌ، فَذَذَصْزُ ْٛ ٠َ َٛ ُ٘ َٚ ِٓ عَجْذِ اٌْعَض٠ِضِ  َّشَ ثْ ِْذُ عٍََٝ عُ : فَمَذِ

َٚاٌْىَج١ِشِ» َٓ اٌصَغ١ِشِ  َ٘زَا ٌَذَذٌ ث١َْ  َْ إِ  

”Rasulullah shallallaahu ‟alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut 

serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. 

Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau 

menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu 

usiaku telah mencapai lima belas tahun.  Beliau pun 

memperbolehkanku”. Nafi' (perawi hadis ini) berkata : "Aku 

menghadap Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau menjabat 

sebagai khalifah, lalu aku menceritakan hadis ini, lalu beliau (Umar 

bin Abdul Aziz) berkata : "Sesungguhnya ini adalah batas antara 

orang yang masih kecil dan sudah dewasa". (Shahih Bukhari, 

no.2664 dan Shahih Muslim, no.1868) 

 

Imam Nawawi menjelaskan,hadits ini merupakan dalil bahwa 

batasan baligh adalah umur 15 tahun, dan ini adalah pendapat madzhab 

Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Imam Ibnu Wahab, Imam Ahmad bin Hambal 

dan yang lainnya. Mereka menjelaskan bahwa dengan sempurnanya umur 

15 tahun seseorang sudah dihukumi mukallaf meskipun belum pernah 

mimpi basah, maka hukum-hukum menyangkut kewajiban ibadah dan 

lainnya mulai diberlakukan baginya. 

Imamiyah, menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun, 

sedangkan anak perempuan 9 tahun berdasarkan pendapat Ibnu Sina yang 

menjelaskan apabila anak perempuan telah mencapai 9 tahun, hartanya 

diserahkan kepadanya, urusannya di pandang  boleh, dan hukum pidana  



 
 

dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh. Tidak ada 

penafsiran usia maksimum dan minimum baik bagi laki-laki maupun 

perempuan. 

Imam as-Subki menjelaskan hikmah ditetapkannya umur 15 tahun 

sebagai batasan umur baligh karena pada umur itulah bangkit dan 

menguatnya syahwat seksual, begitu juga syahwat dalam hal-hal lain 

seperti makanan.Syahwat tersebutlah yang pada akhirnya mendorong 

seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak patut dikerjakan.Syahwat-

syahwat tersebut harus dikekang dan dikendalikan dengan tali ketakwaan 

agar seseorang tidak menuruti syahwatnya dengan diberikan perjanjian-

perjanjian dan juga ancaman.Selain itu, pada umur inilah kesempurnaan 

akal seseorang dan juga kekuatan fisiknya, karena itu diperlukan 

pengarahan berupa hukum-hukum yang mengikat karena kuatnya 

dorongan syahwat dan pemikiran dan dirasa sudah mampu menerima 

hukuman apabila menyimpang. 

Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak 

adalah apabila ia telah bermimpi, dengan kata lain sudah baligh. Salah satu 

tanda baligh itu adalah telah sampai umur 15 tahun seperti riwayat dari 

Ibnu Umar diatas. 

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan 

bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, 

ihtilam dan belum pernah hamil.44 
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Ibnu Rusyd mengatakan bahwa jumhur fuqaha  berpendapat, 

kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang 

kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya 

kecerdasan.45 

Sedangkan menurut pengarang kitab Fathul Mu‟in, Zainuddin bin 

Muhammad al Ghozaly al Malibary, usia baligh yaitu setelah sampai 

batastepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil atau setelah 

mengeluarkan airmani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal 

ini adalah setelah usiasempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut 

kelamin yang lebat sekiramemerlukan untuk dipotong dan adanya rambut 

ketiak yang tumbuh melebat.46 

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep 

Islamtampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik.Hal ini dapat dilihat 

daripembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Ilmu Fiqh, 

tanda-tandabaligh atau dewasa ada tiga, yaitu: 

1.  Menurut ulama‟ Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki 

danperempuan. 

2.  Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki. 

3.  Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.47 

Sedangkan menurut kebanyakan paraulama‟ termasuk pula 

sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telahmencapai usia 15 

                                                           
45

Ibnu Rusyd, Bidayah al- Mujtahid, (tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.), h. 211 
46

Aliy As‟ad, Fathul Mu‟in Jilid II, terj.Moh. Tolchah Mansor,  (Menara;  Kudus, t.t.), h. 

232-233. 
47

Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Mutiara Ilmu, 

Surabaya, Desember, 1994), h. 3-4. 



 
 

tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.Pada umumnya 

saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorangcukup mendalam 

untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antarayang 

bermanfaat dan yang memudlaratkan, sehingga telah dapat 

mengetahuiakibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.48 

4.  Mazhab Hanafi. 

Berbeda dari pendapat jumhur ulama, Imam Hanafi berpendapat 

bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai 

usia 18 tahun. Adapun hujjahnya adalah Alquran surat al-An‟am (6)ayat  

59 : 

               

 

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa”. 

 

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa orang yang tidak 

pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa 

kecuali bila telah sampai pada usia 17 tahun. Sedang dalam riwayat lain 

yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sehingga dari 

pernyataan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia 

anak dari pada ihtilam itu sendiri.49 

Pendapat imam Malik dan Hanafi tersebut kurang populer, tidak 

banyak ahli fiqh yang menjadikannya sebagai rujukan karena pendapat 

tersebut dianggap hanya berdasarkan logika semata, tanpa dasar yang kuat. 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat difahami bahwa tanda-tanda 

seseorang yang sudah baligh atau dewasa  yaitu : 

1.  Sudah berusia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. 

2.  Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki. 

3.  Haid (menstruasi) bagi perempuan. 

 

B.  Pertanggungjawaban Pidana Anak. 

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis 

dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian 

tentang kenakalan anak. 

Ada beberapa pasal yang menggariskan tentang kenakalan anak.Ahli 

hukum dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia 1968, Sri Widoyati 

Lukito, memberikan definisi kenakalan remaja dengan semua perbuatan yang 

dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada 

hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci 

dalam undang-undang Peradilan Anak.50 

Dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 Ayat (2) menggunakan 

istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan 

tindak pidana  yang  menurut peraturan baik perundang-undangan maupun 

menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan 

peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan 

atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah: 
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1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak. 

2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma. 

3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut. 

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan 

sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. 

Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai 

pengertian tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar, 

misalnya oleh Moedikdo, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang 

masuk dalam klasifikasi kenakalan anak atau Juvenile Delinquency, yaitu 

sebagaimana dikutip B. Simanjuntak:51 

1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan 

itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti 

mencuri, menganiaya dan lain sebagainya. 

2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau 

kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat. 

3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, 

semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya. 

Lebih jelas lagi, bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan 

sebagai berikut:52 

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan 

membahayakan diri sendiri serta orang lain. 
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2. Perilaku ugal-ugalan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat 

sekitar. 

3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, dan 

kadang-kadang membawa korban jiwa. 

4. Membolos sekolah lalu bergelandang di sepanjang jalan. 

5. Kriminalitas seperti; mengancam, memeras, mencuri, mencopet, 

membunuh dan lain sebagainya. 

6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan. 

7. Pemerkosaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual. 

8. kecanduan bahan-bahan narkotika. 

9. Tindakan-tindakan amoral, seksual secara terang-terangan dan kasar. 

10. Homo seksualitas, erotisme, anal dan oral. 

11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan. 

12. Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi. 

13. Tindakan radikal dan ekstrim. 

14. Perbuatan asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan. 

15. Tindakan kejahatan disebabkan karena penyakit tidur atau karena luka 

pada otak. 

16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena organ-organ yang 

inferior. 

Sementara bila ditinjau dari sudut pandang normatif, yaitu 

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk 

kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut: 



 
 

1. Kejahatan-kejahatan kekerasan berupa pembunuhan dan penganiayaan. 

2. Pencurian, berupa pencurian biasa dan pencurian penggelapan. 

3. Penggelapan. 

4. Penipuan. 

5. Perampasan. 

6. Gelandangan. 

7. Anak sipil. 

8. Penyalahgunaan obat terlarang (narkoba). 

Keseluruhan bentuk kenakalan anak baik yang diklasifikasikan 

berdasarkan definisi maupun berdasarkan rujukan normatif (ketentuan hukum 

pidana) tersebut selanjutnya dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu: 

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti   

perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. 

2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, 

pencurian, pencopetan dan sebagainya. 

3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain, seperti 

pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba). 

4. Kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai 

pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara 

minggat dari rumah atau tidak taat atau membantah perintah dan 

sebagainya. 

Dalam Islam, suatu perbuatan dinamakan jarimah (tindak pidana, 

peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan 



 
 

kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau 

jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan 

ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi 

keberadaannya.Selain perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada 

pihak lain, perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh negara dalam bentuk 

undang-undang.Demikian pula dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan 

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) apabila perbuatan 

tersebut telah diatur oleh nash. 

Undang-undang maupun nash tersebut tidak mempunyai arti tanpa 

adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan 

tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman 

atau sanksi. 

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana 

sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan 

pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku 

tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya. 

Adapun pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari‟at Islam 

adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah 

dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari 

perbuatannya itu.53 

Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban 

pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan 
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dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan 

tersebut.54 

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa 

berbuat atau tidak berbuat.Pelaku jarimah dapat dihukum apabila 

perbuatannya dapat dipersalahkan.Setiap perbuatan pidana atau peristiwa 

pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan 

tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan 

perbuatan yang dalam hukum dinyatakan perbuatan yang dapat 

dihukum.55Lebih lanjut dikatakan bahwa jarimah dapat dipersalahkan 

terhadap pelakunya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan 

bebas berkehendak.Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan 

dalam keadaan keasadaran yang penuh.56 

Keadaan dalam kesadaran  tersebut berdasarkan Alquran surat an Nisa 

(4) ayat 43  : 

                    .

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu 

dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu 

ucapkan”. 

 

Adapun syarat cukup umur atau dewasa berdasarkan hadis Nabi yang 

diriwayatkan oleh Ali dan Umar ra: 

عٓ إٌبئُ دز١ٜغز١مظ ٚعٓ اٌصجٟ دزٝ ٠ذزٍُ ٚعٓ اٌّجْٕٛ : سفع اٌمٍُ عٓ صلاس

 .دز١ٜعمً
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“Diangkat pena dari tiga golongan; dari orang yang tidur hingga dia 

bangun, dari anak kecil hingga dia baligh, dan dari orang gila hingga 

dia berakal waras”.(HR. Tirmidzi).57 

 

Ketentuan di atas adalah keadaan seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan sekaligus apabila ia berbuat jarimah maka ia 

dikenakan sanksi pidana. 

Konsep yang dikenakan oleh syari‟at  Islam tentang 

pertanggungjawaban anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik 

sekali meskipun telah lama namun tetap menyamai teori terbaru di kalangan 

hukum positif.  Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, 

yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh sebab 

itu,kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui 

hidupnya.58 

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu:59 

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan itu. 

2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah. 

3. Si pelaku adalah mukallaf. 

Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada 

yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa.60 

Dalam syarat syahnya memberi hukuman kepada mukallaf ada dua 

syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 
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1. Seorang mukallaf harus dapat memahami dalil taklif yakni ia harus mampu 

memahami nash-nash hukum yang dibebankan Alqur‟an dan sunnah baik 

langsung maupun  melalui perantara. 

2. Seorang mukallaf harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan 

kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak. 

Oleh karena itu kedua syarat tersebut apabila telah terdapat pada 

seseorang maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban. Jadi prinsip dasar dari 

kedua prinsip syarat tersebut adalah kemampuan membedakan dengan 

menggunakan akalnya.Tanggung jawab dapat diartikan bertindak tepat tanpa 

perlu diperingatkan. Sedang bertanggung jawab merupakan sikap tidak 

tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jelasnya, pengertian 

tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang 

bahwa setiap tindakan akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun 

bagi dirinya sendiri. Salah satu ciri dari perkembangan emosi dan sosial pada 

anak adalah adanya perasaan tanggung jawab yang tidak besar.61 

Sedangkan batasan menurut ilmu pendidikan,  yaitu seseorang bila telah 

benar-benar dewasa jasmaniah dan rohaniyahnya. Untuk lebih jelasnya ada 

beberapa aspek penting yang merupakan faktor-faktor kedewasaan, yaitu:62 

1. Aspek kejasmanian yang meliputi tingkah laku luar yang tampak seperti 

cara berbuat, berbicara. 

2. Aspek kejiwaan seperti cara berpikir dan merasa, sikap, minat dan  lain 

sebagainya yang merupakan aspek-aspek yang tidak mudah nampak. 
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3. Aspek kerohanian yang meliputi aspek kejiwaan dan lebih abstrak lagi 

seperti filsafat, pandangan hidup, kepercayaan dan sistem nilai-nilai. 

Jadi seseorang yang mampu bertanggung jawab dan telah dapat 

memutuskan baik buruknya itu serta mampu mengatur dan mengontrol 

dirinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya yakni Islam, maka 

dengan itu telah dewasalah dia menurut pendidikan Islam. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang anak apabila 

sudah berumur 8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun apabila 

melakukan tindak pidana dapat diajukan ke pengadilan dalam perkara anak 

nakal.Apabila belum berumur delapan tahun, belum dapat diajukan ke 

pengadilan. Sedangkan dalam Islam,  seseorang yang belum baligh (dewasa) 

apabila melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan hukuman, hanya saja 

orang tuanya dan negara wajib membimbing dan mendidiknya.  Akan tetapi 

ketentuan baligh (dewasa) yang dimaksud disini adalah seseorang yang sudah 

berumur 15 (lima belas) tahun. Jadi, anak yang belum berumur 15 tahun, 

belum dapat dikenakan hukuman karena dianggap belum mukallaf.  

Sedangkan orang yang sudah berumur 15 (lima belas) tahun keatas apabila 

melakukan tindak pidana apapun, wajib untuk dikenakan hukuman karena 

sudah dianggap dewasa. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

PENEGAKAN HUKUM DAN PROSES PENYELESAIAN 

KASUS PELANGGARAN PIDANA 

 

A.  Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana. 

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu  

menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh 

negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan 

melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan 

nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.
63

 

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha 

untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan 

menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan 

hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula 

penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang 

yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing 

menurut aturan hukum yang berlaku.
64

Dengan demikian penegakan hukum 

merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan 

kaidah serta perilaku nyata manusia.Kaidah-kaidah tersebut kemudian 

menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap 
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pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. 

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada 

ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku.Gangguan 

tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang 

berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola 

perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. 

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya 

bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa 

yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan 

mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Karena itu, dalam 

menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi 

dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non 

penal (tanpa menggunakan hukum pidana).   

1.  Upaya non penal (preventif). 

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan 

pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung 

dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, 

misalnya:  

a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna 

mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana 

pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. 



 
 

b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan 

perbaikan lingkungan. 

c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam 

terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam 

penanggulangan kejahatan. 

Kendatipun penanggulangan kejahatan dengan jalur “non penal” 

lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “preventive” 

(pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, 

sebenarnya penanggulangan dengan “penal”yang merupakan tindakan 

represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif 

dalam arti luas.Sasaran utama dari penanggulangan “non penal” adalah 

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-

faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-

masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat 

menimbulkan/menumbuh suburkan kejahatan.  

2.  Upaya penal (Represive). 

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau 

segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih 

menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang 

dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan 

ancaman bagi pelakunya.Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan 

seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminil.
65

Fungsionalisasi 
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hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui 

penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan 

daya guna. 

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor 

yang mungkin mempengaruhinya.Faktor-faktor tersebut mempunyai arti 

yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi 

faktor-faktor tersebut. 

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum 

antara lain :
66

 

a.  Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang 

saja yang memiliki azas-azas  antara lain : 

1) Undang-undang tidak berlaku surut.  

2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.  

3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-

undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.  

4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-

undang yang berlaku terdahulu.  

5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.  

6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun 

pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaruan (inovasi). 
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b.  Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum yaitu adalah hakim, jaksa, polisi, dan advokat. 

c.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

d.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan
67

  dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan.  

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur 

daripada efektivitas penegakan hukum. 

Dalam perspektif Islam tujuan utama penegakan hukum adalah agar 

teciptanya keadilan.Keadilan merupakan nilai yang universal, satu nilai 

kemanusiaan yang azasi, sedangkan dalam memperoleh keadilan adalah hak 

azasi bagi setiap manusia.Islam menghormati hak-hak yang syah dari setiap 

orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta 

bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama. 

Tegaknya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat akan dapat 

mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, aman, tentram dan saling 

percaya baik antara sesama anggota masyarakat, maupun terhadap 

pemerintah. 

Selanjutnya, keadilan adalah sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas 

sehingga semua orang atau sebagian besar orang yang mengalami merasa 
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pantas, nyaman  dan adil. Salah satu ciri keadilan yang penting adalah adanya 

keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adil adalah berdiri ditengah-tengah 

antara dua perkara; memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi 

haknya. 

Allah Swt memerintahkan manusia bertindak adil, termasuk dalam 

memutus perkara dan memberikan kesaksian.Sangat penting sikap adil ini 

dilakukan oleh setiap manusia, apalagi pemimpin dan orang-orang yang 

terlibat dan bertugas dibidang peradilan baik itu hakim, jaksa, polisi, 

pengacara, maupun saksi. Begitu pentingnya berlaku adil, maka Allah Swt 

menegaskannya dalam banyak ayat dalam Alquran antara lain : 

1)  Q.S. an-Nahl (16) : 90, 

                  

         

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. 

 

2) Q.S. an-Nisa (4) : 58 

              

          

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat”. 
 



 
 

3) Q.S. an-Nisa (4) : 135 

                

         

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang hakam
68

 dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam dari keluarga perempuan.Jika kedua orang hakam itu 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha mengenal”. 
 

 

4) Q.S. al-Maidah (5) : 8 

                 

                 

 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.dan bertaqwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. 
 

Supaya penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai 

dengan nilai keadilan, maka di dalam al-Quran telah diisyaratkan berbagai 

etika peradilan di antaranya adalah: 
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1.   Berlaku adil dan objektif di dalam proses hukum. 

Di dalam proses hukum, seorang hakim harus bersikap objektif dan 

memperlakukan orang yang berperkara secara sama. Yaitu tanpa 

membedakan apakah mereka keluarga dekat ataupun jauh, miskin atau 

kaya, seakidah ataupun tidak, sebagaimana dalam QS.al-Maidah: 8 

berikut: 

                 

                 

 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa.dan bertakwalah kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. 

 

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw bersabda, 

 

إّٔب أٍ٘ه اٌز٠ٓ لجٍىُ أُٔٙ وبٔٛا إرا عشق ف١ُٙ اٌشّش٠ف رشوٖٛ ٚإرا عشق ف١ُٙ 

 اٌضع١ف ألبِٛا ع١ٍٗ اٌذذ ٚا٠ُ الله ٌٛ أْ فبطّخ ثٕذ ِذّذ عشلذ ٌمطعذ ٠ذ٘ب
 

“Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelummu itu hanyalah 

karena mereka tidak mau menghukum terhadap kasus pencurian 

yang dilakukan oleh golongan terhormat, sedangkan kalau yang 

mencuri itu golongan rendah mereka laksanakannya.Demi Allah 

seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri pasti aku potong 

tangannya".
69
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2.  Menjauhi suap dan hadiah. 

Agar proses peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya, Allah 

dan Rasul-Nya melarang untuk melakukan sogok/suap sebagaimana pada 

ayat berikut:  

َٛايِ إٌَبطِ  ِْ ْٓ أَ ِِ َِ ٌِزَأْوٍُُٛا فَش٠ِمًب  َٙب إٌَِٝ اٌْذُىَب َٚرُذٌُْٛا ثِ  ًِ ُْ ثِبٌْجَبطِ َٕىُ ُْ ث١َْ َٛاٌَىُ ِْ ٌََٚب رَأْوٍُُٛا أَ

َْ ُّٛ ُْ رَعٍَْ ْٔزُ َٚأَ  ُِ  ثِبٌْئِصْ
 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Qs. al-Baqarah (2) 

: 224). 

 

Larangan suap ini juga terdapat di dalam hadîts nabi, yang 

mengungkapkan bahwa Allah melaknat orang yang menyogok dan yang 

disogok, seperti berikut ini: 

 ٌعٓ الله اٌشاشٟ ٚ اٌّشرشّٟ: عٓ إٌجٟ صٍٝ الله ع١ٍٗ ٚ عٍُ لبي 
 

“Dari Nabi saw, beliau bersabda: Allah melaknat yang memberikan 

sogok dan yang diberi sogok”.
70

 

 

Di samping larangan menerima sogok, hal lain yang mesti 

dihindarkan oleh seorang hakim adalah menerima hadiah karena 

ditakutkan hadiah tersebut mempengaruhi putusannya dalam menghukum. 

Sikap untuk tidak mau menerima hadiah agar ini tidak menghalangi 

seseorang di  dalam mengambil sebuah putusan. Hal seperti ini pernah 

dilakukan oleh Sulaiman ketika beliau menerima hadiah melalui utusan 

ratu Saba‟, sebagaimana pada ayat berikut: 
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 ُْ َٙذ٠َِزِىُ ُْ ثِ ْٔزُ ًْ أَ ُْ ثَ َّب ءَارَبوُ ِِ ُٗ خ١َْشٌ  َٟ اٌٍَ َّب ءَارَبِٔ َّبيٍ فَ ِٓ ثِ ِّذَُٚٔ َْ لَبيَ أَرُ َّب َّب جَبءَ ع١ٍَُْ فٍََ

َْ  رَفْشَدُٛ
 

“Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: 

Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta ?maka apa yang 

diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-

Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu”, (Qs. 

al-Naml (27) : 36). 

 

3. Tidak tergesa-gesa di dalam menjatuhkan hukuman. 

Salah satu etika di dalam peradilan bagi seorang hakim adalah tidak 

tegesa-gesa di dalam mengambil sebuah keputusan.Karena ketergesa-

gesaan di dalam menetapkan sebuah putusan, bisa menzhalimi suatu 

kelompok atau satu pihak. Prinsip ini sesuai dengan Qs.al-Hujurat (49) : 6  

َٙبٌَخٍ فَزُصْجِذُٛا عٍََٝ  ًِب ثِجَ ْٛ ْْ رُص١ِجُٛا لَ َٕجَأٍ فَزَج١ََُٕٛا أَ ُْ فَبعِكٌ ثِ ْْ جَبءَوُ َُِٕٛا إِ َٓ ءَا َٙب اٌَز٠ِ ٠َبأ٠َُ

َٓ ١ِِ ُْ َٔبدِ  َِب فَعٍَْزُ
 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu”. 

 

4.  Keputusan hukum berdasarkan apa yang tampak. 

Di dalam menghukum, yang dijadikan patokan adalah apa yang 

tampak, bukan berdasarkan perilaku atau kebiasaan pihak yang berperkara 

ketika berada di luar masalah ini, sehingga faktor pribadi dari yang 

berperkara bukanlah termasuk bahan pertimbangan di dalam penetapan 

hukum. Hal ini tergambar di dalam kisah Yusuf beserta para saudaranya 

dalam Qs. Yusuf (12) ayat 79 : 

 

 



 
 

“Berkata (Yusuf) "Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada 

menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda 

kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah 

kami orang-orang yang zalim."
71

 

 
 

 

B.  Proses Penyelesaian Perkara Pidana. 

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana 

(delik) yang berupa kejahatan (rechdelict/mala perse) atau pelanggaran 

(westdelict/mala quia prohibita). Tindak pidana tersebut diterima oleh 

penyidik melalui tiga jaluryaitu : 

1. Laporan, untuk tindak pidana biasa. 

2. Aduan, untuk tindak pidana aduan (klachtdelicten). 

2. Tertangkap tangan. 

Adapun proses penyelesaian perkara pidana dilalui dengan tahapan 

sebagai berikut : 

1. Penyelidikan. 

a.  Arti : serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan 

merupakan sub fungsi dan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi 

penyidikan. 

b.  Tujuan : untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar 

ditemukan adanya tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan prosesnya 

ke pengadilan. 

 

                                                           
71

Al Quran Dan Terjemahannya, Ayat Pojok Bergaris, An Nur,  h. 159 

http://bomalaw.blogspot.co.id/2009/12/proses-penyelesaian-perkara-pidana.html
http://bomalaw.blogspot.co.id/2009/12/proses-penyelesaian-perkara-pidana.html


 
 

c.  Wewenang penyelidik (Ps. 5 KUHAP) : 

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana. 

2) Mencari keterangan dan barang bukti. 

3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri. 

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

d.  Sasaran penyelidikan :  

1) Orang. 

2) Benda/barang. 

3) Tempat. 

2. Penyidikan. 

a. Arti : serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. 

b. Penyidik yaitu: 

1) Penyidik POLRI, minimal berpangkat Aipda/Pelda. 

2) Penyidik PNS, minimal golongan II/b. 

- Di lingkungan Dirjen Pajak. 

- Di lingkungan Dirjen Imigrasi. 

- Di lingkungan Telekomunikasi. 

- Di lingkungan Dirjen Bea Cukai. 



 
 

3) Penyidik kejaksaan, terhadap tindak pidana tertentu yang 

mempunyai ketentuan khusus acara pidana, misalnya : 

- Tindak pidana Ekonomi. 

- Tindak pidana Korupsi. 

4) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak 

pidana korupsi diatas Rp. 1 milyar dan yang mendapat perhatian 

publik. 

c. Target penyidikan : 

1) Mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi. 

2) Membuat terang dan jelas suatu tindak pidana. 

3) Untuk menemukan tersangka pelakunya. 

d. Pemeriksaan dalam penyidikan : 

1) Pemeriksaan saksi. 

2) Pemeriksaan ahli. 

3) Pemeriksaan tersangka. 

e. Materi penyidikan adalah serangkaian informasi atas pertanyaan 5 W 

dan 1 H. 

1) What : 

- Apa yang terjadi/dilakukan? 

- Apakah merupakan tindak pidana? 

- Apa jenis tindak pidananya? 

- Apa kerugian yang ditimbulkan, harta benda, luka badan, 

immaterial atau jiwa? 



 
 

2) When : 

- Kapan tindak pidana itu terjadi/dilakukan ? 

- Kapan tindak pidana itu dilaporkan/diketahui oleh yang berwajib ? 

3) Where : 

-  Dimana tindak pidana dilakukan (locus delicti)? 

-  Dimana tempat korban berada/ditemukan? 

-  Dimana saksi-saksi berada? 

-  Dimana benda-benda/alat-alat bukti berada/ditemukan? 

-  Dimana tersangka berada saat tindak pidana terjadi? 

4) Who : 

-  Siapa tersangka/pelaku tindak pidana? 

-  Siapa yang pertamakali mengetahui tindak pidana? 

-  Siapa pelapor/pengadu? 

-  Siapa korban yang dirugikan? 

-  Siapa-siapa yang terlibat dalam tindak pidana? 

5) Why : 

- Mengapa tindak pidana itu dilakukan? 

6) How : 

- Bagaimana caranya tindak pidana tersebut dilakukan? 

- Bagaimana akibat yang ditimbulkan? 

f. Penghentian penyidikan (Ps. 7 jo. 102 (2) KUHAP : 

1) Tidak cukup alat bukti. 

2) Peristiwa yang disidik bukan tindak pidana. 



 
 

3) Demi hukum harus dihentikan, misalnya : 

- yang mengadu bukan yang berhak. 

- nebis in idem. 

- daluwarsa (Ps. 78 KUHP). 

- tersangka meninggal dunia. 

3. Penangkapan. 

a. Arti : suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu 

kebebasan tersangka/terdakwa jika terdapat cukup bukti guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. 

b.  Persyaratan Penangkapan : 

1) Untuk kepentingan penyidikan/penuntutan/peradilan. 

2) Penyidik memiliki alat bukti permulaan yang cukup. 

3) Dilakukan dengan surat perintah penangkapan. 

4) Hanya terhadap pelaku kejahatan, terhadap pelaku pelanggaran bisa 

ditangkap jika sudah dipanggil dua kali tapi tidak mau tanpa alasan 

yang sah. 

c.  Hanya penyidik yang bisa melakukan penangkapan kecuali dalam hal 

tertangkap tangan, semua orang berhak bahkan wajib bagi orang yang 

bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan (seperti SATPAM). 

d.  Tindak pidana yang hanya bisa disidik/dituntut/diadili dalam keadaan 

tertangkap tangan: 

1) Tindak pidana perjudian. 

2) Tindak pidana narkotik; pemakai, penjual, pengedar, penyimpan. 



 
 

3) Tindak pidana zona ekonomi eksklusif. 

4) Tindak pidana perikanan. 

5) Masa penahanan maksimal 24 jam dan setelah itu harus diserahkan 

ke penyidik. 

4. Penahanan. 

a. Arti : penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu oleh 

penyidik/penuntut umum/hakim. 

b.  Persyaratan penahanan : 

1) Syarat obyektif, terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak 

pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. 

2) Syarat subyektif, jika ada kekhawatiran tersangka/terdakwa akan, 

- Melarikan diri. 

- Merusak/menghilangkan barang bukti. 

- Mengulangi tindak pidana. 

3) Jenis penahanan : 

- Penahanan RUTAN. 

- Penahanan rumah, dihitung 1/3 dari RUTAN. 

- Penahanan kota, dihitung 1/5 dari RUTAN. 

4) Masa penahanan : 

- Penyidik = 20 hari + (30 hari + 30 hari dalam kondisi khusus) : 

(-) Tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang 

berat. 

(-) Ancaman pidananya 9 tahun penjara atau lebih. 



 
 

- Penuntut Umum = 20 hari + 30 hari + (30 hari + 30 hari dalam 

kondisi khusus). 

- Hakim PN = 30 hari + 60 hari + (30 hari + 30 hari dalam kondisi 

khusus). 

- Hakim PT = 30 hari + 30 hari + (30 hari + 30 hari dalam kondisi 

khusus). 

- Hakim MA = 50 hari + 30 hari + (30 hari + 30 hari dalam kondisi 

khusus). 

- Jadi maksimal penahanan = 120 + 110 + 150 + 150 + 170 = 700 

hari. 

5. Penggeledahan. 

a.  Arti : tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal/tempat 

tertutup lainnya atau terhadap badan dan atau pakaian untuk tindakan 

pemeriksaan/ penyitaan/penangkapan. 

b.  Penggeledahan harus mendapat surat ijin dari ketua PN dan hasil 

penggeledahan harus dibuat BAP. 

c.  Tempat yang dilarang dilakukan penggeledahan, kecuali dalam hal 

tertangkap tangan : 

1) Ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPRD. 

2) Tempat di mana sedang berlangsung upacara ibadah. 

3) Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan. 

 

 



 
 

6.  Penyitaan. 

a. Arti : serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau 

menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak/tidak 

bergerak, berwujud/tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 

dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. 

b.  Penyitaan harus ada ijin dari ketua PN. 

c.  Benda yang dapat disita (Ps. 39 KUHAP) : 

1) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang diduga 

seluruh/sebagian diperoleh dari tindak pidana. 

2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 

pidana. 

3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan. 

4) Benda yang khusus dibuat/diperuntukkan melakukan tindak pidana. 

5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 

pidana yang dilakukan. 

d.  Penyitaan menghasilkan alat bukti surat dan barang bukti. 

7.  Pra penuntutan. 

a.  Arti : wewenang penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara hasil 

penyidikan dengan cara memerintahkan kepada penyidik untuk 

melakukan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk dari penuntut 

umum. 

 

 



 
 

b.  Penyidikan tambahan : 

1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik 

wajib menyerahkan berkas perkara (BP) ke Penuntut Umum (PU). 

2) Jika PU berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang 

lengkap, PU segera mengembalikan BP kepada penyidik disertai 

petunjuk untuk dilengkapi. 

3) Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai 

petunjuk PU dan wajib menyerahkan kembali kepada PU dalam 

waktu 14 hari. 

4) Penyidikan dianggap selesai jika dalam tempo 14 hari PU tidak 

mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut 

PU sudah memberitahukan selesainya penyidikan. 

5)  Jika hasil penyidikan dianggap telah lengkap (tahap I) kemudian 

dilanjutkan dengan tahap II yakni penyerahan tanggung jawab atas 

tersangka dan barang bukti ke PU. 

8.  Penuntutan. 

a.  Tugas pokok Penuntut Umum : 

1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan. 

2) Mengadakan pra penuntutan jika ada kekurangan BP. 

3) Membuat surat dakwaan, surat yang berisi rumusan tindak pidana 

yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yang 

ditarik dari hasil penyidikan yang menjadi dasar bagi pemeriksaan di 

muka sidang pengadilan. 



 
 

4) Melimpahkan perkara ke pengadilan. 

5) Memberlakukan dan memanggil terdakwa/saksi untuk bersidang. 

6) Melakukan penuntutan di muka sidang pengadilan yang berisi 

pembuktian berdasarkan surat dakwaan disertai tuntutan pidana 

terhadap terdakwa. 

b.  Penuntut Umum  berwenang melakukan penghentian penuntutan dan 

penyampingan perkara.Untuk penghentian penuntutan alasannya adalah 

sama dengan penghentian penyidikan, tetapi dalam hal penyampingan 

perkara alasannya adalah demi kepentingan umum (kepentingan negara, 

bangsa dan masyarakat luas). 

c.  Surat dakwaan. 

1) Persyaratan : 

a) Syarat formal : 

-  Diberi tanggal dan di tandatangani oleh PU. 

-  Berisi identitas terdakwa. 

b) Syarat materiil : 

-  Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 

-  Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 

tindak pidana yang dilakukan. 

2) Bentuk surat dakwaan : 

a) Surat dakwaan tunggal; terdakwa hanya didakwakan melakukan 

satu tindak pidana saja. 



 
 

b) Surat dakwaan subsidair; terdakwa didakwa beberapa jenis delik 

secara berlapis/bertingkat dimulai dari delik yang paling berat 

ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan, tetapi 

sesungguhnya yang didakwakan hanya satu. 

c) Surat dakwaan alternatif; hampir sama dengan subsidair, tinggal 

mana nanti yang bisa dibuktikan tanpa terkait urutan dari tindak 

pidana yang didakwakan. 

d) Surat dakwaan kumulatif; didakwakan secara serempak beberapa 

delik yang masing-masing berdiri sendiri 

(samenloop/concursus/perbarengan). 

e) Surat dakwaan kombinasi; terdakwa didakwa beberapa 

delik/dakwaan secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan 

subsidair dan alternatif secara serempak/sekaligus. 

9.  Pembuktian kasuspidana di persidangan. 

Para penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban untuk 

memberikan hukuman kepada orang atau anggota masyarakat yang 

melanggar hukum.Cara menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana diatur 

oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan hukum acara 

pidana bukanlah semata-mata untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi 

bertujuan untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasarkan kebenaran 

itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu 

peraturan hukum pidana. Agar seseorang atau anggota masyarakat yang 



 
 

melanggar hukum pidana itu dapat dijatuhi hukuman, perlu dibuktikan 

terlebih dahulu kesalahannya bahwa ia telah melakukan pelanggaran.
72

 

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan menganut “Azas 

Legalitas” dalam hukum pidana yang mengisyaratkan bahwa tiada suatu 

perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) sebelum ada undang-undang 

yang mengatur tentang suatu perbuatan tersebut.Dengan demikian, 

kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dapat dihindari, tetapi 

dengan adanya azas legalitas tersebut mengakibatkan hukum di Negara 

Indonesia sering tertinggal dengan perkembangan teknologi yang 

ada.Perbuatan yang jelas merupakan kejahatan, karena hukum pidana 

belum mengaturnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi 

pidana.Namun, dengan menganut azas legalitas kepastian hukum dan hak-

hak asasi manusia dapat terjamin. 

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

menyebutkan, 

a. Alat bukti yang sah ialah : 

1) Keterangan saksi. 

2) Keterangan ahli. 

3) Surat. 

4) Petunjuk. 

5) Keterangan terdakwa. 
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b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

Dalam perkara pidana pembuktian merupakan hal yang tidak 

dapat ditinggalkan, tanpa hal tersebut hukuman terhadap pelaku 

kejahatan mutlak tidak dapat diberikan. 

Yang dimaksud dengan sistem pembuktian adalah cara 

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan 

dalam suatu perkara.  

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana terlihat dalam 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Pasal 6 Ayat (2) yang menyatakan :  

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 

pengadilan karena alat pembuktian yang syah menurut undang-

undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap 

dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang 

didakwakan terhadap dirinya”  

 

Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Pasal 183 disebutkan juga bahwa : 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 

 

Pembuktian sesungguhnya merupakan hal yang utama sejak 

dimulainya penyidikan sampai pada pemeriksaan persidangan yang 

hasilnya adalah vonis atau putusan Pengadilan. Pasal 197 Ayat (1) 

huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Putusan 

merumuskan “pembuktian” sebagai pertimbangan yang disusun secara 

ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang 



 
 

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan 

kesalahan terdakwa. Rumusan tersebut pada hakikatnya mencakup 

pembuktian unsur-unsur delik serta perbuatan materiil yang dilakukan 

atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sesuai 

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

berdasarkan putusan tanggal 12 Juli 1969 No. 12 K/Kr/1968 yaitu, 

dalam putusan harus disebut unsur-unsur mana dari pasal-pasal Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti dilakukan oleh 

terdakwa.
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Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, 

keadilan, kepastian hukum dan hak azasi manusia bagi seorang dan 

setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak 

pidana. Sedangkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya 

seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara 

negatif, terdapat dua komponen, yaitu : pembuktian harus dilakukan 

menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang syah menurut undang-

undang dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang 

syah menurut undang-undang.  

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian 

merupakan masalah yang menentukan  dalam proses pemeriksaan di 

pengadilan. Perlu diketahui sampai sejauh mana penerapan sistem 
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pembuktian dalam berbagai tindak pidana, salah satu diantaranya 

adalah tindak pidana perkosaan dibarengipembunuhan.Dalam tindak 

pidana perkosaan dibarengipembunuhan juga berlaku hal yang 

demikian itu.Proses pembuktian dalam  perkara tindak pidana 

perkosaan dibarengipembunuhan, terdakwa dapat dihukum atas 

perbuatan yang telah dilakukan seperti yang didakwakan padanya, 

sangatlah tergantung kepada alat pembuktian yang syah menurut 

undang-undang dan keyakinan hakim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP 

NOMOR 7/PID.SUS.ANAK/2016/PN.CRP)  MENURUT HUKUM 

POSITIF DAN HUKUM ISLAM 

 

A. Tindak Pidana Perkosaaan Dalam Hukum Positif. 

 1.  Pengertian perkosaan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan berasal dari kata 

perkosa yang berarti menggahi atau melanggar dengan kekerasan. 

Sedangkan perkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau 

melanggar dengan kekerasan.
74

 

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal285 

yang berbunyi sebagai berikut:  

„‟Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa 

perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena 

perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas 

tahun‟‟. 3 

 

Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanyapersetubuhan 

yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan.Perkosaan ditandai 

dengan penetrasi penis kepada  lubang vagina dalamhubungan seks disertai 

dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap dirikorban oleh pelaku. 
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Tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP itu mempunyai 

unsur-unsur obyektif, yaitu : 

1. Barang siapa. 

2. Dengan kekerasan. 

3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan. 

4. Memaksa. 

5. Seorang wanita. 

6. Mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan. 

7. Dengan dirinya.
75

 

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU 

PKDRT) tidak dijelaskan secara spesifik mengenai arti perkosaan karena 

istilah yang dipakai adalah kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan  

seksual yang masuk dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga.
76

 

 Undang-undang tersebut  mendefinisikan kekerasan seksual yaitu : 

“Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual,  

pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/ atau tidak 

disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 

komersial dan/atau tujuan tertentu”.
77

 

 

Apa yang dimaksud dengan hubungan seksual dalam UU PKDRT ini 

memang tidak dijelaskan. Hanya saja melihat bentuk-bentuk yang dilarang 

di atas maka dapatlah dimaknai bahwa hubungan seksual yang dimaksud 

tidaklah semata-mata dipahami sebagai persetubuhan yang disyaratkan 
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dalam KUHP yang mengharuskan terjadinya penetrasi antara kelamin laki-

laki ke dalam kelamin perempuan sampai mengeluarkan mani, tapi dalam 

lingkup yang lebih luas yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara 

yang tidak wajar atau tidak disukai dan pemaksaan hubungan seksual 

dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. 

Menurut M.H. Tirtamidjaja “mengadakan hubungan kelamin” atau 

“bersetubuh” berati persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan 

perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu 

telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.
78

 

Menurut Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai 

suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi 

tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai 

ejakulasi.
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Sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana 

pemerkosaan adalah: 

1.  Persetubuhan tanpa kehendak atau persetujuan wanita yang 

bersangkutan dengan kekerasan, ancaman, paksaan atau karena 

pingsan, tidak berdaya. 

2.  Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kemain ke 

dalam vagina, tetap juga memasukkan alat kelamin ke dalam anus 

atau mulut dan memasukkan suatu benda bagian tubuh laki-laki ke 

dalam vagina wanita. 

3. Caranya tidak hanya dengan kekerasan, ancaman kekerasan tetapi juga 

dengan cara apapun diluar kehendak persetujuan korban. 

4. Obyeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi juga wanita 

tidak berdaya, pingsan dan dibawah umur juga tidak hanya terhadap 

wanita yang tidak setuju diluar kehendakya, tetapi juga terhadap 

wanita yang memberikan persetujuannya karena ancaman, kekeliruan, 

penipuan, kesesatan atau karena dibawah umur
80
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Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

yangdinamakan perkosaan adalah : 

a.  Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita 

tanpapersetujuannya. 

b.  Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorangwanita 

yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengankemauan 

wanita yang bersangkutan. 

c.  Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang priaterhadap 

seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpapersetujuanya, dilakukan 

ketika wanita tersebut ketakutan. 

Pemerkosaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang 

berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan 

dengan kondisi sebagai berikut : mengancam si korban dan perbuatan 

tersebut tanpa dikehendaki si korban. 

2.  Ketentuan  Hukuman Pelaku  Perkosaan Dalam Hukum Positif. 

Mengenai tindak pidana perkosaan atau verkrachting, ketentuan yang 

mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya dalam KUHP 

terdapat dalam pasal 285-291. Dirumuskan dalam pasal tersebut :  

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam 

karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua 

belas tahun.”
81
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Berdasarkan rumusan tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 

KUHP itu, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah 

sebagai berikut:  

1. Perbuatannya  memaksa, caranya :  dengan kekerasan, dengan ancaman 

kekerasan;  

3. seorang wanita bukan istrinya; 

4. bersetubuh dengan dia. 

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut:
82

 

1. Yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan 

yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, 

agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan 

atau sama dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian ini pada 

intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau 

bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut. 

Satochid Kartanegara menyatakan : “perbuatan memaksa ini 

haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan rasa takut pada orang lain”. Memaksa dapat dilakukan 

dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan 

membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan 

hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” 

seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang 
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menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita 

itu sendiri. 

2. Kekerasan (geweld) merupakan salah satu cara memaksa dalam Pasal 

285 disamping cara memaksa lainnya yaitu dengan menggunakan 

ancaman kekerasan. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang 

sebenarnya dimaksud dengan “kekerasan”, hanya dalam Pasal 89 KUHP 

yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan. Disebutkan : 

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 

menggunakan kekerasan.” 

Adami Chazawi memberikan pengertian kekerasan dalam Pasal 

285 sebagai berikut : 

“Kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang 

ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan 

dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan 

mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya 

secara fisik”.
83

 

 

Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya ialah wujud 

konkritnya dari cara kekerasan ada bermacam-macam yang tidak 

terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menusuk, dan 

lain sebagainya.  

Kekerasan atau ancaman kekerasan pada pasal 285 KUHP, 

ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa 

sehingga tidak dimungkinkan baginya untuk berbuat lain selain 

membiarkan tubuhnya untuk disetubuhi. Antara kekerasan dengan 
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ketidakberdayaan perempuan terdapat hubungan kausal, dan karena tidak 

berdaya inilah maka persetubuhan dapat terjadi.Jadi sebenarnya 

terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan 

memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan 

tersebut. 

3. Mengenai wanita bukan isterinya, disini persetubuhan dilakukan terhadap 

perempuan yang bukan istrinya. Ditentukannya hal tersebut karena 

perbuatan bersetubuh dimaksudkan sebagai perbuatan yang hanya 

dilakukan antara suami isteri dalam perkawinan. 

4. Bersetubuh/ persetubuhan adalah, apabila anggota kelamin pria telah 

masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, 

sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.
84

 

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 

KUHP diatas, perkosaan tidaklah disebut perkosaan apabila tidak terbukti 

adanya persetubuhan, padahal untuk membuktikan adanya persetubuhan 

sangat sulit terlebih apabila korban sudah pernah menikah atau bukan gadis 

lagi (tidak virgin).Apabila dalam suatu kasus yang diduga sebagai 

perkosaan ternyata tidak terbukti adanya persetubuhan, kasus tersebut dapat 

diarahkan pada tindak pidana pencabulan dimana dalam tindak pidana 

tersebut tidak disyaratkan adanya persetubuhan. 

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan 

keharusan unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan 
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yang dilarang di dalam pasal 285 KUHP, akan tetapi dengan 

mencatumkannya unsur memaksa didalam rumusan ketentuan pidana yang 

diatur dalam pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana 

perkosaan seperti yang dimaksudkan itu harus dilakukan dengan sengaja 

oleh si pelaku, jika perbuatan ini dilakukan karena terpaksa atau tidak 

sengaja,  maka tidak bisa di katakan pemerkosaan, maka unsur kesengajaan 

tersebut harus bisa dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim 

di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang 

oleh penuntut umum telah didakwa telah melanggar larangan yang diatur 

dalam pasal 285 KUHP. 

Pada Pasal 286 KUHP disebutkan : 

“Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan 

isterinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan 

pingsan atau tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya Sembilan tahun”. 

 

Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, wanita yang disetubuhi itu 

harus bukan isterinya; apabila yang disetubuhi itu isterinya sendiri, tidak 

dikenakan pasal ini.Untuk dapat dituntut dengan pasal ini juga, keadaan 

pingsan atau tak berdaya pada wanita itu bukan pelaku yang membuatnya; 

apabila pelaku yang membuat pingsan atau tidak berdaya, maka dapat 

dikenakan Pasal 285.
85

 

Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, 

umpamanya karena minum racum kecubung atau obat-obat lainnya yang 

menyebabkan tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi 
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apa yang terjadi dengan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak 

mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu 

mengadakan perlawanan sedikit juapun, misalnya seperti orang yang diikat 

dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena 

suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini 

masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Mengancam orang 

akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya lagi, tidak boleh 

disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan”, sebab pasal ini hanya 

menyebut tentang “melakukan kekerasan”, bukan mengatakan tentang 

“kekerasan” atau “ancaman kekerasan”.
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Pasal 287 KUHP berbunyi, 

(1)  “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar 

perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau 

umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 

(2)  “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur 

wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal 

berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”. 

 

Untuk dituntut dengan pasal ini, wanita yang disetubuhi itu harus 

bukan isterinya; apabila isterinya, dapat dikenakan Pasal 288, jika 

persetubuhan itu menyebabkan luka pada wanita tersebut.
87

 

Pasal 288 KUHP berbunyi, 

(1)  “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang 

wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa 

yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila 
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perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun”. 

(2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana 

penjara paling lama delapan tahun”. 

(3)  “Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 

dua belas tahun”.
88

 

 

Di Indonesia, terutama di desa-desa banyak terjadi perkawinan 

dibawah umur. Apabila suami menyetubuhi isterinya yang masih dibawah 

umur tersebut dan mengakibatkan luka pada tubuh isterinya, dapat dituntut 

dengan pasal ini.Tetapi apabila tidak mengakibatkan luka, maka tidak dapat 

dikenakan pasal ini. 

Pasal 289 KUHP berbunyi, 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 

kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun”.
89

 

 

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang 

melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu 

kekelaminan, misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, 

meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam 

pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri. 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal 

diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 

2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumya 

belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas, yang 

bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 

                                                           
88

R. Sugandhi, Kitab Undang-undang..., h. 305 
89

R. Sugandhi, Kitab Undang-undang..., h. 306 



 
 

3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau 

sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas 

tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum 

waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan 

dengan orang lain”.
90

 

Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang wanita berumur 30 tahun 

dengan seorang pemuda yang baru berumur 14 tahun, dapat dianggap 

melakukan perbuatan cabul pada pemuda itu dan dapat dikenakan pasal ini. 

Pasal 291 KUHP berbunyi : 

(1)  “Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 

290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara 

paling lama dua belas tahun; 

(2)  “Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 2 86, 287, 289 

dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun.” 

 

Tindak pidana pemerkosaan sering diikuti dengan tindak pidana 

pembunuhan yang tidak sengaja maupun dengan sengaja, yang semula 

niatnya hanya ingin memperkosa saja, akan tetapi karena khawatir 

perbuatannya akan dilaporkan ke polisi maka si korban dibunuh dengan 

kejam hingga meninggal dunia. Jika tindak pidana pemerkosaan sampai 

mengakibatkan mati, maka akan dijatuhkan pidana penjara paling lama lima 

belas tahun, seperti yang tercantum di dalam pasal 291 diatas. 

Tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang kasuistis, karena 

tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan 

barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti.Dalam membuktikan 

telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami 
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kesulitan.Kesulitan dalam hal ini yaitu  tidak terdapatnya saksi yang melihat 

secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku. 

Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia 

lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan 

atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit 

untuk membuktikan dan memutuskan perkara. 

Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan 

berpedoman  terhadap alat-alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 

KUHP yaitu: 

a.  Keterangan saksi. 

b.  Keterangan ahli. 

c.  Alat bukti surat. 

d.  Alat bukti petunjuk. 

e.  Keterangan terdakwa. 

Dalam UU PKDRT perkosaan diistilahkan dengan kekerasan seksual 

yang termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga, yaitu : 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 

a. kekerasan fisik; 

b. kekerasan psikis; 

c. kekerasan seksual; atau 

d. penelantaran rumah tangga”.
91

 

 

Dalam Undang-undang ini, perbuatan yang dilarang dalam kaitannya 

dengan kekerasan seksual adalah : 
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a. Pemaksaan hubungan seksual. 

b.  Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak 

disukai. 

c.  Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu. 

d. Kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. 

d.  Adanya akibat-akibat yang ditimbulkan. 

Apa yang dimaksud dengan hubungan seksual dalam UU PKDRT ini 

memang tidak dijelaskan. Hanya saja melihat bentuk-bentuk yang dilarang 

di atas maka dapatlah dimaknai bahwa hubungan seksual yang dimaksud 

tidaklah semata-mata dipahami sebagai persetubuhan yang disyaratkan 

dalam KUHP yang mengharuskan terjadinya penetrasi antara kelamin laki-

laki ke dalam kelamin perempuan sampai mengeluarkan mani yang 

bertujuan untuk mendapatkan anak. 

Hal tersebut dijelaskan dengan adanya perbuatan lain yang juga 

dilarang dalam UU PKDRT ini yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan 

cara yang tidak wajar atau tidak disukai. Dengan demikian pemaksaan 

hubungan seksual tersebut tidak harus dilakukan dengan cara penetrasi 

kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan, tetapi juga dapat dilakukan 

dengan cara-cara lain seperti penetrasi kelamin laki-laki ke dalam mulut 

atau anus dengan cara menggunakan alat-alat atau objek lainnya. 

Dalam hal perbuatan yang dilakukan adalah pemaksaan seseorang 

untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan 

komersial atau tujuan tertentu, maka bentuk pemaksaan tersebut juga berupa 

pemaksaan hubungan seksual secara biasa atau pemaksaan hubungan 

seksual dengan cara yang tidak wajar/tidak dikehendaki. 

Dalam perumusan UU PKDRT, ada beberapa akibat kekerasan 

terhadap perempuan yang ditegaskan di dalam undang-undang yaitu : 

a.  Luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali. 



 
 

b.  Gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selam 4 (empat) 

minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut. 

c.  Gugur atau matinya janin dalam kandungan. 

d.  Tidak berfungsinya alat reproduksi.
92

 

Dari beberapa akibat yang dirumuskan dalam UU PKDRT tersebut 

dapat dijumpai beberapa bentuk kekerasan  yaitu akibat dari aspek fisik 

(luka permanen), akibat dari aspek psikis (gangguan kejiwaan) dan akibat 

dari aspek seksual (rusaknya fungsi reproduksi dan gugurnya janin dalam 

kandungan). 

Dalam UU PKDRT walaupun secara tegas dinyatakan undang-undang 

ini ditujukan terutama untuk melindungi perempuan di dalam rumah 

tangganya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga 

dapat menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut secara jelas dapat 

dilihat dalam bunyi Pasal 53 yaitu tindak pidana kekerasan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yaitu dilakukan oleh suami 

terhadap istrinya atau sebaliknya dan merupakan delik aduan. 

Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual di 

dalam rumah tangga dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun 

perempuan kepada pasangannya atau anggota keluarganya yang lain dalam 

lingkup rumah tangganya. 

 Penempatan perempuan dan laki-laki sebagai pelaku juga bisa 

terjadi dalam kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan 

seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu 

lainnya. Semua orang yang berada dalam lingkup rumah tangga 

sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini dapat menjadi 

korban kekerasan seksual. Hal ini menunjukan bahwa dalam UU PKDRT 
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tidak ada pembatasan korban berdasarkan jenis kelamin ataupun 

berdasarkan umur dan kondisinya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan Anak, larangan  tindak 

pidana perkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak dijelaskan bahwa  : 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain”
93

 

Berdasarkan ketentuan diatas, maka perbuatan yang dilarang adalah 

melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan 

persetubuhan dengan anak atau melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, 

memaksa, anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain. 

Pelanggaran terhadap larangan ini maka dapat dikenakan hukuman dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.  

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 

dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
94
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Berdasarkan rumusan Pasal 76D UU No. 35  Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam 

menerapkan telah terjadinya kekerasan atau ancamankekerasan melakukan 

persetubuhan dengan anak adalah : 

a.  Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. 

b. Adanya pemaksaan. 

c.  Adanya anak sebagai korban. 

d.  Adanya persetubuhan. 

e.  Adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, bujukan. 

f.  Adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu sebagai pelaku seperti orang 

tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. 

Jika dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan dalam Pasal 

287 KUHP maka cara-cara yang dilarang dalam hal  ini  lebih lengkap 

karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman 

kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu 

dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti 

melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu. 

Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unsurnya terpenuhi dan 

anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun, maka 

kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal  ini. 

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam UU No. 

35Tahun 2014 ini menggunakan istilah “setiap orang”, Yaitu subjek 



 
 

hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat 

diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.“Setiap 

orang” juga dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan 

perempuan. Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah 

anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak 

laki-laki yang belum memahami dengan benar mengenai hubungan seksual 

dan mudah untuk diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau 

dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan atau perempuan juga 

dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan 

bersetubuh dengan orang lain. 

Namun pengecualian dari ketentuan diatas, yaitu pelaku 

dimungkinkan dilakukan oleh orang dekat dengan korban anak seperti 

orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. 

Ketentuan hukuman bagi pelaku ini diperberat, yakni ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Ketentuan ini dibuat karena pelaku berkewajiban atau seharusnya dapat 

melindungi korban anak dari perlakuan pemaksaan perkosaan tersebut. 

Dalam kaitannya dengan Undang-undang perlindungan anak, maka 

yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Untuk tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang 

ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa 

anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum memahami tentang 



 
 

hubungan seksual, cara dan akibatnya. Maka anak-anak baik laki-laki 

maupun perempuan berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual. 

Ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang 

melakukan perkosaan terhadap laki-laki, karena di dalam KUHP hal 

tersebut tidak diatur dengan tegas. 

Berdasarkan rumusannya, maka tindak pidana kekerasan seksual 

terhadap anak dalam UU No. 35Tahun 2014 merupakan tindak pidana 

biasa, karena itu tidak mensyaratkan adanya pengaduan.  

Berkaitan dengan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak, 

hukuman bagi pelaku pemaksaan persetubuhan dengan anak menurut Pasal 

82 UU 35/2014 adalah sebagai berikut : 

1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah),bagi pelaku yang melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain dan bagi yang dengan sengaja 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain.  

(3)  Hukuman dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman tersebut 

apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau 

tenaga kependidikan. 

 

B. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif. 

1.  Pengertian pembunuhan. 

Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berati  menghilangkan, 

menghabisi, mencabut nyawa, mematikan.
95
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Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa 

orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan 

terhadap nyawa.
96

 

2.  Hukuman pelaku pembunuhan dalam hukum positif. 

Berbagai tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain 

antara lain : 

a.  Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339); 

b.  Pembunuhan berencana (Pasal 340); 

c.  Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341); 

d.  Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342); 

e.  Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344); 

f.  Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345); 

g.  Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346); 

h.  Pengguguran kandungan tanpa izin ibunnya (Pasal 347); 

i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 

348); 

j.  Dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau 

matinya kandungan (Pasal 349); 

k.  Matinya seorang karena kelaparan (Pasal 359 KUHP). 

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini 

dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan (dolus) 

adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih 
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dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu 

adalah adanya “niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan 

sampai selesai. Dilihat dari segi “kesengajaan” (dolus) maka tindak pidana 

perhadap nyawa ini terdiri atas : 

1) Yang dilakukan dengan sengaja. 

2) Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat. 

3) Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. 

4) Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh. 

5) Menganjurkan atau membantu orang untuk membunuh.
97

 

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur 

kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik 

“sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni 

maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja 

direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh 

direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta 

dilaksanakan secara tenang pula. 

Unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan 

menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, sedangkan unsur-

unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa 

dengan direncanaan dan perbuatannya dengan sengaja. 
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Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana 

penjara paling lama 15 tahun. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja 

adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 338 yang berbunyi : 

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 

 

Unsur-unsur dari rumusan tersebut diatas adalah: 

1.  Adanya unsur kesengajaan. 

2.  Adanya wujud perbuatan tertentu.  

3.  Adanya akibat kematian orang lain. 

4.  Adanya hubungan kausal antar wujud perbuatan dengan akibat 

kematian orang lain.
98

 

Kejahatan ini disebut dengan “makar mati” atau pembunuhan. Dalam 

peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan 

kematian orang lain, dan kematian itu mEmang disengaja. Untuk dituntut 

menurut pasal ini, pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera setelah 

tibul maksud dan tidak dipikir-pikir terlebih dahulu. 

Yang digolongkan dengan pembunuhan ini misalnya : seorang suami 

yang datang mendadak di rumahnya, mengetahui isterinya sedang berzina 

dengan orang lain, kemudian membunuh isterinya dan  orang yang 

melakukan zina dengan isterinya tersebut. 

Apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu 

masih ada waktu bagi orang tersebut untuk berfikir dengan tenang 
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merumuskan cara bagaimana akan melakukan pembunuhan itu, maka 

dikenakan Pasal 340 (pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu).  

Sedangkan sanksi pembunuhan sengaja direncanaan dikenakan sanksi 

pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, seperti  

yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi : 

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas 

nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana 

(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
99

 

 

Ketidaksengajaan (alpa) adalah suatu  perbuatan tertentu terhadap 

seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat 

berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya 

penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang 

melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan 

tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang 

pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. 

Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang 

sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya 

orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon 

berupa perbuatan aktif. Sanksi tindak pidana ini diatur dalam Pasal 359 

KUHP yang berbunyi : 

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan 

paling lama satu tahun”.
100
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Yang dituntut menurut pasal ini, apabila kematian itu tidak disengaja 

oleh terdakwa.Apabila disengaja, dikenakan Pasal 338 atau 340. 

Yang dimaksud dengan “karena kekhilafan” ialah kurang hati-hati 

atau kurang perhatian.
101

 

 

C. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Islam. 

1.  Pengertian perkosaan. 

Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut al wath`u bi al ikraah 

(hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memperkosa 

seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi 

hukuman zina (had az zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun 

hukuman rajam.102 

Menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya Al Tasyri‟ Al Jina‟i Al 

Islamiy, perkosaan adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman 

hadkarena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.103 

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak 

seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk 

melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, 

secara paksa atau dengan cara kekerasan. 

Dalam Islam bahwa tindak pidana kejahatan perkosaan merupakan 

perbuatan tindak jarimah perzinaan karena pada dasarnya perzinaan haram 
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hukumnya dan sangat dilarang oleh agama.Perbuatan zina dilakukan oleh 

seorang laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. 

2.  Hukuman  pelakuperkosaan dalam hukum Islam. 

Hukuman bagi pelaku perkosaan dalam hukum Islam disamakan 

dengan hukuman yang ditetapkan kepada pelaku zina karena terdapat 

kemiripan antara perkosaan dengan zina yaitu adanya hubungan kelamin 

(coitus) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami isteri. Hanya 

saja pihak perempuan biasanya dalam keadaan terpaksa, sehingga ia 

terbebas dari hukuman. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam 

Turmudzi dan AbuDawud, dari sahabat Wail bin Hujr ra (lihat Ibn al-Atsir, 

Jâmi' al-Ushûl, IV/270, no. hadis: 1823).  

اْ اِشاح خشجذ عٍٟ عٙذ سعٛي الله صً الله ع١ٍٗ ٚعٍُ رش٠ذ اٌصلا ح فزٍمٙب سجً 

فزجٍٍٙب فمضٟ دبجزٗ ِٕٙب فصبدذ أطٍك ِٚش ع١ٍٙب  سجً فمبٌذ اْ داٌه اٌشجً 

فعٍٟ ثٟ وذا ٚوذا فبٔطٍمٛا فبْخذٚا اٌشجً اٌذٜ ظٕذ أٗ ٚلع ع١ٍٙب ٚاْرٛ٘ب فمبٌذ ٔعُ 

٘ٛ ٘ذا فبْرٛاثٗ سعٛي الله صً الله ع١ٍٗ ٚعٍُ فٍّب  اِشثٗ ١ٌشجُ لبَ صبدجٙب اٌذٜ ٚلع 

ع١ٍٙب فمبي ٠بسعٛي الله أب صبدجٙب  فمبي ٌٙب اد٘جٟ فمذ غفشالله ٌه ٚلبي ٌٍشجً اٌذٜ 

.ٚلع ع١ٍٙب اسجّٖٛ ٚلبي ٌمذ ربة رٛثخٌٛربثٙب اً٘ اٌّذ٠ٕخ ٌمجً ُِٕٙ  

“Suatu hari, ada seorang perempuan pada masa Nabi saw yang 

keluar rumahhendak melakukan shalat di masjid. Di tengah jalan, ia 

dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya 

(dibawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Si perempuan 

menjerit, dan ketika selesai memperkosa, si laki-laki lari. Kemudian 

lewat beberapa orang Muhajirin, ia mengatakan: "Lelaki itu telah 

memperkosa saya". Mereka mengejar dan menangkap laki-laki 

tersebut yang diduga telah memperkosanya. Ketika dihadapkan 

kepada perempuan tersebut, ia berkata: "Ya, ini orangnya". Mereka 

dihadapkan kepada Rasulullah Saw. Ketika hendak dihukum, si laki-

laki berkata: "Ya Rasul, saya yang melakukannya". Rasul berkata 

kepada perempuan: "Pergilah, Allah telah mengampuni kamu". Lalu 

kepada laki-laki tersebut Nabi menyatakan suatu perkataan baik 



 
 

(apresiatif terhadap pengakuannya) dan memerintahkan: "Rajamlah". 

Kemudian berkata: "Sesungguhnya ia telah bertaubat, yang kalau 

saja taubat itu dilakukan seluruh pendudukan Madinah, niscaya akan 

diterima". 

 

Pemerkosa memang dihukum pada masa Nabi saw, dan korban 

perkosaandilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah 

Swt. Pada saatitu, hukuman pemerkosaan yang dilakukan dengan cara paksa 

dan kekerasansama persis dengan hukuman perzinahan, yang tidak 

dilakukan dengan pemaksaandan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama 

hadist dan ulama fiqh menempatkan hukuman tindak perkosaan sama persis 

dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaanya, dalam tindak perzinahan 

kedua pelaku harus menerima hukuman, sementaradalamtindak perkosaan 

hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman,sementarakorban harus 

dilepas. 

Dikalangan para ulama terdapat  ijma‟  penjatuhan hukum hadd bagi 

pelaku pemerkosaan dengan hadd zina, sebagai berikut :104 

Al-Haafidh Ibnu „Abdil-Barr berkata : 

اٌّغزىشٖ اٌّغزصت اٌذذ اْ شٙذد اٌج١ٕخ ع١ٍٗ ثّب  [عٍٝ  ]ٚلذ أجّع اٌعٍّبء عٍٝ اْ 

٠ٛجت اٌذذ اٚ الش ثزٌه فبْ ٌُ ٠ىٓ فع١ٍٗ اٌعمٛثخ ٚلا عمٛثخ ع١ٍٙب ارا صخ أٗ 

 اعزىش٘ٙب ٚغٍجٙب عٍٝ ٔفغٙب ٚرٌه ٠عٍُ ثصشاخٙب ٚاعزغبصزٙب ٚص١بدٙب 

“Para ulama telah bersepakat diberlakukannya hadd bagi pelaku 

pemerkosaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya hadd 

atau si pelaku mengakui perbuatannya.Jika tidak memenuhi dua hal 

tersebut (adanya bukti atau pengakuan), maka baginya hukuman 

(ta‟zir).Tidak ada hukuman baginya (si wanita) apabila terbukti tidak 

menginginkannya dan dipaksa.Hal itu diketahui dengan suaranya, 

permintaan tolongnya, dan teriakannya” [Al-Istidzkaar, 7/146]. 
 

Al-Baajiy berkata : 
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 ْٓ َِ َٙب عٍََٝ  ِِضٍِْ َٙب صَذَاقُ  ْْ وَبَٔذْ دُشَّحً فٍََ َِخً فَئِ ْٚ أَ َْ دُشَّحً أَ ْْ رَىُٛ َ٘خُ ٌَب ٠َخٍُْٛ أَ ُّغْزَىْشَ اٌْ

ِٓ أَثِٟ  ِّٟ ثْ ْٓ عٍَِ َٞ عَ ِٚ َٚسُ َ٘تُ ا١ٌٍَّْشِ  َِزْ  َٛ ُ٘ َٚ  ُّٟ َٙزَا لَبيَ اٌشَّّبفِعِ َٚثِ ِٗ اٌْذَذُّ  َٚع١ٍََْ َٙب  َ٘ اعْزَىْشَ

 ُّٞ ْٛسِ َٚاٌضَّ َٚلَبيَ أَثُٛ د١َِٕفَخَ   ُٗ ْٕ ُٗ عَ ِٝ اٌٍَّ َْ اٌصَّذَاقِ: طَبٌِتٍ سَضَ ِٗ اٌْذَذُّ دُٚ ع١ٍََْ  

“Wanita yang diperkosa itu ada dua macam : merdeka atau budak. 

Apabila ia merdeka, maka baginya pemberian mahar mitsl dari orang 

yang memperkosanya, dan orang yang memperkosanya tersebut 

dijatuhi hadd. Inilah yang menjadi pendapat Asy-Syaafi‟iy dan Al-

Laits. Dan diriwayatkan hal tersebut dari „Aliy bin Abi Thaalib. Abu 

Haniifah dan Ats-Tsauriy berkata : „Ia dijatuhi hadd tanpa pemberian 

mahar” [Al-Muntaqaa, 4/21 – via Syaamilah]. 
 

Selanjutnya terdapat  hadis yang berkaitan dengan hal ini yaitu : 

 

ْٓ عَجْذِ  ِٓ أَسْطَبحَ، عَ ْٓ اٌْذَجَّبطِ ثْ ُّٟ، عَ َْ اٌشَّلِّ َّب ُٓ ع١ٍَُْ َّشُ ثْ َِعْ َٕب  ُٓ دُجْشٍ، دَذَّصَ ُّٟ ثْ َٕب عٍَِ دَذَّصَ

ِٗ، لَبيَ ْٓ أَث١ِ ِٓ دُجْشٍ، عَ ًِ ثْ َٚائِ  ِٓ ِٗ : " اٌْجَجَّبسِ ثْ ْٙذِ سَعُٛيِ اٌٍَّ ِْشَأَحٌ عٍََٝ عَ َ٘ذِ ا اعْزُىْشِ

ُٗ عٍََٝ اٌَّزِٞ  َِ َٚأَلَب َُ اٌْذَذَّ،  َٚعٍََّ  ِٗ ِٗ صٍَّٝ الُله ع١ٍََْ َٙب سَعُٛيُ اٌٍَّ ْٕ َُ فَذَسَأَ عَ َٚعٍََّ  ِٗ صٍَّٝ الُله ع١ٍََْ

ْٙشًا  َِ َٙب  ٌَ ًَ ُٗ جَعَ َّٔ ُْ ٠ُزْوَشْ أَ ٌََٚ َٙب،   أَصَبثَ

Telah menceritakan kepada kami „Aliy bin Hujr : Telah 

menceritakan kepada kami Ma‟mar bin Sulaimaan Ar-Raqiy, dari 

Hajjaaj bin Arthaah, dari „Abdul-Jabbaar bin Waail bin Hujr, dari 

ayahnya, ia berkata : “Ada seorang wanita yang diperkosa di jaman 

Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam. Lalu Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam membebaskannya dari hadd, namun 

menegakkannya bagi si pelaku pemerkosaan. Beliau tidak 

menyebutkan bahwa laki-laki itu memberikan padanya mahar” 

[Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 1453]. 
 

Setelah menyebutkan hadits di atas At-Tirmidziy menyebutkan satu 

fiqh : 

 ْْ ُْ، أَ ِ٘ َٚغ١َْشِ  َُ َٚعٍََّ  ِٗ ِّٟ صٍَّٝ الُله ع١ٍََْ ْٓ أَصْذَبةِ إٌَّجِ ِِ  ُِ ًِ اٌْعٍِْ ْ٘ ْٕذَ أَ َ٘زَا عِ ًُ عٍََٝ  َّ َٚاٌْعَ

َ٘خِ دَذٌّ ُّغْزَىْشَ  ١ٌَْظَ عٍََٝ اٌْ

“Para ulama dari kalangan shahabat Nabi shallallaahu „alaihi wa 

sallam dan selain mereka mengamalkan kandungan hadits ini, 

bahwasannya wanita yang dipaksa berzina tidak ditegakkan hadd” 

[Sunan At-Tirmidziy, 3/122]. 
 

Mafhum yang dapat diambil dari perkataan At-Tirmidziy ini 

bahwasannya para ulama dari kalangan shahabat Nabi  dan selain mereka 

tetap menegakkan hadd bagi pelaku selain dari wanita yang 



 
 

dipaksa/terpaksa; dan ini umum meliputi pelaku pemerkosaan. Jadi, At-

Tirmidziy mengkatagorikan pemerkosaan ini sebagai bagian dari perbuatan 

zina. 

Karena hukuman bagi pelaku perkosaan disamakan dengan pelaku 

zina, maka  untuk menetapkan hukuman yang tepat bagi pelaku perkosaan, 

terlebih dahulu harus memahami hal ihwal mengenai perzinaan.  

Dalam hukum Islam zina adalah hubungan kelamin antara  laki-laki 

dengan  perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan 

perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah 

pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum 

menikah sama sekali. Kata “zina” ini dikenakan baik terhadap seorang atau 

keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina 

bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu 

tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan 

lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, 

akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, 

meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah 

penyakit baik jasmani maupun rohani.105 

 

 

 

Zina dibagi menjadi dua yaitu :  
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1. Zina ghairumuhshan. 

Zina ghairu muhshan adalah zina yang dilakukan antara laki-laki 

dan perempuan yang  belum menikah. Hukuman untuk zina ghairu 

muhshan ada dua macam, yaitu :  

a. Didera seratus kali. 

Apabila jejeka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka 

dikenai hukuman dera seratus kali.Hal ini didasarkan kepada firman 

Allah :  QS. An-Nur (24) ayat  2. 

                 

               

   

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka 

deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera. Dan 

janganlah belas kasihan kamu kepadanya, mencegah kamu 

untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada 

Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman 

atas mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang mukmin”. 

 

b. Diasingkan selama satu tahun.106 

Dasar diberlakukan hukuman pengasingan adalah  hadis 

Ubadah ibnu Shamit : 

فبي سعٛي الله ص َ خزٚا عٕٝ لذ جعً الله : عٓ عجبدح اثٓ اٌصبِذ لبي 

جٍذ ِأح ٚٔفٝ عٕخ  (سٚاٖ ِغٍُ)اٌجىش ثبٌجىش جٍذ ِئبح ٚاٌشجُ . ٌٙٓ عج١لا

 ٚاٌض١ت  
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 Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikh Jinayah), 

(Bandung: Pustaka Imani, 1999), h. 29. 



 
 

“Dari Ubadah bin Ash Shamit ia berkata: Rasulullah 

sawbersabda : Ambillah dari diriku,  sesungguhnya Allah telah 

memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). 

Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan 

pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dengan janda, 

hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim)107 

 

Seperti yang disampaikan di depan, bahwa hukuman bagi pelaku 

perkosaan disamakan dengan pelaku zina, maka berdasarkan 

penjelasan diatas pelaku perkosaan yang berstatus belum pernah 

menikah (ghairu muhsan dalam jarimah zina) hukumannya ada dua 

yaitu : (a) didera seratus kali dan (b) diasingkan selama satu tahun 

berdasarkan  dalil-dalil yang telah disampaikan pada penjelasan 

tentang zina diatas. 

Pengasingan itu dilakukan sampai sejauh jarak kebolehan meng-

qashar shalat atau lebih, berdasarkan kemaslahatan yang 

dipandangperlu oleh seorang hakim yang adil. Tidak diperbolehkan 

kurang darijarak itu, karena tidak bisa dikategorikan safar dan tidak 

memenuhitujuan pengasingan, yaitu memberi pelajaran dan 

menjauhkannya darikeluarga dan negerinya.108 

 

2. Zina muhshan. 

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri). Hukuman 

untuk pelaku zina muhshan ini ada dua macam, yaitu : 
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a.  Dera seratus kali. 

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada Alquran surat al-

Nur (24) ayat 2 dan hadis yang telah dikemukakan diatas. 

b.  Rajam. 

Hukumanrajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari 

batu dan sejenisnya. Para ulama sepakat, bahwa hukuman yang 

dikenakan atas diri pelaku zina muhshan (janda, duda, laki-laki yang 

masih beristeri atau perempuan yang masih bersuami) adalah wajib 

dirajam sampai mati. Didasarkan atas dalil hadis Rasulullah saw : 

ارٝ سجً ِٓ اٌّغ١ٍّٓ سعٛي الله ص َ ٚ ٘ٛ فٝ : ٚ عٓ اثٝ ٘ش٠شح أٗ لبي 

فمبي . فبعشض عٕٗ فزٕذٝ رٍمبء ٚجٙٗ. فٕبداٖ ٠ب سعٛي الله أٟ ص١ٔذ. اٌّغجذ

فٍّب . ٠ب سعٛي الله ص١ٔذ فبعشض عٕٗ دزٝ ٔئزٝ راٌه عز١ٗ اسثع ِشاد: ٌٗ 

لا لبي : شٙذ عٍٝ ٔفغٗ اسثع شٙذاد دعٝ سعٛي الله ص َ أه ِجْٕٛ لبي 

  (سٚاٖ ِغٍُ)ٔعُ لبي سعٛي الله ص َ ار٘جٛ ثٗ فبسجّٖٛ : فًٙ ٘ذصٕذ لبي 

“Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. 

ketika beliau sedang berada di dalam masjid,laki-laki itu 

memanggil manggil Nabi seraya mengatakan : Hai rasulullah, 

aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan itu 

diulanginya sampai empat kali diulanginya itu, lalu beliaupun 

memanggilnya, seraya bertanya “apakah engkau ini gila?” 

“tidak”, jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi “apakah engkau 

ini orang muhshan?”. “Ya” jawabnya. Kemudian Nabi bersabda 

lagi “bawalah laki-laki ini dan langsung rajam olehmu sekalian”. 

(HR Muslim)109 
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 Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II, h. 160. 



 
 

Dengan demikian bagi pelaku perkosaan yang berstatus sudah 

pernah menikah (muhsan dalam jarimah zina), maka hukumannya ada 

dua yaitu,  (a) didera seratus kali, dan (b)  dirajam.110 

 

D. Tindak PidanaPembunuhan  Dalam Hukum Islam.  

1.  Pengertian pembunuhan. 

Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut dengan al-qatl(ًْاٌمَز).dan 

maknanya secara bahasa sebagaimana disebutkan di dalam kamus al-

Misbah al-Munir adalah :  

ُ٘ٛلفُ اٌشُٚحِ عْ  ِٗ صُ  ِ يٌ ٠َذْصًُ ثِ

“Perbuatan yang mengakibatkan terlepasnya nyawa”.
111

 

Menurut Munawir, pembunuhan merupakan bentuk masdar ًالز , 

dari fi‟il madhi ًلز   yang artinya membunuh.
112

 

Menurut ahli fiqh, seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, 

pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau 

perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan 

kemanusiaan.
113
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Sedangkan menurut Abdul Qadir „Audah, pembunuhan 

didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan 

nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.
114

 

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam 

jaraim qisas (tindakan pidana yang bersanksikan hukum qisas), yaitu 

tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita 

musibah dalam bentuk hilangnya nyawa. 

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan 

adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan 

hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja 

maupun tidak sengaja dan tentu dilarang oleh syara‟. 

2.  Hukuman pelaku pembunuhan dalam hukum Islam. 

Jarimah pembunuhan oleh hukum Islam dinyatakan sebagai 

perbuatan yang dapat dihukum atau mendapatkan sanksikarena  

merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara‟. Hal ini didasarkan kepada 

firman Allah dalam al-Quran antara lain surat al-Isra‟ (17) ayat 33 : 

                     

         

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.115 
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Larangan pembunuhan juga terdapat dalam beberap hadits 

Nabi,antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim : 

لا ٠ذً دَ اِشٜء ِغٍُ ٠شّٙذ اْ : لبي سعٛي الله ص َ : عٓ اثٓ ِغعٛد س ض لبي 

اٌض١ت اٌضأٝ ٚإٌفظ ثبٌٕفظ ٚاٌزبسن : لا اٌٗ اي الله ٚأٝ سعٛي الله اي ثبدذٜ صلاصخ 

(ِزفك ع١ٍٗ)ٌذ٠ٕٗ اٌّفبسق ٌٍجّبعٗ   

Dari Ibnu Mas „ud  r.a berkata, Rasulullah saw telah bersabda : 

“tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa 

tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, 

kecuali dengan salah satu tiga perkara : (1) Pezina Muhson, (2) 

Membunuh, dan (3) Orang yang meninggalkan agamanya yang 

memisahkan diri dari jama‟ah”. (Muttafaq alaih).116 

 

Dari beberapanash  diatas,  jelaslah bahwa pembunuhan merupakan 

perbuatan yang dilarang oleh syara‟ dan ajaran Islam melarang keras adanya 

pembunuhan, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara‟. 

3. Macam-macam jarimahpembunuhan dan hukumannya. 

a.  Pembunuhan sengaja (اٌمزً اٌعّذ). 

Pembunuhan sengaja,   Sayid Sabiq memberikan definisi  sebagai 

berikut : 

“Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang 

mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin 

keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut kebiasaan bisa 

membunuh (mematikan)”.117 

 

Dari  definisi tersebut dapat diambil kesimpulan atau intisari bahwa 

pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku 

perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia 
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menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang 

menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh 

tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Dalam hal ini alat 

digunakan membunuh adalah alat yang galibnya (lumrahnya) dapat 

mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam dan lain 

sebagainya.118 

Adapun hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 

sengaja menurut Abdul Qodir Audah dijelaskan berikut119 : 

1) Hukum pokok adalah Qishash dan kifarat. 

2) Hukuman pengganti ada tiga macam, yaitu : 

a) Membayar diat kepada wali korban. 

b) Puasa dua bulan berturut-turut. 

c) Ta‟zir.120  

3) Hukuman tambahan ada dua macam, yaitu : 

a) Penghapusan hak warisan. 

b) Penghapusan hak wasiat.121 

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (اٌمزً شجٗ اٌعّذ). 

Menurut Hanafiah, seperti dikutip oleh Abdul Qodir Audah, 

pembunuhan menyerupai sengaja adalah  pembunuhan dimana pelaku 
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sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau 

benda lain yang mengakibatkan kematian.122 

Menurut definisi ini, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki 

dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan.Unsur 

kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan.Unsur 

kekeliruan terlihat dari ketiadaan niat membunuh.Dengan demikian, 

pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan 

dalam berbuat. 

Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai 

sengaja ada dua macam, yaitu diat dan kifarat.Sedangkan hukuman 

pengganti yaitu ta‟zir.Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris 

dan wasiat. Pembunuhan mirip sengaja ini diharamkan, karena termasuk 

sikap melampaui batas (aniaya) dan zalim, berdasarkan firman Allah 

dalamAlquran surat alBaqarah (2) ayat190: 

            

  

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, 

(tetapi) janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”123 

 

c.  Pembunuhan karena kesalahan (اٌمزً اٌخطبء). 

Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana 

dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut : 
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“Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf 

melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti 

menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi 

kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan 

membunuhnya”.124 

 

Adapun hukumannya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan 

karena kekeliruan, adalah sebagai   berikut : 

1) Hukuman pokok adalah Membayar diyat dan kifarat. 

2) Hukuman tambahan adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat. 

 

E. Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 

7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp.Menurut Hukum Posisitif. 

Pemidanaan adalah suatu proses, sebelum proses itu berjalan  

perananhakim sangatlah penting. Hakim mengkonkritkan sanksi pidana yang 

terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa 

dalam kasus tertentu.Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-

hal yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan 

pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaaan baik yang terdapat di 

dalam maupun di luar Undang-Undang. 

Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi 

dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan 

pemidanaaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah 

seperti perkiraan orang, karena itu hakim diberikan kebebasan untuk 

menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya 

pidana sesuai dengan undang-undang. 
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Peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaaan 

tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam 

masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman 

yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Kebebasan hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan 

hakim dalam mengambil keputusan. 

Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan bahwa dalam memeriksa 

dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapannya dan 

putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat 

pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat 

dan benar. 

Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maka kebebasan 

hakim menjadi semakin besar atau dapat dikatakan hakim tidak hanya dapat 

menetapkan tentang hukumannya, tetapi hakim juga dapat menemukan hukum 

dan akhirnya menetapkannya sebagi putusan dalam suatu perkara. 

Kebebasan hakim dalam menetapkan hukuman harus melalui 

pembuktian, hal ini sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan 

dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut 

umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan 

penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. 



 
 

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif
125

  dapat 

dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang menetapkan,  

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.  

 

Kalimat tersebut menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada 

undang-undang (KUHAP) yaitu alat bukti yang syah tersebut dalam Pasal 184 

KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti 

tersebut. 

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka alat-alat bukti syah yang dapat 

digunakan hakim dalam menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan 

pelaku benar-benar merupakan tindak pidana adalah sebagai berikut: 

1.  Keterangan saksi, adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di sidang 

pengadilan. 

2. Keterangan ahli, adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau 

menyatakan kebenaran perkara disidang pengadilan. 

3. Surat, adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat 

keterangan tentang kejadian, keadaan yang didengar,dilihat atau yang 

dialami sendiri,disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan 

tersebut. 

4. Petunjuk, adalah perbuatan,kejadian atau keadaan,yang karena 

penyesuaiannyabaik antara yang satu dengan yang lainmaupun dengan 
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tindak pidana itu sendirimenandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana 

dan siapa pelakunya. 

5. Keterangan terdakwa, adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang 

perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri. 

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang 

menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh 

bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik 

dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan 

hal tersebut sekalipun penuntut umum tidak dapat membuktikannya. 

Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada 

alasan yang menghapus kesalahan,  maka hakim berkewajiban untuk memasuki 

masalahnya lebih dalam. Sesuai kode etik setiap hakim Indonesia mempunyai 

pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya, yaitu bahwa didalam 

persidangan seorang hakim: 

 Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara 

yang berlaku dengan memperhatikan azas-azas keadilan yang baik, yaitu: 

1. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (right to 

decision) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan 

dilarang menolak untuk mengadilinya. Kecuali ditentukan lain oleh 

undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas; 

2. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan 

yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, 



 
 

mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses 

pemeriksaan (a fair hearing); 

3. Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan 

pribadi atau pihak lain (no bias). 

4. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat 

dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang 

sisematis (Reasones and argumentation of decision). Argumentasi 

tersebut harus diawasi (Controleerbaarheid) dan diikuti serta dapat 

dipertanggungjawabkan (accountability) guna menjamin sifat 

 keterbukaan (Transparency) dan kepastian hukum (Legal 

Certainity) dalam proses peradilan. 

5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

 Tidak dibenarkan menunjukan sikap memihak atau bersimpati ataupun 

antipati kepada pihak-pihak yang berpekara, baik dalam ucapan maupun 

tingkah laku. 

 Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik 

dalam ucapan maupun perbuatan. 

 Harus menjaga kewibawaan dan kehidmatan persidangan antara lain serius 

dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun 

perbuatan. 

 Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. 

Berdasarkan norma hukum dan kode etik diatas  maka hakim dapat 

menyelesaikan perkara dengan baik dan menentukan keputusannya yang kelak 



 
 

harus dipatuhi oleh pihak yang berperkara. Berkaitan dengan keputusan 

Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp yang juga 

menjadi objek penelitian penulis
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 maka untuk mengetahui dasar 

pertimbangan hakim dan menganalisis putusan tersebut secara komprehensif, 

perlu dikemukakan pokok-pokok penting keputusan Pengadilan Negeri Curup 

Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp  sebagaimana terlampir. 

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri  Curup Nomor 

7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp. majelis hakim telah memutuskan hukuman bagi 

terdakwa dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) 

tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja 

masing-masing selama 6 (enam) bulan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Bengkulu, membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu 

rupiah).  Keputusan tersebut diambil tentunya setelah majelis hakim melakukan 

pertimbangan-pertimbangan secara yuridis, inilah yang akan penulis lakukan 

analisis yaitu apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

hukuman tersebut. 

Pertimbangan secara  yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan 

oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam 

putusan. Adapun pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam 

menjatuhkan keputusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp  akan diuraikan 

sebagai berikut : 
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1. Dakwaan jaksa penuntut umum. 

Sebuah keputusan hukum yang diputuskan oleh hakim tergantung 

kepada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Menurut 

hukum acara pidana, seperti yang termuat dalam Pasal 143 Ayat (1) 

KUHAP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981, surat dakwaan mempunyai 

peranan yang sangat penting karena surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa 

dalam kedudukannya sebagai penuntut umum menjadi dasar pemeriksaan 

disidang pengadilan, kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari 

putusan hakim (majelis hakim). Pasal 182 Ayat (4) KUHAP  berbunyi :   

“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat 

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di 

sidang”. 
 

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena 

berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan.Dakwaan selain 

berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang 

didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu 

dilakukan.Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim 

sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam 

menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu 

bahan pertimbangan.
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Dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp.ini jaksa 

penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan kumulatif. Dakwaan 
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kumulatif  yaitu dakwaan yang dibuat penuntut umum apabila tindak 

pidana yang dilanggar oleh seseorang terdiri dari beberapa tindak pidana 

dan kesemua tindak pidana harus dibuktikan satu demi satu, dimana tindak 

pidana ini yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri.
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Dalam dakwaan tersebut penuntut umum mendakwa para  terdakwa 

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau orang lain secara bersama-sama dan melakukan kekejaman, kekerasan 

atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang 

mengakibatkan anak mati,melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 

76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP 

jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP Dan Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP. 

Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 berbunyi : 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain”. 

 

Pasal 81 Ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2014 berbunyi : 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”. 
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Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP : 

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, 

yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan 

perbuatan”. 

 

Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP berbunyi :  

(1) “Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang 

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan 

beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang 

sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana 

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum 

pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh 

lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah 

sepertiga” 

 

Pasal 80 Ayat (3)UU RI No. 35 Tahun 2014 : 

“Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mati, 

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga 

milyar rupiah)”. 
 

Dengan adanya dakwaan dari penuntut umum maka salah satu dasar 

pertimbangan yuridis bagi hakim sudah terpenuhi.  

2. Keterangan saksi. 

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam 

menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat 

dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu 

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,ia lihat sendiridan ia alami sendiri 

serta harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat 

sumpah. 

Hakim mempertimbangkan keterangan saksi merupakan hal yang 

wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana 



 
 

yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, 

keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya 

dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim 

mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum. 

Pada keputusan tersebut majelis hakim sudah mendengar 

keterangan para saksi dan saksi sebagai pelaku, yaitu : 1. Yakin bin Nasir 

(bapak kandung korban),2. Yana binti Japri (ibu kandung 

korban),3.Dahlan Als Jarot Bin Zainal Arifin (Para anak pelaku 1), 4. Dedi 

Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin (Para anak pelaku 2), 5. Alfiansyah 

Als Yan Bin Lishar (Para anak pelaku 3), 6.  Febri Yansyah Saputra As 

Febri Bin Azam (Para anak pelaku 4), 7. Suprianto Als Supri Bin Aji Sani 

(Para anak pelaku 5),  8. Erik Gustiawan As Erik Bin Anwar (Para anak 

pelaku 6) dan 9. Sulaiman Syah Als Eman Bin Samsul (Para anak pelaku 

7). 

Dengan didengarnya keterangan para saksi dalam persidangan 

maka majelis hakim telah memenuhi unsur pertimbangan secara yuridis. 

3. Keterangan terdakwa. 

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, 

digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang 

dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau 

yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. 

Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan 

atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan 



 
 

penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. 

Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan 

baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. 

Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya 

merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun 

penuntut umum. 

Pada keputusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp majelis 

hakim telah mendengarkan keterangan para terdakwa di depan sidang 

yaitu 1.  Dahlan Als Jarot Bin Zainal Arifin,  2.  Dedi Hendra Muda Als 

Edit Bin Armanudin, 3 Alfiansyah Als Yan Bin Lishar,4.  Febri Yansyah 

Saputra Als Febri Bin Azam,  5.  Suprianto Als Supri Bin Aji Sani,  6.  

Erik Gustiawan Als Erik Bin Anwar Dan 7.  Sulaiman Syah Als Eman Bin 

Samsul. 

Keterangan para terdakwa yang disampaikan di dalam sidangyaitu 

yang mana pada pokoknya sama dengan apa yang telah dikemukakan oleh 

penuntut umum, sama pula seperti yang disampaikan para saksi pelaku. 

Terhadap dakwaan jaksa penuntut umum para terdakwa dan penasehat 

hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan. 

Dengan telah didengarkan keterangan para terdakwa dengan 

demikian salah satu unsur pertimbangan yuridis telah dilaksanakan oleh 

majelis hakim. 

4. Barang-barang bukti. 



 
 

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila 

penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, 

kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam 

pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun 

kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan 

membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa 

atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.
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Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan 

menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin 

apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para 

saksi. 

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh 

hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang 

dilakukan oleh terdakwa. 

Dalam putusan perkara Nomor Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp 

barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut : 

1. 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka yang sudah robek. 

2. 1 (satu) lembar rok sekolah pramuka. 

3. 1 (satu) buah tas sandang warna pink yang berisikan buku pelajaran. 

4. 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang sudah terpotong. 

5. 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam. 
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6. 1 (satu) buah baju dalam (singlet) warna hitam. 

7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan list warna hijau. 

8. Surat hasil Visum Et Repertum No. 87/PKM/PUT/IV/2016 yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Rejang Lebong, Dinas Kesehatan 

Padang Ulak Tanding Tanggal 18 April 2016 dengan dokter pemeriksa 

dr. Ahmad Aidilah NIP 19670123199803001. 

9. 8 (delapan) lembar fotokopi Ijazah dan Akta Kelahiran atas nama para 

terdakwa dan korban. 

5. Keterangan orang tua. 

Dalam persidangan tersebut majelis hakim telah pula mendengar 

keterangan dari para orang tua para anak pelaku. Hal ini berdasarkan Pasal 

60 Ayat 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, pada pokoknya menyatakan sebelum menjatuhkan putusan, hakim 

memberikan kesempatan kepada para orang tua  para anak pelaku untuk 

mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
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 Orang tua para  anak 

pelaku dalam keputusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp 

menyampaikan di persidangan bahwa pada pokoknya bapak/ ibu  para 

anak pelaku masih sanggup untuk membina para  anak pelaku, bapak/ ibu 

para  anak pelaku menyerahkan seluruh keputusan kepada hakim dan 

meminta keringanan hukuman. 

6. Laporan pembimbing kemasyarakatan. 
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Majelis hakim juga telah menerima laporan pembimbing 

kemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) UU No. 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hakim 

wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari 

pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan 

perkara.Dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap para anak 

pelaku tanggal 21 dan 22 April 2016 merekomendasikan jika para  anak 

pelaku terbukti bersalah maka para  anak pelaku dapat diberikan pidana 

penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Bengkulu 

dengan alasan akibat perbuatan  para anak pelaku telah menyebabkan 

korban meninggal dunia, antara  para anak pelaku dengan pihak korban 

tidak ada perdamaian dan diharapkan para  anak pelaku setelah menjalani 

pidana dan mendapat pembinaan pembinaan dari petugas, para  anak 

pelaku akan menjadi anak yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian diatas maka  yang menjadi dasar pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp 

adalah antara lain : dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan 

terdakwa, barang bukti, keterangan orang tua, laporan pembimbing 

kemasyarakatan. Dengan demikian keputusan yang telah diambil oleh majelis 

hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, khususnya KUHAP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan UU 

RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 



 
 

Selanjutnya penulis akan menganalisis hukuman pidana yang telah 

dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yaitu hukuman pidana penjara 

masing-masing 10 (sepuluh) tahun,  pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan 

dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)  dikaitkan  

dengan  ketentuan hukuman yang ada dalam hukum positif.  

Terlebih dahulu penulis akan telusuri dari analisa majelis hakim 

terhadap pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa karena berdasarkan 

dakwaan penuntut umum yang dibuat secara kumulatif, maka sebagai 

konsekuensinya hakim harus meneliti satu persatu pasal-pasal yang 

disangkakan apakah ada keterkaitannya dengan terdakwa dengan 

menganalisis unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal tersebutyaitu sebagai 

berikut : 

1. Setiap orang; 

2. Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; 

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 

melakukan perbuatan; 

4. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan 

atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak; 

5. Dalam hal anak tersebut mati. 

Unsur setiaporang. 

Unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia 

sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di 



 
 

depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana. 

Seseorang dikatakan "anak" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 1 adalah apabila seseorang tersebut 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

Berdasarkan bukti surat (ijazah dan Akta Kelahiran)  anak pelaku 1 

saat itu berumur 17 tahun, anak pelaku 2 berumur 17 tahun,  anak pelaku 3 

berumur 17 tahun,  anak pelaku 4 berumur 17 tahun,  anak pelaku 5 berumur 

16 tahun,  anak pelaku 6 berumur 16 tahun dan  anak pelaku 7 berumur 17 

tahun, maka untuk saat itupara anak pelaku masih berumur antara 16 tahun 

sampai dengan 17 tahun. Jadi para pelaku dan korban menurut undang-

undang dikategorikan masih anak. Oleh karena itu  penggunaan kata “pelaku” 

dan “korban” selalu didahului dengan kata “anak” sehingga digunakan kata 

“anak pelaku” dengan maksud pelaku dan “anak korban” dengan maksud 

korban. 

Selama persidangan telah dihadapkan para anak pelaku bernama 

Dahlan Als Jarot Bin Zainal Arifin ( anak pelaku 1), Dedi Hendra Muda Als 

Edit Bin Armanudin ( anak pelaku 2), Alfiansyah Als Yan Bin Lishar ( anak 

pelaku 3), Febri Yansyah Saputra As Febri Bin Azam ( anak pelaku 4), 

Suprianto Als Supri Bin Aji Sani ( anak pelaku 5), Erik Gustiawan As Erik 

Bin Anwar ( anak pelaku 6) dan Sulaiman Syah Als Eman Bin Samsul ( anak 

pelaku 7). 



 
 

Berdasarkan keterangan  diatas  unsur pertama yaitu "setiap orang" 

telah terpenuhi. 

Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain. 

Yang dimaksud dengan 'kekerasan' berarti menggunakan kekerasan 

fisik atau tenaga misalnya menendang, memukul, menarik atau mendorong 

paksa tubuh korban atau sebagiannya dengan kata lain kekuatan fisik tadi 

telah mengenai atau menyentuh fisik korban, sedangkan yang dimaksud 

dengan „ancaman kekerasan' berarti dengan menggunakan kata atau ucapan 

atau gerak- gerik yang belum menyentuh fisik. Menurut Prof. MR. Roeslan 

Saleh, yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP “dengan menggunakan 

kekerasan” adalah : 

“menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya 

perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah 

keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun 

rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi, maka apabila 

perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi 

kekerasan.
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Yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut R. Soesilo adalah 

peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa 

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi aggota kemaluan laki-laki harus 

masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air 

mani.
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Dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif 

yakni perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

Konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah 

apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut 

terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi 

perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi. 

Berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan para anak pelaku dan 

dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum 

bahwa memang benar  para anak pelaku bernama Dahlan Als Jarot Bin Zainal 

Arifin (anak pelaku 1), Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin (anak 

pelaku 2), Alfiansyah Als Yan Bin Lishar (anak pelaku 3), Febri Yansyah 

Saputra Als Febri Bin Azam (anak pelaku 4), Suprianto Als Supri Bin Aji 

Sani (anak pelaku 5), Erik Gustiawan Als Erik Bin Anwar (anak pelaku 6) 

dan Sulaiman Syah Als Eman Bin Samsul (anak pelaku 7) telah melakukan 

persetubuhan dengan telah dilakukannya peraduan antara anggota kemaluan 

laki-laki para anak pelaku serta pelaku yang lain dengan kemaluan anak 

korban, yaitu dimasukkannya anggota alat kemaluan laki-laki milik para anak 

pelaku, saksi Zainal, saksi Tomi, saksi Faisal, saksi Suket dan saksi Masbobi, 

serta Firman dan Jafar ke dalam vagina anak korban Yuyun, hingga mereka 

merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma. Persetubuhan yang dilakukan 

para anak pelaku bersama-sama dengan pelaku yang Iain dilakukan oleh 

masing-masing pelaku sebanyak 2 (dua) kali dan persetubuhan tersebut 



 
 

dilakukan tidak hanya melalui lubang vagina anak korban, akan tetapi untuk  

anak pelaku 1 Dahlan dan  anak pelaku 7 Eman melakukan persetubuhan 

yang kedua melalui lubang dubur anak korban. Pada saat para anak pelakudan 

pelaku yang lain menyetubuhi anak korban, anak korban dalam keadaan 

pingsan. 

Sebelum dilakukannya persetubuhan tersebut, para anak pelaku dan 

pelaku yang lain telah menggunakan kekerasan fisik berupa melakukan 

pemukulan terhadap anak korban Yuyun dengan menggunakan sebatang kayu 

karet, serta mencekik anak korban Yuyun hingga anak korban Yuyun tidak 

mempunyai daya, sehingga para anak pelaku dan pelaku yang lainnya dapat 

melaksanakan apa yang dikehendakinya (yaitu menyetubuhi anak korban) 

dan setelah apa yang dikehendaki para  anak pelaku dan pelaku lainnya 

terlaksana, anak korban dicekik dan dipukul kembali oleh saksi Zainal hingga 

anak korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum. 

Oleh karena unsur ke-2 tersebut bersifat alternatif, maka dengan 

terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu dilarang melakukan 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur 

ke-2 ini. 

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 

serta melakukan perbuatan. 



 
 

Unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila 

salah satu saja dari sub unsur perbuatan tersebut diatas terpenuhi maka unsur 

ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan. 

Orang yang turut melakukan (medepleger), dalam arti kata "bersama-

sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang 

melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa 

pidana itu.Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan 

perbuatan pelaksana, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana 

itu. 

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat 

diketahui bahwa para  anak pelaku yaitu  anak pelaku 1 Dahlan Als Jarot Bin 

Zainal Arifin,  anak pelaku 2 Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin,  

anak pelaku 3 Alfiansyah Als Yan Bin Lishar,  anak pelaku 4 Febri Yansyah 

Saputra Als Febri Bin Azam,  anak pelaku 5 Suprianto Als Supri Bin Aji 

Sani,  anak pelaku 6 Erik Gustiawan Als Erik Bin Anwar Dan  anak pelaku 7 

Sulaiman Syah Als Eman Bin Samsul telah melakukan dan turut serta 

melakukan persetubuhan terhadap anak korban Yuyun dan telah turut serta 

melakukan kekerasan dalam rangka memperlancar terjadinya persetubuhan 

tersebut dimana  para anak pelaku tidak ada yang berusaha menghentikan 

perbuatan tersebut. 

Karena unsur ke-3 tersebut bersifat alternatif, maka dengan 

terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu yang melakukan dan 



 
 

yang turut serta melakukan, maka perbuatan terdakwa tersebut telah 

memenuhi rumusan unsur ke-3 ini. 

Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. 

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para anak pelaku, 

dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum 

dilakukannya persetubuhan terhadap anak korban,  anak pelaku 2 Dedi dan 

pelaku lainnya telah melakukan kekerasan fisik berupa menarik tangan anak 

korban,  ketika anak korban memberontak dan berusaha melepaskan diri, 

anak korban dibekap mulutnya, lalu anak korban dicekik oleh  anak pelaku 2 

Dedi, selanjutnya anak korban dipukul kepalanya dengan dahan pohon karet 

oleh saksi Zainal, setelah itu anak korban disetubuhi oleh 14 (empat belas) 

orang  pelaku secara bergiliran masing-masing 2 (dua) kali, kemudian untuk 

menutupi perbuatannya agar anak korban tidak dapat bercerita tentang 

kejadian tersebut, saksi Zainal mencekik anak korban dan juga memukul 

kembali kepala anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Anak korban Yuyun pada 

saat kejadian berumur 13 tahun.  Para anak pelaku dan pelaku lainnya antara 

satu dan lainnya tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut. 

Berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim anak berpendapat 

bahwa terhadap Yuyun yang masih anak-anak telah dilakukan suatu 

kekerasan, dimana walaupun hanya  anak pelaku 2 Dedi dalam perkara ini 

yang turut serta melakukan kekerasan secara aktif, akan tetapi para anak 

pelaku yang lain telah menempatkan anak korban Yuyun dan membiarkan 



 
 

pelaku yang lainnya melakukan kekerasan terhadap anak korban Yuyun, 

dimana tidak ada para anak pelaku yang berusaha menghentikan perbuatan 

kekerasan yang dilakukan pelaku lainnya terhadap anak korban. 

Unsurdalam hal anak tersebut mati. 

Setelah anak korban Yuyun dipukul kepalanya kemudian pingsan dan 

selama dalam kondisi pingsan tersebut anak korban telah disetubuhi 14 

(empat) belas orang pelaku, selanjutnya anak korban Yuyun dicekik dan 

dipukul lagi dibagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi Zainal, 

hingga anak tersebut meninggal dunia dan mayatnya disembunyikan di jurang 

oleh para pelaku. 

Kemudian sesuai dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum 

dengan kesimpulan pemeriksaan mayat seorang perempuan sudah keadaan 

busuk dan kaku mayat, mayat diperkirakan mengalami kekerasan seksual, 

penyebab kematian tidak bisa di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan 

dalam (autopsi).Dari pemeriksaan kepala (dari mata kanan dan kiri, telingga 

kanan dan kiri lubang hidung kanan dan kiri serta mulut keluar banyak ulat 

belatung), anggota gerak atas (dalam keadaan terikat menyilang kaki kanan), 

alat kelamin (dari dubur dan alat kelamin) keluar banyak ulat belatung, liang 

alat kelamin vagina bagian bawah ada robekan sampai ke lubang dubur 

dengan pinggiran tidak rata. 

Berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim anak berpendapat 

bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para anak pelaku dan pelaku lainnya 



 
 

terhadap anak korban Yuyun telah mengakibatkan anak korban Yuyun 

meninggal dunia. 

Unsur ke-5 ini telah terbukti oleh perbuatan para anak pelaku. 

Oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Jo Pasal 76. C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP dan  Pasal 81 Ayat (1) 

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No.  35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-l KUHP jo Pasal 65 

Ayat (1) dan (2) KUHPtelah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka majelis 

hakim memutuskan bahwa para   terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan 

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 

dan menempatkan, membiarkan, turut serta melakukan kekerasan terhadap 

anak yang menyebabkan anak mati", sebagaimana dalam dakwaan penuntut 

umum.  Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para anak pelaku  oleh 

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun 

di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada Lembaga 

Pemasyarakatan Klas Il A Bengkulu, pelatihan kerja masing-masing selama 6 



 
 

(enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu 

rupiah). 

Apabila ditinjau dari  beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu 10 

(sepuluh) tahun penjara, maka penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa 

pada keputusan nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp menurut penulis bila 

dikaitkan dengan Pasal  80 Ayat (3) Pasal 81 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 80 

Ayat (3) menjelaskan hukuman pelaku kekerasan terhadap anak hingga 

korban mati dimana sanksi pidananya maksimal 15 tahun penjara tanpa angka 

minimal dan denda maksimal  Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanpa 

angka minimal, sedangkan Pasal 81 Ayat (1) menjelaskan maksimal hukuman 

bagi pelaku perkosaan terhadap anak hingga korban mati yaitu minimal 5 

tahun maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,- 

(lima milyar rupiah) tanpa angka minimal. Sebab perbuatan pidana yang telah 

dilakukan  para anak pelaku merupakan perbarengan tindak pidana 

(concorsus/ samenloof) yaitu perbuatan memperkosa dan membunuh maka 

hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah yang paling berat 

ditambah dengan sepertiganya. Mengenai perbarengan ini Pasal 65 Ayat (1) 

dan (2) KUHP mengatakan : 

(1) “Dalam hal perbarengan beberapaperbuatan yang harus 

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 

merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana 

pokok yang sejenis, maka dijatuhkan  hanya satu pidana; 

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum 

pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh 

lebih dari pada maksimum pidana yang terberat ditambah 

sepertiga;” 



 
 

 

 Selanjutnya majelis hakim juga menerapkan Pasal 81 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang mengatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada 

anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara 

bagi orang dewasa. Mengacu kepada ketentuan Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 

81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka hukuman terdakwa 

bila diterapkan hukuman maksimal  adalah  15 tahun penjara ditambah 

sepertiga yaitu 5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara, oleh karena para 

terdakwa masih anak-anak maka kemudian disesuaikan dengan Pasal 81 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatas sehingga hukuman penjara 

20 tahun dikurangi ½ (seper dua) maka hukuman yang patut bagi terdakwa 

adalah 10 (sepuluh) tahun penjara. Berdasarkan analisa ini maka penulis 

berpendapat bahwa hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun yang dijatuhkan 

majelis hakim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam hukum positif khususnya KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. 

Namun penulis sedikit berbeda pendapat dengan  hukuman  6 (enam) 

bulan pelatihan kerja bagi terdakwa. Keputusan majelis hakim ini tentunya 

berdasarkan tuntutan penuntut umum yaitu subsider 6 (enam) bulan pelatihan 

kerja. Seharusnya penuntut umum mendakwakan pelaku Pasal 78 Ayat (2) 

dengan  hukuman pelatihan kerja  maksimal sehingga majelis hakim dapat 

menerapkan hukuman maksimal terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) tahun 

pelatihan kerja. Hal ini berdasarkan Pasal 71 dan 78 Ayat (2) Undang-



 
 

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 

71 berbunyi : 

(1)  pidana pokok bagi anak terdiri atas 

a. Pidana peringatan; 

b. Pidana dengan syarat : 

1) pembinaan diluar lembaga 

2) pelayanan masyarakat atau 

3) pengawasan. 

c. pelatihan kerja; 

d. pembinaan dalam lembaga; dan 

e. penjara. 

 

Pasal 78 Ayat (2) berbunyi “pidana pelatihan kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling 

lama 1 (satu) tahun.  

Dengan pidana pelatihan kerja yang lebih lama diharapkan akan 

memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat mengingat 

perkosaan yang dibarengi pembunuhan dilakukan secara sadis dan kejam. 

Pelatihan kerja 1 (satu) tahun akan memungkinkan bagi pelaku memiliki 

banyak waktu untuk belajar dan melatih keterampilan sehingga apabila keluar 

nanti pelaku memiliki skill dan keterampilan yang dapat digunakan untuk 

hidup mandiri dan bersosialisasi dengan masyarakat sebagai warga negara 

yang baik.  

Penulis juga melihat hukuman membayar biaya perkara kepada pelaku 

masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tidak memiliki nilai 

ekonomis dan manfaat  karena Rp. 2.000,- untuk zaman sekarang ini jumlah 

yang sangat kecil untuk sebuah biaya perkara, keputusan majelis hakim 

merupakan hukuman yang tidak rasional dan terkesan tidak bermanfaat. Oleh 



 
 

karena itu menurut penulis majelis hakim sebaiknya menetapkan hukuman 

membayar biaya perkara sesuai dengan perkiraan kebutuhan biaya tersebut 

apabila para terdakwa tidak mampu dapat diganti dengan hukuman penjara. 

Atau para terdakwa tidak dibebankan dengan biaya perkara karena biaya 

perkara dibiayai oleh negara, sehingga keputusan tersebut tidak dianggap 

sebagai keputusan yang sia-sia. 

Selanjutnya penulis akan menganalisis  keputusan Pengadilan Negeri 

Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp menurut hukum Islam. Bahwa  

berdasarkan bukti surat dalam keputusan tersebut para anak pelaku perkosaan  

masih berumur antara 17 sampai dengan18 tahun   yaitu  anak pelaku 1  

berumur 17 tahun,  anak pelaku 2 berumur 17 tahun,  anak pelaku 3 berumur 

17 tahun,  anak pelaku 4 berumur 17 tahun,  anak pelaku 5 berumur 16 tahun,  

anak pelaku 6 berumur 16 tahun, dan  anak pelaku 7 berumur 17 tahun, maka 

dalam penyebutan pelaku dipakai kata “anak” sehingga menjadi “para anak 

pelaku”.  Pelaku dianggap masih “anak” seperti dalam keputusan tersebut 

berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak 

pada Pasal 1 Angka 1 adalah apabila seseorang tersebut belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
133

 

Tentang pelaku dianggap masih anak tersebut, hal ini ada perbedaan 

bila ditinjau dari pandangan hukum Islam. Menurut hukum Islam, seseorang 

dikategorikan  “anak” bila belum berumur 15 tahun, sebaliknya seseorang 

sudah dianggap bukan anak atau baligh (dewasa) bila sudah berusia  15 tahun 
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atau lebih, telah keluar air mani dan telah mengalami menstruasi bagi 

perempuan. Ketentuan ini berdasarkan hadist nabi Muhammad saw dan 

pendapat para ulama (ijma‟) antara lain, 

1. Hadis nabi Muhammad saw : 

 

ُٓ أَسْثَعَ عَشّْشَحَ  َٔب اثْ َٚأَ ََ أُدُذٍ فِٟ اٌْمِزَبيِ،  ْٛ ٠َ َُ َٚعٍََ  ِٗ عَشَضَِٕٟ سَعُٛيُ الِله صٍََٝ الُله ع١ٍََْ

ّْظَ عَشّْشَحَ عََٕخً، فَأَجَبصَِٟٔ، لَبيَ  ُٓ خَ َٔب اثْ َٚأَ ْٕذَقِ،  ََ اٌْخَ ْٛ َٚعَشَضَِٕٟ ٠َ ُْ ٠ُجِضِْٟٔ،  عََٕخً، فٍََ

َ٘زَا اٌْذَذ٠ِشَ، فَمَبيَ :َٔبفِعٌ  ُٗ َِئِزٍ خ١ٍَِفَخٌ، فَذَذَصْزُ ْٛ ٠َ َٛ ُ٘ َٚ ِٓ عَجْذِ اٌْعَض٠ِضِ  َّشَ ثْ ِْذُ عٍََٝ عُ : فَمَذِ

َٚاٌْىَج١ِشِ» َٓ اٌصَغ١ِشِ  َ٘زَا ٌَذَذٌ ث١َْ  َْ إِ  

”Rasulullah shallallaahu ‟alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut 

serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. 

Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau 

menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku 

telah mencapai lima belas tahun.  Beliau pun memperbolehkanku”. 

Nafi' (perawi hadis ini) berkata : "Aku menghadap Umar bin Abdul 

Aziz, pada saat itu beliau menjabat sebagai khalifah, lalu aku 

menceritakan hadis ini, lalu beliau (Umar bin Abdul Aziz) berkata : 

"Sesungguhnya ini adalah batas antara orang yang masih kecil dan 

sudah dewasa". (Shahih Bukhari, no.2664 dan Shahih Muslim, 

no.1868)
134

 

 

2. Mazhab Syafi‟i dan Hambali berpendapat bahwa seseorang dianggap 

sudah dewasa (baligh) apabila sudah ada pada dirinya salah satu ciri-ciri,  

1) Telah sampai umur 15 tahun 

2) Telah keluar mani bagi laki-laki 

3) Telah keluar darah kotor (haidh) bagi perempuan. 

3. Imam Nawawi berpendapat bahwa hadist yang diriwayatkan oleh 

Abdullah bin Amir diatas merupakan dalil bahwa batasan baligh adalah 

umur 15 tahun. Dengan sempurnanya umur 15 tahun seseorang sudah 
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dihukumi mukallaf meskipun belum pernah mimpi basah, maka hukum-

hukum menyangkut kewajiban ibadah dan lainnya mulai diberlakukan 

baginya. 

4. Imamiyah menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun, 

sedangkan anak perempuan 9 tahun,  tidak ada penafsiran usia maksimum 

dan minimum bagi laki-laki maupun perempuan. 

5. Imam as-Subki menjelaskan hikmah ditetapkannya umur 15 tahun sebagai 

batasan umur baligh karena pada umur itulah bangkit dan menguatnya 

syahwat seksual, begitu juga syahwat dalam hal-hal lain seperti makanan.  

6. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia 

telah bermimpi, dengan kata lain sudah baligh. Salah satu tanda baligh itu 

adalah telah sampai umur 15 tahun seperti hadist  riwayat dari Ibnu Umar.  

7. Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa 

laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ihtilam 

dan belum pernah hamil.
135

 

8. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa jumhur fuqaha  berpendapat, kedudukan 

anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya 

yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.
136

 

9. Sedangkan menurut pengarang kitab Fathul Mu‟in, Zainuddin bin 

Muhammad al Ghozaly al Malibary, usia baligh yaitu setelah sampai 

batastepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah 

mengeluarkan airmani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal 

ini adalah setelah usiasempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut 
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kelamin yang lebat sekiramemerlukan untuk dipotong dan adanya rambut 

ketiak yang tumbuh melebat.
137

 

10. Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tandabaligh atau dewasa ada tiga, yaitu: 

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki danperempuan. 

2.  Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki. 

3.  Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan 

tahun.
138

 

11. Sedangkan menurut kebanyakan paraulama‟ termasuk pula sebagian 

ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telahmencapai usia 15 tahun 

baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.Pada umumnya saat 

itulah perkembangan kemampuan akal seseorangcukup mendalam untuk 

mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antarayang bermanfaat 

dan yang memudlaratkan, sehingga telah dapat mengetahuiakibat-akibat 

yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.
139

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat difahami bahwa seseorang yang 

sudah baligh atau dewasa  adanya salah satu tanda-tanda  yaitu : 

1.  Sudah berusia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan, 

2.  Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki, 

3.  Haid (menstruasi) bagi perempuan. 
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Jadi, bila ditinjau dari hukum Islam pelaku perkosaan dalam keputusan 

No. 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp bukan lagi dikategorikan “anak” tetapi 

sudah dianggap dewasa sehingga patut dibebankan hukuman kepadanya 

sebagaimana hukuman yang selayaknya bagi orang dewasa karena pelaku 

perkosaan sudah berumur 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) 

tahun, pada perkosaan tersebut para pelaku sudah mengeluarkan sperma dari 

kemaluannya dan sudah merasakan klimaks. Keadaan dan usia demikian 

menurut hukum Islam disebut balighyaitu seseorang yang sudah sempurna 

akal dan fisiknya sehingga dapat membedakan yang baik dan yang buruk, 

sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan hukum dan dapat 

mempertanggungjawabkan semua perbuatannya (mukallaf).  

Selanjutnya penulis akan kemukakan hukuman pelaku perkosaan 

sebagai mana dalam keputusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp dilihat 

dari hukum Islam. 

Sebagaimana yang penulis kemukakan pada Bab sebelumnya bahwa 

perkosaan menurut Hukum Islam adalah tindak pidana kejahatan (jarimah) 

yang diancam dengan hukuman had karena dapat diartikan sebagai perbuatan 

zina.
140

 Para fuqaha telah sepakat bahwa  hukuman yang dijatukan kepada 

pelaku perkosaan adalah sama dengan yang dijatuhkan kepada pelaku zina. 

Tidak dibedakan apakah laki-laki dan perempuan yang melakukan zina sudah 

menikah atau belum, kedua pelaku baik laki-laki dan perempuan sama-sama 

mendapat hukuman, akan tetapi dibedakan kepada korban perempuan 
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perkosaan tidak dijatuhkan hukuman apapun karena dalam keadaan dipaksa 

untuk melakukan hubungan badan. Ketentuan  ini berdasarkan hadis 

Rasulullah saw : 

اْ اِشاح خشجذ عٍٟ عٙذ سعٛي الله صً الله ع١ٍٗ ٚعٍُ رش٠ذ اٌصلا ح فزٍمٙب 

سجً فزجٍٍٙب فمضٟ دبجزٗ ِٕٙب فصبدذ أطٍك ِٚش ع١ٍٙب  سجً فمبٌذ اْ داٌه 

اٌشجً فعٍٟ ثٟ وذا ٚوذا فبٔطٍمٛا فبْخذٚا اٌشجً اٌذٜ ظٕذ أٗ ٚلع ع١ٍٙب ٚاْرٛ٘ب 

فمبٌذ ٔعُ ٘ٛ ٘ذا فبْرٛاثٗ سعٛي الله صً الله ع١ٍٗ ٚعٍُ فٍّب  اِشثٗ ١ٌشجُ لبَ 

صبدجٙب اٌذٜ ٚلع ع١ٍٙب فمبي ٠بسعٛي الله أب صبدجٙب  فمبي ٌٙب اد٘جٟ فمذ غفشالله 

ٌه ٚلبي ٌٍشجً اٌذٜ ٚلع ع١ٍٙب اسجّٖٛ ٚلبي ٌمذ ربة رٛثخٌٛربثٙب اً٘ اٌّذ٠ٕخ 

.ٌمجً ُِٕٙ  

“Suatu hari, ada seorang perempuan pada masa Nabi saw yang keluar 

rumahhendak melakukan shalat di masjid. Di tengah jalan, ia dijumpai 

seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya (dibawa ke 

suatu tempat) untuk berhubungan intim. Si perempuan menjerit, dan 

ketika selesai memperkosa, si laki-laki lari. Kemudian lewat beberapa 

orang Muhajirin, ia mengatakan: "Lelaki itu telah memperkosa saya". 

Mereka mengejar dan menangkap laki-laki tersebut yang diduga telah 

memperkosanya. Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia 

berkata: "Ya, ini orangnya". Mereka dihadapkan kepada Rasulullah 

Saw. Ketika hendak dihukum, si laki-laki berkata: "Ya Rasul, saya yang 

melakukannya". Rasul berkata kepada perempuan: "Pergilah, Allah 

telah mengampuni kamu". Lalu kepada laki-laki tersebut Nabi 

menyatakan suatu perkataan baik (apresiatif terhadap pengakuannya) 

dan memerintahkan: "Rajamlah". Kemudian berkata: "Sesungguhnya ia 

telah bertaubat, yang kalau saja taubat itu dilakukan seluruh penduduk 

Madinah, niscaya akan diterima". 
 

Dikalangan para ulama terdapat  ijma‟  penjatuhan hukumanhadd bagi 

pelaku pemerkosaan dengan hadd zina, sebagai berikut :
141

 

Al-Haafidh Ibnu „Abdil-Barr berkata : 
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اٌّغزىشٖ اٌّغزصت اٌذذ اْ شٙذد اٌج١ٕخ  [عٍٝ  ]ٚلذ أجّع اٌعٍّبء عٍٝ اْ 

ع١ٍٗ ثّب ٠ٛجت اٌذذ اٚ الش ثزٌه فبْ ٌُ ٠ىٓ فع١ٍٗ اٌعمٛثخ ٚلا عمٛثخ ع١ٍٙب ارا 

 صخ أٗ اعزىش٘ٙب ٚغٍجٙب عٍٝ ٔفغٙب ٚرٌه ٠عٍُ ثصشاخٙب ٚاعزغبصزٙب ٚص١بدٙب 
 

“Para ulama telah bersepakat diberlakukannya hadd bagi pelaku 

pemerkosaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya hadd 

atau si pelaku mengakui perbuatannya. Jika tidak memenuhi dua hal 

tersebut (adanya bukti atau pengakuan), maka baginya hukuman 

(ta‟zir).Tidak ada hukuman baginya (si wanita) apabila terbukti tidak 

menginginkannya dan dipaksa.Hal itu diketahui dengan suaranya, 

permintaan tolongnya, dan teriakannya” [Al-Istidzkaar, 7/146]. 
 

Al-Baajiy berkata : 
 

َٙب عٍََٝ  ِِضٍِْ َٙب صَذَاقُ  ْْ وَبَٔذْ دُشَّحً فٍََ َِخً فَئِ ْٚ أَ َْ دُشَّحً أَ ْْ رَىُٛ َ٘خُ ٌَب ٠َخٍُْٛ أَ ُّغْزَىْشَ اٌْ

 ِّٟ ْٓ عٍَِ َٞ عَ ِٚ َٚسُ َ٘تُ ا١ٌٍَّْشِ  َِزْ  َٛ ُ٘ َٚ  ُّٟ َٙزَا لَبيَ اٌشَّّبفِعِ َٚثِ ِٗ اٌْذَذُّ  َٚع١ٍََْ َٙب  َ٘ ْٓ اعْزَىْشَ َِ

 ُّٞ ْٛسِ َٚاٌضَّ َٚلَبيَ أَثُٛ د١َِٕفَخَ   ُٗ ْٕ ُٗ عَ ِٝ اٌٍَّ ِٓ أَثِٟ طَبٌِتٍ سَضَ َْ اٌصَّذَاقِ: ثْ ِٗ اٌْذَذُّ دُٚ ع١ٍََْ  
 

“Wanita yang diperkosa itu ada dua macam : merdeka atau budak. 

Apabila ia merdeka, maka baginya pemberian mahar mitsl dari orang 

yang memperkosanya, dan orang yang memperkosanya tersebut 

dijatuhi hadd. Inilah yang menjadi pendapat Asy-Syaafi‟iy dan Al-

Laits. Dan diriwayatkan hal tersebut dari „Aliy bin Abi Thaalib. Abu 

Haniifah dan Ats-Tsauriy berkata : „Ia dijatuhi hadd tanpa pemberian 

mahar” [Al-Muntaqaa, 4/21 – via Syaamilah]. 
 

Selanjutnya terdapat  hadis yang berkaitan dengan hal ini yaitu : 

 

 ْٓ ِٓ أَسْطَبحَ، عَ ْٓ اٌْذَجَّبطِ ثْ ُّٟ، عَ َْ اٌشَّلِّ َّب ُٓ ع١ٍَُْ َّشُ ثْ َِعْ َٕب  ُٓ دُجْشٍ، دَذَّصَ ُّٟ ثْ َٕب عٍَِ دَذَّصَ

ِٗ، لَبيَ ْٓ أَث١ِ ِٓ دُجْشٍ، عَ ًِ ثْ َٚائِ  ِٓ ْٙذِ سَعُٛيِ : " عَجْذِ اٌْجَجَّبسِ ثْ ِْشَأَحٌ عٍََٝ عَ َ٘ذِ ا اعْزُىْشِ

 ُٗ َِ َٚأَلَب َُ اٌْذَذَّ،  َٚعٍََّ  ِٗ ِٗ صٍَّٝ الُله ع١ٍََْ َٙب سَعُٛيُ اٌٍَّ ْٕ َُ فَذَسَأَ عَ َٚعٍََّ  ِٗ ِٗ صٍَّٝ الُله ع١ٍََْ اٌٍَّ

ْٙشًا  َِ َٙب  ٌَ ًَ ُٗ جَعَ َّٔ ُْ ٠ُزْوَشْ أَ ٌََٚ َٙب،   عٍََٝ اٌَّزِٞ أَصَبثَ
 

“Telah menceritakan kepada kami „Aliy bin Hujr : Telah menceritakan 

kepada kami Ma‟mar bin Sulaimaan Ar-Raqiy, dari Hajjaaj bin 

Arthaah, dari „Abdul-Jabbaar bin Waail bin Hujr, dari ayahnya, ia 

berkata : “Ada seorang wanita yang diperkosa di jaman Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam. Lalu Rasulullah shallallaahu „alaihi wa 

sallam membebaskannya dari hadd, namun menegakkannya bagi si 

pelaku pemerkosaan. Beliau tidak menyebutkan bahwa laki-laki itu 

memberikan padanya mahar” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 

1453]. 

 



 
 

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 

7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp bahwa pelaku dianggap telah terbukti  secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan 

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 

dan menempatkan, menyebabkan anak mati. Melakukan kekerasan memaksa 

anak melakukan persetubuhan perupakan tindakan perkosaan. Pelaku 

berjumlah 14 orang melakukan pemaksaan persetubuhan dengan seseorang 

bernama Yuyun. Perbedaan zina dengan perkosaan dalam kasus ini adalah 

perkosaan terhadap korban Yuyun dilakukan secara paksa sedangkan zina 

biasanya dilakukan secara suka sama suka. Namun demikian hukuman 

terhadap pelaku perkosaan tersebut menurut  hukum Islam adalah sama 

dengan  pelaku zina.  

Dilihat dari cara dan akibat yang ditimbulkan oleh perkosaan itu yaitu 

dilakukan secara paksa dalam keadaan korban pingsan dan melalui lubang 

anus hingga luka robek   ke vagina dan menyebabkan korban mati,maka 

perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang sangat biadab dan merupakan 

kejahatan yang sangat berat. Bukan lagi perkosaan biasa tapi sudah dapat 

dikategorikan suatu pembunuhan yaitu pembunuhan menyerupai sengaja. 

Para ahli fikih mendefinisikan pembunuhan mirip sengaja yaitu suatu  

kesengajaan berbuat kejahatan kepada korban dengan cara atau alat yang 

umumnya tidak membunuh.
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  Dilihat dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pembunuhan 

menyerupai sengaja memiliki dua unsur yaitu adanya unsur kesengajaan 

berbuat kejahatan kepada korban dan unsur kekeliruan sehingga 

menyebabkan korban terbunuh. Bila dikaitkan dengan perkosaan pada kasus 

ini maka unsur kesengajaan yaitu sengaja memperkosa bukan sengaja 

membunuh korban walaupun dilakukan dengan cara yang keji, unsur 

kekeliruan yaitu sebagai akibat dari memperkosa maka korban mati padahal 

tiada niat pelaku untuk membunuh korban. Jadi,  pelaku hanya sengaja 

memperkosa bukan sengaja membunuh dan sebagai akibat dari perkosaan itu 

korban mati. 

Hukuman yang patut dibebankan kepada  pelaku perkosan yang 

mengakibatkan korban mati sebagaimana dalam keputusan Pengadilan Negeri 

Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp yang diqiyaskan dengan 

pembunuhan mirip sengaja menurut hukum Islam ada tiga yaitu : 

(1) Hukuman pokok terdiri dari diat dan kifarat 

(2) Hukuman pengganti yaitu ta‟zir 

(3) Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat. 

Adapun dasar hukuman tersebut adalah, 

1. Firman Allah Swt. 

َِب َٚ َْ ٍٓ وَب ِِ ُّؤْ ٌِ ْْ ًَ أَ ًٕب ٠َمْزُ ِِ ْٓ خَطَأً إٌَِب ُِؤْ َِ َٚ ًَ ًٕب لَزَ ِِ َٕخٍ سَلَجَخٍ فَزَذْش٠ِشُ خَطَأً ُِؤْ ِِ  ُِؤْ

َّخٌ َٚد٠َِخٌ ِٗ إٌَِٝ ُِغٍََ ٍِْ٘ ْْ إٌَِب أَ ْْ ٠َصَذَلُٛا أَ َْ فَئِ ْٓ وَب ِِ ٍَ ْٛ ٍٚ لَ ُْ عَذُ َٛ ٌَىُ ُ٘ َٚ ٌٓ ِِ  فَزَذْش٠ِشُ ُِؤْ

َٕخٍ سَلَجَخٍ ِِ ْْ ُِؤْ َْ َٚإِ ْٓ وَب ِِ ٍَ ْٛ ُْ لَ َٕىُ ُْ ث١َْ ُٙ َٕ َّخٌ فَذ٠َِخٌ ١ِِضَبقٌ َٚث١َْ ِٗ إٌَِٝ ُِغٍََ ٍِْ٘  َٚرَذْش٠ِشُ أَ

َٕخٍ سَلَجَخٍ ِِ ْٓ ُِؤْ َّ ُْ فَ َُ ٠َجِذْ ٌَ ِٓ فَص١َِب ْٙش٠َْ ِٓ شَ ْٛثَخً ُِزَزَبثِع١َْ َٓ رَ ِِ ِٗ َْ اٌٍَ ُٗ َٚوَب ًّب اٌٍَ  ع١ٍَِ

ًّب  دَى١ِ
 

“Dan tidak layak bagi seorang mu‟min membunuh seorang mu‟min 

(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa 



 
 

membunuh seorang mu‟min karena tersalah (hendaklah) ia 

memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar 

diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali 

jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) 

dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu‟min, maka (hendaklah 

si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika 

ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara 

mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar 

diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 

memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak 

memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua 

bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.Qs.4:92 

 

2. hadis `Abdullâh bin „Amr Radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam, yang bersabda: 

 َْ ْٛ َٙب أَسْثَعُ ْٕ ِِ  ًِ َٓ الِإثِ ِِ ِِبئَخٌ  َٚاٌْعَصَب  ْٛطِ  َْ ثِبٌغَ َِب وَب ّْذِ  ِٗ اٌْعَ َْ د٠ِّخَ اٌْخَطَأِ شِجْ أَلَا إِ

َ٘ب ْٚلَادُ َٙب أَ ِٔ ْٛ ْٟ ثُطُ  فِ

“Ketahuilah bahwa diyat pembunuhan yang mirip dengan sengaja, 

yaitu yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus 

ekor onta. Di antaranya empat puluh ekor yang sedang hamil”. 

 

3. Hadis Abu Dawud 

 ًِ ْٓ اٌْئِثِ ِِ ِِبئَخً   ًِ ًِ اٌْئِثِ ْ٘ َُ لَضَٝ فِٟ اٌذ٠َِخِ عٍََٝ أَ َٚعٍََ  ِٗ ُٗ ع١ٍََْ ِٗ صٍََٝ اٌٍَ َْ سَعُٛيَ اٌٍَ

 ْٟ ِِبئَزَ  ًِ ًِ اٌْذٍَُ ْ٘ َٚعٍََٝ أَ ْٟ شَبحٍ  ٌْفَ ًِ اٌشَّبءِ أَ ْ٘ َٚعٍََٝ أَ ْٟ ثَمَشَحٍ  ِِبئَزَ ًِ اٌْجَمَشِ  ْ٘ َٚعٍََٝ أَ

 دٍَُخٍ

“Sesungguhnya Rasul Saw pernah menetapkan diyat yang harus 

diberikan pada keluarga korban, pemilik unta hendakla memberika 

seratus ekor uta; pemilik sapi hendaknya memberikan dua ratus ekor 

sama, pemilik doimba hendkalah memberikan dua ribu ekor domba; 

atas pemilik perhiasan hendaklah memberikannya dua ratus 

perhiasan. Hr. Abu Dawud. 
 

Diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan 

kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada 

walinya. Pembunuhan yang mewajibkan diyat merupakan suatu masalah 



 
 

yang telah disepakati oleh para ulama fikih, bahwa diyat diwajibkan 

terhadap pembunuhan kesalahan dan serupa dengan kesengajaan. 

Kewajiban membayar diyat yang berat ini termasuk hak keluarga ahli 

waris korban, dengan ukuran sama seperti diyat pembunuhan sengaja. 

Bedanya, diyat ditanggung oleh kerabat pembunuh dan dapat dicicil 

selama tiga tahun. Diyat ini diserahkan kepada ahli waris korban sesuai 

dengan bagiannya masing-masing. Apabila sebagian mereka memaafkan 

atau seluruhnya memaafkan, maka gugurlah kewajiban membayar diyat 

sesuai dengan kadar nilai diyat yang dimaafkan. 

Kifarat adalah hak Allah Subhanahu wa Ta‟ala yang tidak 

digugurkan dengan pengampunan ahli waris. Kifarat secara bahasa berarti 

menutup,sedangkan menurut istilah yaitu sejumlah denda yang wajib 

dibayar oleh seseorang yang melakukan perbuatan tertentu yang dilarang 

Allah. Kifarat bagi orang yang membunuh adalah : 

1) Memerdekakan hamba sahaya 

2) Melakukan puasa dua bulan berturut-turut. 

Ta‟zir menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-

Mawardi adalah  “hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa 

(maksiat) yang hukumannya ditentukan oleh syara‟.‟” Sementara Wahbah 

az-Zuhaily memberikan definisi yang mirip dengan definisi al-

Mawardi,Ta‟zir menurut syara‟ adalah “hukuman yang ditetapkan atas 

perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula 

kifarat.” Dengan demikian jarimah ta‟zir adalah suatu kejahatan yang 



 
 

hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal 

ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah 

ta‟zir.
143

 

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta‟zir adalah 

suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya 

belum ditetapkan oleh syara‟. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang 

hukumnya belum ditetapkan oleh syara‟ dinamakan dengan jarimah ta‟zir. 

Jadi istilah ta‟zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk 

jarimah (tindak pidana).
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.Adapun hukuman-hukuman ta‟zir terdiri dari : 

1. Hukuman mati. 

Hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. 

Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman 

mati sebagai ta‟zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam 

dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-

ulang, contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang pada 

zaman Nabi dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh 

kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.Malikiyah juga 

membolehkan hukuman mati sebagai ta‟zir untuk jarimah-jarimah  

tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka 

bumi.Sebagian fuqaha Syafi‟iyah membolehkan hukuman mati sebagai 

                                                           
143

 Marsum, Jarimah Ta‟zir : Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam (Yogyakarta : Fakultas 

Hukum UII, 1988). h. 1. 
144

 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 249. 

 



 
 

ta‟zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang 

dari ajaran al-Quran dan as-Sunnah. Demikian pula hukuman mati bisa 

diterapkan kepada pelaku homoseksual (liwath) dengan tidak 

membedakan antara muhsan dan ghair muhshan. 

Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah 

ta‟zir, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan 

berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut, 

1.   Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-

hukuman hudud selain hukuman mati. 

2.   Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap 

masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di 

muka bumi.
145

 

2. Hukuman jilid (dera). 

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk 

yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) 

atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, 

dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. 

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih 

diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai 

ta‟zir harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar 

dengan ta‟zir orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping 

karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain 
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adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan 

tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam ta‟zir 

dengan sifat jilid dalam hudud.
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Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan 

kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf 

menambahkan tidak boleh mencambuk bagian perut dan dada, karena 

pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang 

yang terhukum. 

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak 

boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ 

tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, 

karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan 

kepadanya.
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3. Hukuman penjara 

Hukuman penjara pernah dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu 

Bakar, tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan 

seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan 

wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa 

pemerintahan-nya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan 

harga 4000 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara. 
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Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, 

yaitu: 

1)  Hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara yang lama 

waktunya dibatasi secara tegas. 

2)  Hukuman penjara tidak terbatas,  yaitu hukuman penjara  tidak 

dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang 

terhukum mati (seumur hidup), hukuman ini dikenakan kepada 

penjahat yang sangat berbahaya.
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4.  Hukuman pengasingan. 

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, 

namaun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai 

hukuma ta‟zir.  Mengenai jarak tempat pengasingan dan berapa waktu 

lamanya para ulama mengemukakan tergantung kepada pendapat 

hakim. 

4. Ta‟zir harta. 

Ta‟zir harta adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim 

berkaitan dengan harta pelaku yang harus diberikan kepada korban/ 

keluarga sebagai salah satu bentuk hukuman. Ta‟zir harta terdiri dari 

dua macam yaitu pembayaran denda dan penyitaan harta. Sanksi denda  

bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan 

sanksi lainnya. Hanya saja syari‟at tidak menentukan batas tertinggi dan 

terendah bagi hukuman denda  hal ini diserahkan kepada 
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hakim.Hukuman denda pernah dilaksanakan pada zaman Nabi yaitu 

keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat 

khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri 

dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri 

harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak. 

Selain denda, sanksi ta‟zir harta dapat diterapkan berupa 

perampasan/ penyitaan harta pelaku oleh hakim sebagai bentuk 

hukuman karena kesalahan pelaku.  

5. Ta‟zir  peringatan. 

Hakim dapat memberikan hukuman kepada pelaku jarimah 

berupa peringatan. Peringatan itu dapat dilakukan dirumah atau 

dipanggil ke sidang pengadilan tergantung  kebijaksanaan hakim 

dengan mempertimbangkan jarimahnya, pelakunya,  kondisinya dan 

kemaslahatannya. 

6. Ta‟zir pencelaan. 

Para ulama mendasarkan pemberian sanksi ta‟zir yang berupa 

celaan ini kepada sunnah Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar 

pernah menghina seorang dengan menghina ibunya. Umar bin 

Khaththab juga pernah menjatuhkan sanksi celaan ini terhadap orang 

yang memakai pakaian sutera asli. 

7. Ta‟zir  pengucilan. 

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan 

dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan 



 
 

dengannya. Ta‟zir ini berdasarkan kepada sunnah Nabi dan sahabatnya 

yang mengucilkan tiga  orang yang mengundurkan diri dari barisan 

perang Tabuk. Mereka itu adalah Ka‟ab ibn Malik, Mirarah ibn 

Rabi‟ah al Amiri dan Hilal ibn Umayah al Waqifi., mereka dikucilkan 

selama lima puluh hari sampai mereka bertaubat.  

8. Ta‟zir nasihat. 

Yang dimaksud ta‟zir berupa nasihat adalah memperingatkan si 

pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan 

kebiasaannya, nasihat harus diucapkan oleh hakim. 

9. Pemecatan dari jabatan. 

Yang dimaksud dengan pemecatan adalah melarang seseorang 

dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau 

memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu. 

10. Diumumkan kejahatannya. 

Dasar hukuman pengumuman kejahatan sebagai hukuman ta‟zir 

adalah tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah 

dijatuhi hukuman jilid lalu keliling kota. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka menurut hukum Islam hukuman 

yang dapat diberikan kepada para pelaku perkosaan sebagaimana dalam 

keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp  

adalah Diat dan kifarat yaitu denda diberikan kepada ahli waris korban 

berupa 100 (seratus) ekor unta atau 200 (dua ratus) ekor sapi atau 2000 

(dua ribu) ekor unta, jumlah hukuman itu dapat diganti dengan uang 



 
 

seharga tersebut dan memerdekakan seorang budak atau berpuasa dua 

bulan berturut-turut serta hukuman ta‟zir berupa jilid dan atau penjara dan 

atau pengasingan dan atau pengucilan dan atau  pencelaan dan atau 

diumumkan dan atau nasehat sesuai dengan keputusan hakim.  

Hukuman berupa diat diberikan kepada pelaku karena pembunuhan 

mirip sengaja berdasarkan hadist diatas. Memerdekakan seorang budak 

apabila sulit dilaksanakan pada zaman sekarang ini maka diganti dengan 

berpuasa dua bulan berturut-turut, hukuman ini tidak dapat dihapus atau 

diganti karena sebagai pemenuhan hak Allah yang bertujuan sebagai upaya 

bagi pelaku untuk bertubat dan menyesali perbuatannya sehingga tidak 

mengulanginya pada masa yang akan datang serta diharapkan apabila 

selesai melaksanakan hukuman yang bersangkutan menjadi orang yang 

baik. Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan pada kasus tersebut karena 

pembunuhan mirip sengaja hukuman pokoknya berupa diat sedangkan 

ta‟zir hukuman mati diberikan kepada pelaku pada kasus kejahatan yang 

mengancam keamanan negara, residivis atau penyebar aliran sesat, tidak 

mungkin hukuman tambahan lebih berat dari hukuman pokok. Sedangkan 

hukuman ta‟zir diatas merupakan hukuman tambahan, hakim memiliki 

kewenangan penuh untuk memilih satu atau beberapa hukuman dalam 

ta‟zir berdasarkan pertimbangan  untuk kemaslahatan keluarga korban, 

pelaku, masyarakat, agama dan negara  karena ta‟zir memang tidak ada 

ketentuan dalam al-Quran ataupun hadist. 



 
 

Hukuman pemotongan hak waris dan wasiat menurut hukum Islam 

dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp memang tidak dapat 

diterapkan kepada pelaku mengingat antara pelaku dan korban tidak 

memiliki hubungan nasab dan tidak saling kenal mengenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang dasar 

pertimbangan hakim dan sanksi pidana bagi pelaku perkosaan dibarengi 

pembunuhan sebagaimana tertuang dalam keputusan Pengadilan Negeri 

Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Menurut hukum positif hukuman pelaku perkosaan adalah paling lama 12 

(dua belas) tahun penjara karena perkosaan dengan kekerasan (Pasal 285 

KUHP), paling lama 9 (sembilan) tahun penjara bila korban pingsan atau 

tidak berdaya (Pasal 286 KUHP), paling lama 9 (sembilan) tahun penjara 

bilakorban belum 15 tahun (Pasal 287 KUHP), paling lama 4 (empat) 

tahun penjara   karena korban belum waktunya untuk kawin dan luka-luka 

(Pasal 288 Ayat (1) KUHP), paling lama 8 (delapan) tahun penjara apabila 

korban luka berat (Pasal 288 Ayat (2), paling lama 12 (dua belas) tahun 

penjara bila korban sampai mati. 

Sedangkan menurut hukum Islam pelaku perkosaan dijatuhkan hukuman 

sama dengan hukuman  zina, tetapi korban perkosaan tidak dijatuhkan 

hukuman (perbedaan hukuman pelaku zina dengan pelaku perkosaan). 

Zina dibagi dua yaitu zina muhsan (pelaku sudah menikah) dan ghairu 
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muhsan (pelaku sudah menikah).  Hukuman pelaku zina muhsan adalah 

didera 100 (seratus) kali dan dirajam sedangkan hukuman pelaku zina 

ghairu muhsanadalah didera 100 (seratus) kali dan diasingkan selama 1 

(satu) tahun. 

Hukuman pelaku pembunuhan menurut hukum posisitif adalah paling 

lama 15 (lima belas) tahun penjara karena pembunuhan sengaja (Pasal 338 

KUHP), Paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara atau seumur hidup 

karena pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP), Paling lama 

20 (dua puluh) tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati karena 

pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). 

Hukuman pelaku pembunuhan dalam hukum Islam adalah, 

1. Pembunuhan sengaja  (  hukumannya adalah Qishash danاٌمزً اٌعّذ

Kifarat (hukuman pokok), diyat dan puasa dua bulan berturut-turut 

serta ta‟zir (hukuman pengganti), penghapusan hak waris dan wasiat 

(hukuman tambahan).Hukuman dapat gugur bila dimaafkan pihak 

keluarga kecuali kifarat dan penghapusan hak waris dan wasiat. 

2. Pembunuhan menyerupai sengaja  (  hukumannya(اٌمزً شجٗ اٌعّذ

adalahdiat dan kifarat(hukuman pokok), ta‟zir (hukuman 

pengganti),pencabutan hak waris dan wasiat (hukuman tambahan).  

3. Pembunuhan karena kesalahan (  hukumannya membayar (اٌمزً اٌخطبء

diyat dan kifarat (hukuman pokok), ta‟zir  (hukuman pengganti), 

penghapusan hak waris dan hak wasiat (hukuman tambahan). 

 



 
 

 

2. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim bagi pelaku perkosaan dibarengi 

pembunuhan dalam keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 

7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp adalah 10 (sepuluh) tahun penjara, 6 (enam) 

bulan pelatihan kerja dan membayar biaya perkara masing-masing Rp. 

2.000,- (dua ribu). Hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dinilai sudah tepat 

mengingat para pelaku menurut undang-undang masih tergolong anak 

sehingga mendapat keringanan berupa ½ (seper dua) dari hukuman 

maksimal ditambah 1/3 (sepertiga) hukuman pokok dari hukuman terberat 

karena pelaku melakukan dua kejahatan dalam waktu bersamaan 

(concorsus/samenloop). Penulis kurang sependapat dengan hukuman 6 

(enam) bulan pelatihan kerja seharusnya penuntut umum dapat mendakwa 

pelaku dengan hukuman subsider 1 (satu) tahun penjara sehingga majelis 

hakim dapat menghukum pelaku dengan hukuman tersebut dan hukuman 

membayar denda Rp. 2.000,- tidak bernilai ekonomis dan tidak rasional. 

Menurut hukum Islam pelaku perkosaan dibarengi pembunuhan 

sebagaimana pada keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 

7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp dianggap telah melakukan jarimah 

pembunuhan mirip sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh  tetapi  

perkosaan yang dilakukan pelaku mengakibatkan korban mati. Hukuman 

yang dapat diterapkan kepada para pelaku adalah hukuman diyatdan 

kifarat sebagai hukuman pokok, ta‟zirsebagai hukuman pengganti dan 

pemutusan hak waris dan wasiat sebagai hukuman tambahan. Kongkritnya, 



 
 

menurut hukum Islam hukuman yang patut diberikan kepada para pelaku 

adalah denda diberikan kepada ahli waris korban berupa 100 (seratus) ekor 

unta atau 200 (dua ratus) ekor sapi atau 2000 (dua ribu) ekor domba, 

jumlah hukuman itu dapat diganti dengan uang seharga tersebut dan 

memerdekakan seorang budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut serta 

hukuman ta‟zir berupa jilid dan atau penjara dan atau pengasingan dan 

atau pengucilan dan atau  pencelaan dan atau diumumkan dan atau nasehat 

sesuai dengan ijtihad hakim. 

Majelis hakim telah menggunakan dasar pertimbangan sesuai 

dengan hukum positif. Dasar pertimbangan tersebut antara lain  adalah 

dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, 

barang bukti, laporan pembimbing kemasyarakatan, keterangan orang tua.  

 

B. Saran. 

1. Hakim dalam memberikan keputusan dapat mempertimbangkan hal-hal 

diluar  yuridis terutama usia pelaku pidana yang dianggap masih anak oleh 

undang-undang tetapi kejiwaan dan fisiknya seperti orang dewasa 

sehingga hukuman yang bersangkutan dapat diperberat, dalam hal ini 

diperlukan keberanian hakim untuk mengambil terobosan hukum dengan 

mempelajari dan memahami rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang 

ditengah masyarakat sehingga akan muncul  keadilan sejati yang dirasakan 

hidup ditengah masyarakat. Pihak-pihak pemangku kepentingan 

khususnya pembuat undang-undang dapat merevisi undang-undang yang 

menetapkan batas umur seseorang yang dianggap anak dari umur  18 



 
 

(delapan belas) tahun dirobahmenjadi umur 15 (lima belas)  tahun dengan 

mengadopsi ketentuan dalam hukum Islam. Sebab dengan usia 15 tahun 

biasanya laki-laki sudah mimpi basah atau keluar sperma dan wanita sudah 

menstruasi dan dengan kemajuan zaman dan tekhnologi seperti sekarang 

ini dapat mempercepat proses kedewasaan seorang anak. 

Perlu juga dilakukan pembaharuan dalam hal hukuman membayar biaya 

perkara dengan sejumlah uang dalam jumlah tertentu yang menurut 

penulis terlalu kecil dan tidak bernilai ekonomis. Jumlah uang denda 

tersebut seharusnya disesuaikan dengan nilai tukar rupiah sekarang ini 

sehingga hukuman tersebut rasional. 

Pihak praktisi hukum terutama jaksa penuntut umum kiranya dapat 

menerapkan dakwaan yang maksimal bagi pelaku pidana kekerasan 

dengan korban anak-anak, kejahatan yang menyita perhatian publik  dan 

atau kejahatan luar biasa sehingga hakim dapat memutuskan hukuman 

maksimal bagi pelaku dan diharapkan menjadi efek jera sehingga tidak 

terjadi lagi pada masa yang akan datang. Pemerintah harus hadir dalam 

penanganan dan pemulihan harkat dan martabat korban anak-anak dan 

keluarganya. Hukum Islam dapat dijadikan alternatif hukum dalam rangka 

memenuhi rasa keadilan baik korban maupun masyarakat karena hukum 

Islam merupakan hukum suci dari Allah Swt  yang mempertimbangkan 

semua aspek kemanusiaan sehingga dapat memenuhi rasa  keadilan sejati. 
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